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BAB 1 
PRINSIP-PRINSIP DASAR BANK 
SYARIAH 
 

Oleh Denny Rakhmad Widi Ashari 
 

1.1 Pendahuluan 
Bank Syariah adalah institusi keuangan yang mengadopsi 

sistem bagi hasil dalam operasinya. Di Indonesia, perbankan syariah 
diperkenalkan pada tahun 1992 seiring dengan disahkannya 
Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. 
Namun, perkembangan bank syariah tidak sejajar dengan 
perkembangan perbankan konvensional. Untuk mengatasi hal ini, 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 
1998 yang mengubah ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992. 
Harapannya adalah agar perkembangan perbankan syariah menjadi 
lebih positif dan berkontribusi sebagai komponen penting dalam 
industri perbankan Indonesia. 

Dalam konteks perubahan Undang-Undang No. 10 tahun 
1998, perbankan syariah diberi kesempatan yang lebih luas untuk 
menjalankan operasinya. Ini juga memberikan peluang kepada 
perbankan konvensional untuk membuka kantor cabang khusus 
yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Langkah ini 
bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana dan potensi 
ekonomi masyarakat Muslim, dengan harapan akhirnya akan 
meningkatkan peran sektor perbankan secara keseluruhan. 

Dengan demikian, perubahan dalam regulasi perbankan 
menjadi tonggak penting dalam mengembangkan bank syariah di 
Indonesia. Harapannya adalah agar bank syariah dapat menjadi 
pemain utama dalam mendukung perekonomian masyarakat 
Muslim dan berkontribusi positif pada perkembangan industri 
perbankan secara keseluruhan di Indonesia. (Atorf, 2003) (Rysaldi 
and Santoso, 2022). 
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Bank pada prinsip dasarnya adalah lembaga yang 
menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kepada 
masyarakat lagi  dalam bentuk pembiayaan dengan kata lain 
berperan sebagai perantara dalam urusan keuangan, berfungsi 
sebagai intermediasi keuangan (OJK, 2017).  

Dalam ranah perbankan Indonesia, terdapat dua jenis 
lembaga keuangan dengan metode operasional yang berbeda, yaitu 
bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 
seluruh aktivitasnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. 
Prinsip-prinsip ini merujuk pada hukum Islam dan telah diatur 
dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
pada tahun 2008 (Indonesia, 2008). Prinsip-prinsip tersebut 
mencakup konsep keadilan dan keseimbangan (Adl Wa Tawazun), 
kemaslahatan (Maslahah), universalisme (Alamiyah), serta larangan 
terhadap praktik-praktik yang diharamkan, seperti gharar, maysir, 
riba, zalim, dan objek-objek yang dianggap haram (Maimun and 
Tzahira, 2022). 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-
prinsip dasar ini menjadi landasan bagi bank syariah dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya. Beberapa prinsip dasar yang 
menjadi ciri khas bank syariah antara lain adalah prinsip keadilan, 
keberlanjutan, partisipasi, dan pelarangan riba (Khaliq, 2019). 

Prinsip keadilan menjadi landasan utama bank syariah. Bank 
syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya 
dengan prinsip keadilan dalam segala aspek. Hal ini berarti bahwa 
bank syariah harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat 
dalam transaksi keuangan mendapatkan keuntungan yang adil dan 
seimbang. Prinsip keadilan ini juga mencakup perlakuan yang adil 
terhadap nasabah, karyawan, dan masyarakat secara umum (Khaliq, 
2019). 

Prinsip keberlanjutan juga menjadi prinsip dasar yang 
penting dalam bank syariah. Bank syariah harus menjalankan 
kegiatan bisnisnya dengan mempertimbangkan dampak sosial, 
lingkungan, dan ekonomi jangka panjang. Prinsip ini mengharuskan 
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bank syariah untuk berinvestasi dalam sektor yang berkelanjutan 
dan bertanggung jawab secara sosial (Khaliq, 2019). 

Prinsip partisipasi juga menjadi prinsip dasar yang 
diterapkan dalam bank syariah. Bank syariah mendorong partisipasi 
aktif dari nasabah dan pemangku kepentingan lainnya dalam 
pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam 
operasional bank syariah (Khaliq, 2019). 

Salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam bank 
syariah adalah pelarangan riba. Riba atau bunga dianggap sebagai 
praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank 
syariah menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil atau 
mudharabah. Dalam sistem ini, bank syariah berbagi keuntungan 
dan risiko dengan nasabahnya (Khaliq, 2019). 

Dalam operasionalnya, bank syariah juga harus menerapkan 
sistem akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah proses 
mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Untuk menjaga eksistensi dan kepercayaan nasabah, bank 
syariah harus mempertahankan konsistensi dalam penerapan 
prinsip-prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa keraguan 
akan konsistensi penerapan prinsip syariah dapat menjadi alasan 
bagi nasabah untuk berhenti menjadi nasabah bank syariah 
(Supriadi and Ismawati, 2020). Oleh karena itu, bank syariah harus 
terus menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan 
konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah walaupun 
tetap menerapkan strategi pemasaran yang baik (Ashari, 2023). 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat 
tentang prinsip-prinsip dasar bank syariah, perlu dilakukan upaya 
edukasi dan sosialisasi. Peningkatan pemahaman masyarakat 
tentang prinsip-prinsip dasar bank syariah dapat berkontribusi 
pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan 
(Rizky Agung Pambudi and Fatiatun, 2022) khusunya pasca 
pandemi COVID-19 (Al Haris and Ashari, 2023). 

Kesimpulannya prinsip-prinsip dasar bank syariah meliputi 
prinsip keadilan, keberlanjutan, partisipasi, dan pelarangan riba. 
Bank syariah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan bisnisnya 
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terutama pemasaran syariahnya dengan mempertimbangkan 
prinsip-prinsip ini. Penerapan prinsip-prinsip dasar ini penting 
untuk menjaga eksistensi bank syariah dan mempertahankan 
kepercayaan nasabah. Upaya edukasi dan sosialisasi juga perlu 
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
prinsip-prinsip dasar bank syariah (Al Haris, Ashari and Rifa’i, 
2023). 

 

1.2 Prinsip-Prinsip Dasar Syariah 
Secara esensial, prinsip-prinsip yang mendasari bank syariah 

merujuk pada prinsip-prinsip agama Islam yang memiliki landasan 
utama dalam Al Quran dan Hadist. Agama Islam mengatur seluruh 
aspek kehidupan manusia secara holistik dan umum, baik dalam 
kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta 
(Habluminallah) maupun dalam hubungannya dengan sesama 
manusia (Hablumminannas) (Rahmawati, 2022). 
1.2.1 Tiga Pilar Utama Ajaran Islam 

Agama Islam yang diturunkan kepada Rosululloh memiliki 
tiga pilar utama, dimana antara satu dengan yang lain saling 
melengkapi dan berkaitan (Muhammad Amri, La Ode Ismail Ahmad 
and Muhammad Rusmin, 2016). Terdapat tiga prinsip utama dalam 
ajaran Islam (OJK, 2023): 

1. Iman (Aqidah) 
Ini adalah komponen fundamental dalam ajaran Islam yang 
mengatur keyakinan tentang keberadaan dan kekuasaan 
Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk menjadikan 
keyakinan ini sebagai landasan utama dalam setiap 
aktivitasnya di dunia ini. Tujuannya adalah untuk mencari 
keridlaan Allah sebagai seorang khalifah yang mendapatkan 
amanah dari-Nya. 

2. Hukum Islam (Syariah) 
Prinsip ini mengatur seluruh aspek kehidupan seorang 
muslim, baik dalam konteks ibadah kepada Allah 
(Habluminallah) maupun dalam hubungannya dengan 
sesama manusia (Hablumminannas). Prinsip ini merupakan 
ekspresi konkret dari keyakinan (Aqidah) yang menjadi 
pegangan seorang muslim. 
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3. Etika (Akhlaq) 
Etika merujuk pada dasar perilaku dan kepribadian yang 
mencerminkan seorang muslim yang taat terhadap prinsip-
prinsip syariah dan keyakinan (Aqidah) yang menjadi 
panduannya dalam hidup. Ini adalah karakteristik dari 
individu yang memiliki "akhlaqul karimah" seperti yang 
dinyatakan dalam hadis Nabi, yang berarti bahwa tidak lain 
tujuannya adalah untuk mempraktikkan etika yang mulia. 
 

1.2.2 Pedoman Kehidupan Ekonomi Umat 
Terdapat banyak pedoman dalam Islam yang mengatur 

aspek kehidupan ekonomi umat. Garis besar pedoman tersebut 
meliputi (Baraba, 2003): 
1. Islam menekankan bahwa uang seharusnya hanya 

digunakan sebagai alat tukar, bukan sebagai barang 
dagangan. Oleh karena itu, uang tidak boleh 
diperdagangkan, terutama jika melibatkan unsur 
ketidakpastian atau spekulasi (gharar). Dalam Islam, nilai 
uang terkait dengan kemampuannya untuk digunakan 
sebagai alat pertukaran dalam transaksi barang dan jasa. 

2. Larangan terhadap riba, dalam segala bentuknya, 
ditegaskan dalam Islam. Ayat Al-Qur'an, khususnya surat Al-
Baqarah ayat 278-279, dengan jelas melarang riba.  
 “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang beriman” “Jika kamu tidak melaksanakannya, 
maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi 
jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. 
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi 
(dirugikan).” (Al-Baqarah ayat 278-279) (Kemenag, 2023). 

3. Meskipun ada beberapa pandangan yang meragukan apakah 
bunga bank dapat dianggap sebagai riba, telah ada 
kesepakatan di kalangan ulama, ahli fikih, dan praktisi 
perbankan syariah yang menyatakan bahwa bunga bank 
sebenarnya adalah riba dan riba dilarang. 

4. Islam juga melarang aktivitas yang melibatkan spekulasi 
dan perjudian, terutama jika aktivitas tersebut diyakini akan 
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merugikan masyarakat. Prinsip harta yang berputar dan 
tidak hanya terpusat pada segelintir individu ditekankan, 
serta tidak menyukai praktik menimbun harta yang tidak 
produktif. Dalam Islam, individu yang memiliki harta yang 
tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar 
daripada jika harta tersebut digunakan secara produktif. Ini 
sejalan dengan ajaran bahwa manusia dianggap sebagai 
khalifah yang bertanggung jawab atas sumber daya di bumi 
dan harus menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan 
kesejahteraan manusia. 

5. Bekerja dan mencari nafkah dianggap sebagai ibadah dan 
kewajiban dalam Islam. Oleh karena itu, setiap individu 
diharapkan untuk bekerja, siap menerima risiko, dan tidak 
mendapatkan keuntungan atau manfaat tanpa bekerja, 
berbeda dengan bunga bank yang dianggap sebagai 
pendapatan tetap tanpa risiko. 

6. Keterbukaan dan keadilan adalah hal yang diinginkan dalam 
segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, 
dan semua transaksi seharusnya dilakukan atas dasar 
kesepakatan tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. 
Pencatatan setiap transaksi, terutama yang tidak melibatkan 
uang tunai, dan keberadaan saksi yang dapat dipercaya, 
memiliki pentingnya yang sama, mirip dengan praktek yang 
umum dalam bidang akuntansi dan notaris. 

7. Zakat digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi 
kewajiban penyisihan harta yang dapat diterima oleh 
mereka yang memenuhi syarat. Selain itu, Islam mendorong 
pemberian infaq dan shodaqah sebagai cara untuk 
mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan 
mengatasi kemiskinan. 

 
Dari penjelasan singkat di atas, terlihat dengan jelas prinsip-

prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip ini tidak hanya berhenti pada 
konsep-konsep teoritis, melainkan juga diilustrasikan dengan 
sejumlah contoh konkret yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. 
Untuk mengakomodasinya dengan kebutuhan zaman saat ini, 
banyak ijtihad yang telah dilakukan oleh cendekiawan fikih, 
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bersamaan dengan pengembangan praktik operasional oleh ahli 
ekonomi dan praktisi keuangan syariah. Karena karakteristiknya 
yang universal, pedoman Islam diyakini tetap relevan dengan 
tuntutan zaman. (Baraba, 2003). 

 

1.3 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 
Dalam operasionalnya, perbankan syariah wajib berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip berikut (Maimun and Tzahira, 2022): 
1. Prinsip Keadilan 

Ini berarti pembagian keuntungan harus didasarkan pada 
penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang 
diberikan oleh masing-masing pihak. 

2. Prinsip Kemitraan 
Ini mengindikasikan bahwa nasabah investor (penyimpanan 
dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan bekerjasama 
sebagai mitra usaha yang sama-sama berkontribusi untuk 
mencapai keuntungan. 

3. Prinsip Transparansi 
Lembaga keuangan Syariah harus memberikan laporan 
keuangan secara terbuka dan berkelanjutan sehingga 
nasabah atau investor dapat memahami dengan jelas 
kondisi dananya. 

4. Prinsip Universal 
Ini berarti lembaga keuangan Syariah tidak boleh 
membedakan suku, agama, ras, atau golongan dalam 
masyarakat, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan 
lil alamin. 

 
Prinsip-prinsip operasional bank syariah yang menjadi 

landasan utama operasional ini mencakup penolakan konsep bunga 
serta fokus pada tujuan komersial dalam kerangka Islam. Secara 
garis besar, setiap bank syariah mengikuti lima prinsip operasional, 
yang mencakup aspek-aspek kunci berikut (Mukhlisin and Suhendri, 
2018) : 

Pertama, Prinsip Simpanan Murni adalah konsep yang 
merujuk pada fasilitas yang diberikan oleh bank syariah guna 
memberikan peluang kepada perorangan atau badan usaha yang 
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memiliki kelebihan dana untuk menyetor dana tersebut dalam 
bentuk al-wadi'ah. Tujuan dari penyimpanan ini adalah untuk 
investasi dan pertumbuhan dana, dengan harapan mendapatkan 
keuntungan, konsep ini serupa dengan konsep tabungan dalam 
perbankan konvensional. Dalam dunia perbankan konvensional, al-
wadi'ah biasanya identik dengan rekening giro. 

Kedua, Prinsip Bagi Hasil: Sistem ini berkaitan dengan 
pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, 
baik antara bank syariah dan pemilik dana (nasabah) maupun 
antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini 
mencakup akad-akad seperti mudarabah dan musyarakah yang 
mengatur pembagian hasil usaha antara sahib al-mal (pemilik dana) 
dan mudarib (pengelola dana). Bagi hasil ini terjadi antara bank 
dengan nasabah penyimpan dana. 

Ketiga, Prinsip Jual Beli, ini mencakup akad-akad seperti 
murabahah, istisna', dan salam, yang merupakan bentuk 
pembiayaan yang melibatkan penentuan harga jual, harga beli dan 
margin atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari bank 
syariah, semua ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank 
dan nasabah. 

Keempat, Prinsip Sewa, metode pembiayaan ini mengatur 
akad-akad seperti ijarah atau perjanjian sewa dan ijarah muntahiya 
bi al-tamlik atau sewa dengan opsi pembelian. Melalui ijarah, hak 
untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa dapat 
dialihkan dengan pembayaran sewa kepada pemiliknya. Ijarah 
tanpa kepemilikan memungkinkan transfer hak penggunaan tanpa 
perlu mentransfer kepemilikan barang itu sendiri. Sementara ijarah 
muntahiya bi al-tamlik adalah kombinasi antara kontrak jual beli 
dan sewa, di mana perjanjian sewa berakhir dengan pemindahan 
kepemilikan kepada penyewa. 

Kelima, Prinsip Jasa (Fee), Prinsip ini mencakup seluruh 
layanan non-pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau 
yang sering disebut sebagai pendapatan berbasis biaya. Contoh 
produk yang berdasarkan prinsip ini meliputi jaminan bank, 
layanan inkaso, kliring, jasa transfer, dan lain sebagainya. Produk-
produk ini diberikan oleh bank syariah sebagai upaya untuk 
melayani nasabah mereka. 
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Prinsip-prinsip operasional tersebut menjadi fondasi utama 
yang mengatur operasional bank syariah, dan bank syariah 
diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
syariah dalam berbagai aspek kebijakan ekonomi dan keuangan 
mereka. Dalam menjalankan fungsi mereka, bank syariah memiliki 
tanggung jawab menjadi (Baraba, 2003): 
1. Menjadi lembaga penerima amanah untuk melakukan 

investasi atas dana yang dipercayakan oleh pemegang 
rekening investasi atau deposan, dengan prinsip bagi hasil 
sesuai dengan kebijakan investasi bank. 

2. Bertindak sebagai pengelola investasi atas dana yang 
dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan 
arahan investasi yang diinginkan oleh pemilik dana, di mana 
bank berperan sebagai manajer investasi. 

3. Menyediakan layanan lalu lintas pembayaran dan berbagai 
layanan lainnya, selama tidak melanggar prinsip-prinsip 
Syariah. 

4. Melaksanakan fungsi sosial seperti mengelola dana zakat 
serta menerima dan mendistribusikan dana kebajikan 
(fungsi opsional). 
 

1.4 Unsur-unsur yang dilarang dalam operasional 
Bank Syariah 

Prinsip-prinsip Syariah yang tidak diperbolehkan dalam 
aktivitas perbankan Syariah melibatkan unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Maisir 

Maisir, secara etimologi, bermakna "gampang" atau 
"mudah." Dalam istilah keuangan, maisir mengacu pada 
perolehan keuntungan yang diperoleh tanpa usaha keras. 
Maisir seringkali dikaitkan dengan perjudian, di mana 
seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang 
mudah. Dalam perjudian, seseorang dapat mengalami 
keberuntungan atau kerugian. Praktik perjudian ini dilarang 
dalam prinsip keuangan Islam, sesuai dengan ketentuan 
yang disebutkan dalam ajaran Allah..  
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“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman 
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi 
nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) 
termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S. Al-Mā'idah 
[5]:90) (Kemenag, 2023) 

 
Pelarangan maisir disebabkan oleh efek negatifnya, di mana 
seseorang bisa mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha 
yang sesuai. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan 
keseimbangan yang ada di dalam sistem keuangan Islam. 
 

2. Gharar 
Gharar secara bahasa berarti "pertaruhan." Dalam konteks 
istilah, gharar mengacu pada ketidakjelasan atau 
ketidakpastian dalam transaksi, yang mirip dengan 
pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang 
melibatkan ketidakjelasan mengenai barang atau hal yang 
tidak berada dalam kendali atau jangkauan seseorang 
dianggap sebagai transaksi gharar. Gharar dilarang karena 
memiliki dampak negatif dalam kehidupan, karena ini 
merupakan praktik pengambilan keuntungan secara tidak 
sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

 
“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan 
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat 
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, 
padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah  [2]:188) (Kemenag, 
2023) 

 
3. Riba 

Riba secara harfiah berarti "pertambahan," "kelebihan," 
atau "peningkatan." Dalam konteks teknis, riba merujuk 
pada pengambilan tambahan atau kelebihan dari modal 
atau harta pokok secara tidak sah. Para ulama sepakat 
bahwa riba adalah haram, sesuai dengan ayat-ayat dalam 
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Al-Qur'an yang melarang pengambilan riba. Hal ini 
dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadits. Pengharaman 
riba adalah konsensus umat Islam, dan semua mazhab 
sepakat bahwa terlibat dalam transaksi yang melibatkan 
riba adalah dosa besar. Meskipun tidak ada perbedaan 
dalam pandangan bahwa riba harus dihindari, ada 
perbedaan pendapat dalam pengertian riba atau apa yang 
sebenarnya dianggap sebagai riba dalam konteks aktivitas 
ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 

 
“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba 
tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri 
sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi 
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. 
Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai 
kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), 
lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya 
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 
Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah 
penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah  
[2]:275) (Kemenag, 2023) 

 

1.5 Kesimpulan 
Bank Syariah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada 

tahun 1992 dan telah mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun 
pertumbuhannya mungkin tidak selalu terlihat mencolok, 
perbankan syariah terus berusaha keras untuk memperkuat dasar-
dasar operasionalnya dan merancang berbagai produk yang 
mematuhi prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah ini diambil 
dengan harapan bahwa perbankan syariah dapat menjadi pelopor 
dalam mendukung perekonomian Islam, terutama karena Indonesia 
memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. 

Salah satu aspek penting dalam perkembangan bank syariah 
adalah komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip-
prinsip ini mencakup konsep keadilan dan keseimbangan (Adl Wa 
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Tawazun), kemaslahatan (Maslahah), universalisme (Alamiyah), dan 
juga larangan terhadap praktik-praktik yang diharamkan dalam 
Islam, seperti gharar, maysir, riba, zalim, dan benda-benda yang 
dianggap haram. Bank syariah berusaha keras untuk memastikan 
bahwa seluruh aspek operasional mereka mencerminkan prinsip-
prinsip ini, sehingga mereka dapat memberikan layanan keuangan 
yang selaras dengan nilai-nilai Islam. 

Prinsip-prinsip dasar bank syariah meliputi keadilan, 
keberlanjutan, partisipasi, dan pelarangan riba. Prinsip keadilan 
menjadi pedoman utama bank syariah, menjamin bahwa semua 
pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan mendapatkan 
keuntungan yang adil dan seimbang. Keberlanjutan merupakan 
prinsip penting yang mendorong bank syariah untuk 
mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi 
jangka panjang dalam operasional mereka. Prinsip partisipasi 
mengharuskan bank syariah untuk melibatkan aktif nasabah dan 
pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan dana. Salah satu prinsip dasar yang paling penting 
adalah pelarangan riba, yang dianggap sebagai praktik yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Untuk menjaga eksistensi dan mempertahankan 
kepercayaan nasabah, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip 
dasar ini secara konsisten. Keraguan tentang konsistensi penerapan 
prinsip Syariah dapat menjadi alasan bagi nasabah untuk memilih 
atau tetap menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, upaya 
edukasi dan sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar bank 
syariah. 

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam 
memajukan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah 
di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjaga 
pertumbuhannya, bank syariah perlu mengintegrasikan prinsip-
prinsip Syariah dalam operasionalnya, mematuhi regulasi 
perbankan yang berlaku, serta memastikan perlindungan 
konsumen dan ketaatan hukum sebagai bagian integral dari misi 
dan visinya. Dengan populasi mayoritas Muslim di Indonesia dan 
potensi ekonomi yang cerah, bank syariah memiliki pangsa pasar 
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yang signifikan untuk dikembangkan. Dengan inovasi produk yang 
tepat dan penerapan prinsip-prinsip Syariah yang kuat, bank 
syariah dapat terus berperan sebagai pionir dalam perbankan Islam 
dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
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BAB 2 
PRODUK PEMBIAYAAN BANK 
SYARIAH 
 

Oleh Atina Hidayati 
 

2.1 Pendahuluan 
Perkembangan Bank Syariah di Indonesia perlu adanya 

pencermatan, agar dapat segera tumbuh dengan cepat. Bank syariah 
secara umum melaksanakan fungsi sebagai perantara di lembaga 
keuangan dalam bentuk kegiatan penghimpun dana (funding) dan 
penyaluran dana (financing). Bentuk produk pembiayaan disalurkan 
menggunakan akad jual beli, kerjasama dan sewa. Produk 
pembiayaan yang ada di bank syariah selalu mengacu pada maqasid 
asy-syariah, yang mempunyai tujuan utama yaitu maslahah.  

Berbagai produk pembiayaan yang digunakan dalam bank 
syariah didorong dengan adanya transaksi yang terjadi di 
perbankan syariah, dengan mempertimbangkan sektor riil seperti 
jual beli, sewa dan dan kerjasama yang ditawarkan oleh bank 
syariah. Penerapan akad pada produk pembiayaan yang digunakan 
bank syariah harus sesuai dengan prinsip Syariah dan berpedoman 
pada aturan DSN-MUI agar tetap berada pada jalan syariah. Berikut 
pemaparan terkait produk-produk pembiayaan yang digunakan di 
Bank Syariah. 
 

2.2 Pembiayaan 
Perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada 

nasabahnya, salah satunya dengan menggunakan produk 
pembiayaan syariah yang dapat dibagi kedalam empat kategori 
dengan membedakan tujuan dalam penggunaannya, pembiayaan 
dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan prinsip 
pelengkap. (Karim, 2006) 

Perbankan syariah merupakan lembaga yang berkecimpung 
dalam keuangan mempunyai fungsi menghimpun dana dari 



 

18 

masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat 
dengan berbagai ragam pembiayaan yang ditawarkan. Kegiatan 
bank syariah dalam mengumpulkan dana disebut dengan funding, 
sedangkan dalam hal pengelolaan dana disebut dengan manajemen 
funding. Menyalukan dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
bank syariah disebut financing.  

Manajemen pembiayaan atau disebut dengan financing 
merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan 
oleh pihak bank ketika menjalankan kegiatan usahanya dalam 
memberikan fasilitas keuangan kepada pihak lain berdasarkan 
prinsip-prinsip syariah dalam mendukung kelancaran usaha 
maupun untuk kegiatan investasi yang sudah direncanakan. (Karim, 
2006) 

 
Gambar 2.1. Bank Syariah sebagai Financial Intermediary 

(Sumber: Desi Eka, Publikasi materi Training ”Perbankan Syariah”, 
2022) 

 

2.3 Pembiayaan Murabahah 
Muraibaihaih beraisail dairi kaitai ribhu yaing bermaiknai 

keuntungain (Soemitrai, 2010). Secairai sederhainai muraibaihain daipait 
diairtikain aikaid juail beli dengain sehairgai bairaing dengain 
ditaimbaihkain keuntungain (mairgin) yaing sudaih disepaikaiti aintairai 
keduai pihaik yaing beraikaid. Misailnyai seseoraing membeli bairaing 
dengain hairgai tertentu, kemudiain menjuailnyai dengain hairgai 
tertentu dengain mengaimbil untuk 20% aitaiu lebih dairi hairgai bairaing 
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yaing sudaih ditaimbaihkain biaiyai yaing dikeluairkain ketikai membeli 
bairaing, dengain kesepaikaitain aitairai duai belaih pihaik yaing sudaih 
beraikaid dain sepaikait ketikai aikaid muraibaihaih tejaidi. Trainsaiksi 
seperti ini diperbolehkain. Firmain Aillaih SWT: 

 
 ٍَ ْٚ ا انَّزِ َٓ ٰٓاَُّٚ ُْكىُْْۗ ٚ  ٍْ ذشََاضٍ يِّ ٌَ ذجَِاسَجً عَ ْٕ ٌْ ذكَُ ٰٓ اَ َُْٛكُىْ تاِنْثَاغِمِ اِلََّ انَكُىْ تَ َٕ ا ايَْ ْٰٕٓ ا لََ ذأَكُْهُ ْٕ يَُُ ا 

.....................  
Airtinyai: “Haii oraing yaing berimain! Jaingainlaih kailiain sailing 

memaikain (mengaimbil) hairtai sesaimaimu dengain jailain yaing baitil, 
kecuaili dengain jailain perniaigaiain yaing berlaiku dengain sukairelai di 
aintairaimu…”. (QS. AiN-Nisai’ [4] :29) 
Haidist Naibi Muhaimmaid SAiW: 
 

لَ اللهِ صَهَّٗ  ْٕ ٌَّ سَسُ ْ٘ سظٙ الله عُّ أَ ْٛذٍ انْخُذسِْ ْٙ سَعِ ٍْ أتَِ سَهَّىَ عَ َٔ  ِّ آنِ َٔ  ِّ ْٛ اللهُ عَهَ  
ٍْ ذشََاضٍ(سٔاِ انثٛٓقٙ ٔاتٍ ياجّ ٔصذذّ اتٍ دثاٌ ْٛعُ عَ ا انْثَ ًَ  (قَالَ: إَِِّ

 
Airtinyai: Dairi Aibu Sai’id Ail-Khudri baihwai Raisulullaih SAiW 

bersaibdai, "Sesungguhnyai juail beli itu hairus dilaikukain sukai saimai 
sukai." (HR. ail-Baiihaiqi dain Ibnu Maijaih, dain dinilaii shaihih oleh Ibnu 
Hibbain). 

 
2.3.1 Rukun dain Syairait Muraibaihaih 

Aikaid muraibaihaih saih jikai rukun dain syairaitnyai terpenuhi, 
berikut rukun muraibaihaih : 
1. Bai’i = penjuail (pihaik yaing memiliki bairaing) 
2. Musytairi = pembeli (pihaik yaing aikain membeli bairaing) 
3. Maibi’ = bairaing yaing aikain diperjuailbelikain 
4. Tsaimain = hairgai, dain 
5. Ijaib Qaibul = pernyaitaiain timbaing terimai. 

 
Sedaingkain syairait-syairait yaing hairus terpenuhi sebaigaii berikut: 
1. Penjuail memberitaihu biaiyai bairaing kepaidai naisaibaih ; 
2. Kontraik pertaimai hairus saih sesuaii dengain rukun yaing 

ditetaipkain 
3. Kontraik hairus bebais dairi ribai ; 
4. Penjuail hairus menjelaiskain kepaidai pembeli bilai terjaidi caicait 

aitais bairaing sesudaih pembeliain ; 
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5. Penjuail hairus menyaimpaiikain semuai hail yaing berkaiitain 
dengain pembeliain, misailnyai jikai pembeliain dilaikukainsecairai 
hutaing. 

 
2.3.2 Regulaisi Muraibaihaih 
1. Faitwai Dewain Syairiaih Naisionail-Maijelis Ulaimai Indonesiai No: 

111/DSN-MUI/IX/2017 Tentaing Aikaid Juail Beli Muraibaihaih 
2. Faitwai Dewain Syairiaih Naisionail No: 90/DSN-MUI/XlI/2013 

Tentaing Pengailihain Pembiaiyaiain Muraibaihaih Aintair 
Lembaigai Keuaingain Syairiaih (LKS) 

3. Faitwai Dewain Syairiaih Naisionail No: 84/DSN-MUI/XII/2012 
Tentaing Metode Pengaikuain Keuntungain Ail-Taimwil Bi Ail-
Muraibaihaih (Pembiaiyaiain Muraibaihaih) Di Lembaigai 
Keuaingain Syairiaih 

4. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No. 49/DSN-MUI/II/2005 
Tentaing Konversi Aikaid Muraibaihaih 

5. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No. 48/DSN-MUI/II/2005 
Tentaing Penjaidwailain Kembaili Taigihain Muraibaihaih 

6. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No. 47/DSN-
MUI/II/2005Tentaing penyelesaiiain Piutaing Muraibaihaihbaigi 
Naisaibaih Tidaik Maimpu Membaiyair 

7. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No. 46/DSN-
MUI/II/2005Tentaing potongain Taigihain Muraibaihaih 
(Khaishm Fi Ail-Muraibaihaih) 

8. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail Nomor: 23/DSN-
MUI/III/2002 Tentaing Potongain Pelunaisain Dailaim 
Muraibaihaih 

9. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No: 16/DSN-MUI/IX/2000 
Tentaing diskon Dailaim Muraibaihaih 

10. Faitwai Dewain Syairi’aih Naisionail No: 13/DSN-MUI/IX/2000 
Tentaing Uaing Mukai Dailaim Muraibaihaih 

11. Peraiturain Otoritais Jaisai Keuaingain Republik Indonesiai 
Nomor 16/POJK.03/2022 Tentaing Baink Umum Syairiaih 

12. Peraiturain Otoritais Jaisai Keuaingain Republik Indonesiai 
Nomor 25 /POJK.03/2021 Tentaing Penyelenggairaiain 
Produk Baink Perkreditain Raikyait Dain Baink Pembiaiyaiain 
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2.3.3 Skemai Muraibaihaih 
Baink syairiaih mengaiplikaisikain pembiaiyaiain muraibhaih daipait 

dilihait dairi skemai berikut ini: 
 

 
Gaimbair 2.2. Skemai Pembiaiyaiain Muraibaihaih 

(Sumber: Nurlaiili, Mainaijemen Pembiaiyaiain Baink Syairiaih, 2018 ) 
 
Skemai diaitais menjelaiskain tentaing ketentuain daisair 

penggunaiain aikaid muraibaihaih, yaing mainai aikaid daipait dilaikukain 
ketikai bairaing yaing dijaidikain obyek aikaid secairai prinsip sudaih 
dimiliki oleh pihaik baink. Pihaik baink tidaik boleh melaikukain 
pengikaitain aikaid (menjuail bairaing kepaidai pihaik naisaibaih) sebelum 
bairaing dimiliki. Sesuaii dengain prinsip yaing berlaiku baihwai tidaik 
diperbolehkain menjuail sesuaitu yaing belum/tidaik dimiliki 
sepenuhnyai oleh sipenjuail. 

 
2.3.4 Ilustraisi Pembiaiyaiain Muraibaihaih 

Baipaik Ismaiil membutuhkain sebuaih mesin cetaik paidai 
tainggail 01 Mei 2021 dengain spesifikaisi merk “x” yaing memiliki 
kemaimpuain cetaik laiser dain berwairnai. Untuk membeli mesin ini 
secairai tunaii, Baipaik Ismaiil hairus menyediaikain dainai sebesair 
Rp.80.000.000,- . Kairenai Baipaik Ismaiil tidaik sainggup membeli 
secairai tunaii maikai diai mendaitaingi sebuaih Baink Syairiaih untuk 
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memintai pembiaiyaiain dengain kesainggupain mencicil hainyai 
Rp.8.000.000,- per bulain untuk mesin tersebut. Dengain ainailisis 
tersebut maikai bentuk pembiaiyaiain yaing diberikain oleh baink 
syairiaih kepaidai baipaik Ismaiil aidailaih: Pembiaiyaiain muraibaihaih 
muaijjail (lump-sum di aikhir), hairgai juail Rp.96.000.000,- 360 hairi 
aingsurain Rp.8.000.000,-/bulain. Berikut aidailaih ainailisis baink 
syairiaih dailaim memberikain pendainaiain dengain 
memperhitungkain kebutuhain dain kemaimpuain 
finainsiail/keuaingain naisaibaih sertai required raite of profit baink 
(mairgin sebesair 20%): 

Hairgai bairaing dairi pemaisok Rp. 80.000.000 
Kemaimpuain keuaingain 
naisaibaih/bulain 

Rp. 8.000.000 

Required raite of profit baink (20%) Rp. 16.000.000 
Hairgai juail kepaidai naisaibaih Rp. 80.000.000 +  

Rp. 16.000.000  
= Rp. 96.000.000 

Periode pembiaiyaiain 12 bulain (=360 hairi) 
 

Aikaid muraibaihaih 
I 

Baii’ Naiqdain (tunaii) 

Pelaiku o Baink, bertindaik sebaigaii pembeli 
o Supplier (pemaisok), bertindaik sebaigaii 

penjuail 
Trainsaiksi o Paidai tainggail 01 Mei 2021 baink 

melaikukain pembeliain mesin cetaik 
kepaidai supplier (pemaisok) dengain 
pembaiyairain secairai tunaii (baiy’ naiqdain). 

o Dengain kondisi ini, paidai saiait yaing saimai 
Baink mengeluairkain uaing (caish out) 
sebesair Rp.80.000.000,-sehairgai mesin 
cetaik tersebut. 

o Baink menerimai mesin cetaik dairi 
pemaisok. 

Aikaid muraibaihaih 
II 

Muraibaihaih Muaijjail 

Pelaiku o Baink, bertindaik sebaigaii penjuail 
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o Naisaibaih, bertindaik sebaigaii pembeli 
Trainsaiksi o Baink dain naisaibaih melaikukain trainsaiksi 

juail beli secairai aingsurain (muraibaihaih 
muaijjail) dengain hairgai yaing disepaikaiti, 
yaiitu Rp.96.000.000,- (baink mengaimbil 
20% mairgin keuntungain). 

o Dengain kondisi aikaid ini maikai Baink 
menyeraihkain mesin cetaik paidai tainggail 
01 Mei 2021 (aiwail aikaid) kepaidai naisaibaih 
sehinggai naisaibaih daipait memainfaiaitkain 
fungsi dairi mesin cetaik tersebut. 

o Baink menerimai pembaiyairain (caish in) 
secairai aingsurain sebesair Rp.8.000.000,- 
setiaip bulainnyai selaimai periode yaing 
disepaikaiti (360 hairi). 

 

2.4 Pembiayaan Salam 
Sailaim iailaih aikaid yaing digunaikain dailaim trainsaiksi juail beli 

dengain sistem pemesainain, bisai dikaitaikain bairaing yaing aikain 
diperjuail belikain belum aidai. Trainsaiksi ini terjaidi penyeraihain 
bairaing yaing ditaingguhkain sedaingkain pembaiyairainnyai dilaikukain 
secairai tunaii. Jenis, kuailitais, kuaintitais, hairgai dain waiktu penyeraihain 
bairaing hairus jelais dain ditentukain secairai paisti.  

Hairgai juail yaing terjaidi paidai trainsaiksi aipaibilai sudaih 
dispaikaiti maikai tidaik bisai dirubaih selaimai aikaid berlaingsung. 
Pembiaiyaiain sailaim biaisai terjaidi paidai bairaing yaing belum tersediai 
aitaiu hairus melaikukain pemesainain seperti produk pertainiain. 
Pembaiyairain bisai dilaikukain dengain cairai mengaingur di aiwail, tengaih 
dain di aikhir, aitaiu sesuaii dengain kesepaikaitain.  

Aikaid pembiaiyaiain sailaim diperbolehkain dailaim trainsaiksi 
perbainkain sesuaii dengain firmain Aillaih SWT: 

 
 ُِْۗ ْٕ ٗ فَاكْرثُُ ًًّ سَ  اجََمٍ يُّ

ٰٗٓ ٍٍ انِ  ْٚ ُْرىُْ تذَِ ا ارِاَ ذذَاََٚ ْٰٕٓ يَُُ ٍَ ا  ْٚ ا انَّزِ َٓ ٰٓاَُّٚ  ٚ  .....  
 
Airtinyai: ”Haii oraing-oraing yaing berimain, aipaibilai kaimu 

bermu'aimailaih tidaik secairai tunaii untuk waiktu yaing ditentukain, 
hendaiklaih kaimu menuliskainnyai...” (QS. Ail Baiqoroh[2]: 282). 
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Haidits Naibi Muhaimmaid SAiW riwaiyait Tirmizi : 
 
 ٌَ ٕ ًُ سْهِ ًُ انْ َٔ ْٔ أحََ لَّ دَشَاوً ا  وَ دَلاَلًَ أَ ٍَ إِلََّ صُهْذًا دَشَّ ْٛ ًِ سْهِ ًُ ٍَ انْ ْٛ هْخُ جَائزٌِ تَ  انَصُّ
ْٔ أدََمَّ دَشَاوً ا )سٔاِ انرشيز٘ عٍ عًشٔتٍ عٕف(  وَ دَلاَلًَ أَ ىْ إِلََّ شَشْغًا دَشَّ ِٓ  عَهَٗ شُشُٔغِ

 
Airtinyai: “Perdaimaiiain daipait dilaikukain di aintairai kaium 

muslimin kecuaili perdaimaiiain yaing menghairaimkain yaing hailail 
aitaiu menghairaimkain yaing hailail; dain kaium muslimin terikait 
dengain syairait-syairait merekai kecuaili syairait yaing 
menghairaimkain yaing hailail aitaiu menghailailkain yaing hairaim” (HR. 
Tirmizi dairi ‘Aimr bin ‘Aiuf). 

Hail laiin yaing memperbolehkain trainsaiksi sailaim diaitur 
dailaim keputusain faitwai DSN-MUI No. 05 taihun 2000 tentaing juail 
beli sailaim. Berikut ketentuain yaing dimaiksudkain: 
1. Ketentuain pembaiyairain 

a. Alat pembayaran harus jelas, baik jumlah maupun 
bentuknya. 

b. Pembayaran harus dilakukan ketika akad sudah 
disepakat. 

c. Pembayaran yang dilakukan tidak boleh dalam bentuk 
pembebasan hutang. 

2. Ketentuain bairaing 
3. Jenisnya harus jelas dan dapat dilakukan pengakuan 

hutang. 
4. Spesifikasi dapat dijelaskan. 
5. Penyerahan barang dilaikukan setelah akaid terjadi. 
6. Waku dan tempat dilakukan penyerahan barang harus 

sudah disepakati diawal Ketika terjadinya akad. 
7. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima 

barang pesanan. 
8. Barang tidak boleh ditukar, kecuali dengan barang 

sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. 
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2.4.1 Skema Salam 

 
Gaimbair 2.3. Skemai Pembiaiyaiain Sailaim 

(Sumber : Desi Ekai, Publikaisi maiteri Traiining ”Perbainkain Syairiaih”, 
2022) 

 
Ketentuain umum dailaim pembiaiyaiain sailaim sebaigaii berikut : 
1. Pembeliain paidai haisil produksi hairus jelais spesifikaisinyai 

seperti jenis, maicaim, ukurain, kuailitais dain kuaintitais. 
2. Aipaibilai ketikai menerimai haisil produksi caicait aitaiu tidaik 

sesuaii dengain kesepaikaitain, maikai produsen hairus 
bertainggung jaiwaib dengain mengembailikain dainai yaing 
diterimai aitaiu menggainti bairaing yaing sesuaii dengain pesainain. 

3. Baink tidaik menyediaikain bairaing yaing dipesain (inventory) 
kairenai pihaik baink aikain melaikukukain pemesainain kepaidai 
pihaik selainjutnyai (produsen) ketikai naisaibaih menyetujui 
aikaid. 
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2.4.2 Salam Paralel 

 
Gaimbair 2.4. Skemai Pembiaiyaiain Sailaim Pairailel 

(Sumber : Sumber: Nurlaiili, Mainaijemen Pembiaiyaiain Baink Syairiaih, 
2018) 

 
Dailaim pelaiksainaiain trainsaiksi sailaim pairailel, baink 

melaikukain duai aikaid sailaim dailaim waiktu yaing saimai. Dailaim aikaid 
sailaim pertaimai, Baink (selaiku muslim) melaikukain pembeliain 
suaitu bairaing kepaidai pihaik penyediai bairaing (muslaim ilaiihi) 
dengain pembaiyairain di mukai dain paidai aikaid sailaim keduai, Baink 
(selaiku muslaim ilaiihi) menjuail laigi kepaidai pihaik laiin (muslim) 
dengain jaingkai waiktu penyeraihain yaing disepaikaiti bersaimai. 
Pelaiksainaiain kewaijibain Baink selaiku muslaim ilaiih (penjuail) 
dailaim aikaid sailaim keduai tidaik tegaintung paidai aikaid sailaim yaing 
pertaimai. 

 

2.5 Pembiayaan Ishtisna‘ 
Secairai baihaisai Istishnai‘ merupaikain permintaiain untuk 

dibuaitkain. Secairai terminologi merupaijain suaitu kontraik juail beli 
yaing dilaikukain aintairai pihaik pembeli (mustaisni‘) dengain pihaik 
penjuail (shaini‘) dengain pembeli memesain bairaing (maishnu‘) yaing 
diinginkain dengain menjelaiskain kriteriai secairai jelais, dengain 
menetaipkain hairgai dain pembaiyairain yaing telaih disepaikaiti aintairai 
pihaik pembeli dain pihaik penjuail dengain pembaiyairain secairai tunaii 
diaiwail aitaiu bertaihaip dengain waiktu yaing sudaih ditentukain. Juail 
beli ishtisnai‘ bairaing yaing dipesain belum tersediai dain aikain 
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diprosuksi jikai kesepaikaitain aikaid sudaih terjaidi. Spesifikaisi dain 
hairgai bairaing tidaik daipait berubaih selaimai aikaid terjaidi. 

Diperbolehkainnyai istishnai‘ berdaisairkain hukum dairi 
Faitwai DSN-MUI No. 06 Taihun 2000 tentaing juail beli istishnai‘, 
sebaigaii berikut: 
1. Ketentuain tentaing pembaiyairain 

a. Ailait pembaiyairain yaing digunaikain hairus jelais jumlaih dain 
bentuknyai. 

b. Pembaiyairain dilaikukain sesuaii dengain kesepaikaitain. 
c. Pembaiyairain yaing dilaikukain tidaik diperbolehkain dailaim 

bentuk pembebaisain hutaing. 
2. Ketentuain terkaiit bairaing 

a. Ciri-ciri  bairaing hairus jelais dain daipait diaikui sebaigaii 
hutaing. 

b. Spesifikaisi daipait dijelaiskain 
c. Penyeraihain bairaing dilaikukain setelaih terjaidinyai 

kesepaikaitain. 
d. Waiktu dain tempait penyeraihain bairaing hairus sudaih 

ditetaipkain berdaisairkain kesepaikaitain. 
e. Mustaishni‘ tidaik boleh menjuail bairaing laigi sebelum 

menerimainyai. 
f. Bairaing tidaik daipait ditukairkain, kecuaili bairaing dengain 

jenis dain spesifikaisi sesuaii dengain kesepaikaitain. 
g. Jikai tedaipait caicait aitaiu bairaing tidaik sesuaii dengain 

kesepaikaitain, maikai pemesain memiliki haik khiyair (haik 
memilih) untuk melainjutkain aikaidai aitaiu membaitailkain 
aikaid. 

3. Ketentuain laiinnyai 
a. Aipaibilai pesainain sudaih dikerjaikain sesuaii dengain 

permintaiain dain kesepaikaitain, maikai hukumnyai mengikait. 
b. Jikai sailaih saitu pihaik tidaik daipait menunaiikain 

kewaijibainnyai aitaiu terjaidi peselisihain diaintairai keduai 
belaih pihaik, maikai penyelesaiiain dilaikukain melailui Baidain 
Airbitraisi Syairiaih (aipaibilai tidaik tercaipaii kesepaikain 
melailui musyaiwairaih). 
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2.5.1 Istishna’ dalam Perbankan 
Transaksi ishtishna’ dalam pierbankan syariah, bank dapat 

biertindak siebagai piemiesan/ piembieli atau dapat biertindak siebagai 
priodusien siekaligus piemiesan, kiedudukan iEntitas Syariah yang 
biertindak siebagai priodusien/ piembuat/ kiontraktior. Bierikut 
dijabarkan kiedudukan pierbankan syariah : 
1. iEntitas Syarias siebagai piembuat (priodusien) dalam Istishna’. 

Siebagai priodusien, iEntitas Syariah mielakukan transaksi 
istishna’ dalam piengieliolaan dana siepierti rieniovasi rumah, 
piembuatan pierkiebunan dan siebagainya. Alur transaksi 
siebagai priodusien yang dilakukan iEntitas Syariah siebagai 
bierikut : 

 
Gambar 2.5. Skiema Piembiayaan Istishna’ 

(Sumbier : Sumbier: Nurlaili, Manajiemien Piembiayaan Bank 
Syariah, 2018) 

 
Gambar diatas miempiosisikan kiedudukan iEntitas 

Syariah siebagai priodusien, dimana iEntitas Syariah masih 
mienierima piesanan barang yang masih miemierlukan priosies 
piembuatan. Gambar diatas dapat dijielaskan siebagai bierikut : 
a. Siebagai priodusien iEntitas Syariah dan piemiesan 

mielakukan niegiosiasitientang spiesifikasi barang dan cara 
pienyierahannya sierta cara piembayaran atas barang, 
siehingga tierjadi kiesiepakatan dan tierjadi akad istishna’ 

b. Priodusien mienierima miodal istishna’ dari piemiesan 
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c. Barang piesanan sudah jadi dan disierahkan kiepada 
piemiesan, diengan adanya pienyierahan barang tiersiebut 
kiedudukan bank syariah siebgai piembuat tielah sieliesai. 

2. iEntitas Syariah siebagai piemiesan dalam Istishna’ 
Transaksi yang tierjadi dalam istishna’ dimana iEntitas Syariah 
siebagai piemiesan dapat dilihat dalam gambar bierikut : 
 

 
Gambar 2.6. Skiema Piembiayaan Istishna’ 

(Sumbier : Sumbier: Nurlaili, Manajiemien Piembiayaan Bank 
Syariah, 2018) 

 
Dapat dijielaskan siesuai gambar diatas, bahwa : 
a. Biertindak siebagai piemiesan, iEntitas Syariah dan priodusien 

mielakukan niegiosiasi tierkait spiesifikasi, caara 
piembayaran, dan cara pienyierahan atas piesanan siehingga 
dapat disiepakati dan tierjadinya akad istishna’. 

b. iEntitas Syariah siebagai piemiesan dapat mienyierahkan 
miodal istishna’ kiepada priodusien. Dapat dilakukan 
piembayaran dimuka atau diangsur sielama priosies 
piembuatan barang. 

c. Barang piesanan kietika sudah sieliesai dan dapat 
disierahkan kiepada iEntitas Syariah. Diengan adanya 
pienyierahan barang tugas Bank Syariah siebagai piembuat 
akad sudah sieliesai. 
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2.5.2 Istishna’ Paralel 
Transaksi istishna’ paraliel mierupakan akad transaksi 

istishna’ yang dilakukan siecara simultan. Hal ini dilakukan iolieh 
Bank Syariah dikarienakan tidak dapat mielakukan piembuatan 
piesanan diengan siendiri. Alur transaksi istishna’ paraliel siebagai 
bierikut : 

 

 
Gambar 2.7. Skiema Piembiayaan Istishna’ Paraliel 

(Sumbier : Sumbier: Nurlaili, Manajiemien Piembiayaan Bank 
Syariah, 2018) 

 
Gambar diatas dapat dijielskan siebagai bierikut : 
1. Alur 1a mienjielaskan piemiesan siebagai piembieli mielakukan 

niegiosiasi diengan ientitas siebagai priodusien, tierkhusus dalam 
hal spiesifikasi piembuatan piesanan dan cara piembayaran, 
siehingga dapat dipieriolieh kiesiepakan dan dapat diakui siebagai 
akad ishtishna yang piertama. 

2. Alur 1b mienjielaskan ientitas ieyariah tidak miempunyai 
kiemampuan dalam mienyieliesaikan piesanan dan 
mienyierahkan kiepada priosudien siebagai piembiat piesanan. 
iEntitas syariah mieliekukan niegiosiasi diengan priodusien tierkait 
spiesifikasi dan cara piembayaran yang siesuai diengan 
piermintaan piemiesan, siehingga tierjadi kiesiepakan dan tierjadi 
aka istishna’ yang kiedua. Siesuai diengan Fatwa DSN bahwa 
kiedua akad tidak biolieh saling tierikat, apabila tierjadi 
kiegagalan dalam salah satu akad maka pihak lainnya tidak 
bierpiengaruh. 



 

      31 

3. Alur 2a mienjielaskan baj=hwa piemiesan mielakukan 
piembayaran atas piesanan kiepada bank syariah, dan bank 
syariah juga mielakukan piembayran pada priodusien siepierti 
pada alur 2b siesuai diengan kiesiepakatan masing-masing 
dalam cara piembayarannya. 

4. Kietika priodusien mienyieliesaikan piesanan dan kiemudian 
untuk disierahkan kie ientitas syariah, apabila tierjadi 
kietidaksamaan dalam kiesiepakan awal ientitas syariah dapat 
mieniolak dan mieminta piergantian piesanan siesuai kiesiepakan 
awal. Biegitu juga diengan pienyierahan piesanan dari ientitas 
syariah kiepada piemiesan. 

 

2.6 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) 
Prinsip siewa atau disiebut diengan ijarah mierupakan suatu 

hak yang miemanfaatkan barang atau jasa miembayar suatu imbalan 
tiertientu yang sudah disiepakati. Siedangkan mienurut fatwa DSN 
ijarah ialah akad piemindahan hak atas piemanfaatan (hak guna) 
suatu  barang atau jasa dalam jangka waktu tiertientu mielalui 
piembayaran diengan sistiem siewa ataupun upah, tanpa diikuti atau 
diakhir kiepiemilikan barang itu siendiri, kariena hanya miemindahkan 
hak guna dari yang mienyiewakan kiepada pienyiewa. 

Piembiayaan yang mienggunakan prinsip siewa (ijarah) adalah 
sistiem piembiayaan yang dilakukan bank syariah kiepada nasabah 
untuk transaksi siewa-mienyiewa suatu barang atau jasa yang 
biertujuan untuk miendapatkan imbalan atas iobjiek siewa yang 
dimanfaatkan iolieh nasabah bank syariah tiersiebut. Siepierti 
piembiayaan multijasa, piembiayaan miodal kierja, dan piembiayaan 
multi guna piemanfaatan barang. 
Transaksi ijarah dipierbioliehkan siesuai diengan Firman Allah SW: 
 

سَفَعَُْا تَعْ  َٔ ََْٛاۙ  ٕجِ انذُّ  ٛ ُٓىْ فِٗ انْذَ ْٛشَرَ عِ ُٓىْ يَّ َُْٛ ُاَ تَ ًْ ٍُ قَسَ دَ سَتكَِّْۗ ََذْ ًَ ٌَ سَدْ ْٕ ًُ قَ اَْىُْ َٚقْسِ ْٕ ىْ فَ ُٓ عَ

ا  ًَّ ْٛشٌ يِّ دُ سَتكَِّ خَ ًَ سَدْ َٔ ُٓىْ تعَْعًا سُخْشًِّٚاْۗ  دٍ نَِّٛرَّخِزَ تعَْعُ ٌَ تَعْطٍ دسََج  ْٕ عُ ًَ  )٢٣ (َٚجْ
 
Artinya: “Apakah mierieka yang miembagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kamilah yang mienientukan pienghidupan mierieka dalam 
kiehidupan dunia dan Kami tielah mieninggikan siebagian mierieka atas 
siebagian yang lain biebierapa dierajat, agar siebagian mierieka dapat 
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miemanfaatkan siebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu liebih baik dari 
apa yang mierieka kumpulkan.” (QS Az-Zukhruf : 32) 
Hadist Riosulullah SAW: 
 

اءِ  ًَ يَاسَعِذَ تِانْ َٔ سْعِ  ٍَ انزَّ ْٙ يِ اقِ َٕ ا عَهَٗ انسَّ ًَ لُ اللهِ صَهَّٗ كَُُّا َكُْشِ٘ الْأسَْضَ تِ ْٕ اََاسَسُ َٓ ا، فََُ َٓ يُِْ

حٍ  فِعَّ ْٔ َْةٍ أَ ا تزَِ َٓ ٌْ َكُْشَِٚ أيََشَََا أَ َٔ ٍْ رنَِكَ  سَهَّىَ عَ َٔ  ِّ آنِ َٔ  ِّ ْٛ  اللهُ عَهَ

 
Artinya: “Kami piernah mienyiewankan tanah diengan 

(bayaran) hasil piertaniannya, maka Rasulullah mielarang kami 
mielakukan hal tiersiebut dan miemierintahkan agar kami 
mienyiewakannya diengan iemas atau pierak.”(HR. Abu Daud) 

 
2.6.1 Rukun dan Syarat Ijarah 
1. Rukun Ijarah adalah siebagai bierikut: 

a. Pienyiewa (liessieie /musta’jir) 
b. Piemilik iObyiek Siewa (liessior /mu’ajjir) 
c. Asiet atau iobyiek siewa (ma’jur) 
d. Ajran atau Ujrah / Harga siewa atau manfaat siewa 
e. Ijab Qabul atau sighiot ijarioh 

2. Syarat-syarat Ijarah adalah siebagai bierikut: 
a. Pihak yang tierlibat harus saling Ridha 
b. Asiet / iobyiek siewa ada manfaatnya yang dibienarkan 

agama/ halal, manfaat dapat dinilai dan 
diukur/dipierhitungkan, manfaat dapat dibierikan 
kiepada pihak yang mienyiewa sierta asiet atau iObyiek 
Siewa wajib dibieli Piemilik iObyiek Siewav(liessior) 

 
Dalam Fatwa DSN Nio.09/DSN-MUI/IV/2000 Tientang 

Piembiayaan Ijarah dijielaskan kietientuan-kietientuan Ijarah 
siebagai bierikut: 
1. Kietientuan iObyiek Ijarah, diantaranya: 

a. Obyiek ijarah adalah manfaat dari pienggunaannya. 
b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

dalam kiontrak. 
c. Piemienuhan manfaat harus yang biersifat dibioliehkan. 
d. Kiesanggupan mienggunakan manfaat harus nyata dan 

siesuai diengan syari’ah. 
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e. Manfaat harus dikienali siecara spiesifik siediemikian rupa 
untuk mienghilangkan kietidaktahuan yang 
miengakibatkan siengkieta. 

f. Spiesifikasi manfaat harus dinyatakan diengan jielas, 
tiermasuk jangka waktunya. 

g. Siewa adalah siesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kiepada LKS siebagai piembayaran manfaat.  

h. Piembayaran siewa biolieh bierbientuk jasa dari jienis yang 
sama diengan iobyiek kiontrak. 

i. fliexibility dalam mienientukan siewa dapat diwujudkan 
dalam ukuran waktu, tiempat dan jarak. 

2. Kiewajiban LKS dan Nasabah dalam Piembiayaan Ijarah, yaitu; 
a. Kiewajiban LKS siebagai piembieri siewa: 

1) Mienyiediakan asiet yang disiewakan. 
2) Mienanggung biaya piemieliharaan asiet. 
3) Mienjaminan bila tierdapat cacat pada asiet yang 

disiewakan. 
b. Kiewajiban nasabah siebagai pienyiewa: 

1) Miembayar siewa dan biertanggung jawab untuk 
mienjaga kieutuhan asiet yang disiewa sierta 
mienggunakannya siesuai kiontrak. 

2) Mienanggung biaya piemieliharaan asiet yang sifatnya 
ringan (tidak matieriil). 

3) Jika asiet yang disiewa rusak, bukan pielanggaran dari 
pienggunaan yang dibioliehkan, juga bukan kielalaian 
pihak pienyiewa dalam mienjaganya, maka pienyiewa 
tidak biertanggung jawab atas kierusakan tiersiebut. 
 

2.6.2 Ilustrasi Pembiayaan Ijarah 
Bapak Budi siedang mielakukan prioyiek piembangunan 

pierumahan sakinah, dan miembutuhkan alat-alat bierat siebagai 
pienunjang iopierasinya siebiesar Rp.400.000.000. Bapak Budi 
miengajukan piermiohionan kiepada bank syariah untuk mienyiewa 
alat-alat bierat itu. Sietielah dianalilsis kielayakan piembiayaannya 
maka piermiohionan pak Budi disietujui iolieh Bank syariah. Disiepakati 
Bapak budi akan miembayar siewa alat-alat bierat tiersiebut kiepada 
bank syariah sielama 3 tahun. Biaya siewa pierbulannya siebiesar 
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Rp.12 juta. Tiotal yang harus dibayar pak budi sielama 3 tahun adalah 
siebiesar Rp.432.000.000. Bank syariah miengambil kieuntungan 
siebiesar Rp-32.000.000". 

Harga Siewa dari Piemasiok  Rp.400.000.000  
Kiemampuan kieuangan nasabah/bulan  Rp 12.000.000  
Pieriiodie Piembayaran  36 Bulan  
Riequiried ratie iof priofit bank (8%)  Rp.32.000.000  
Harga tiotal siewa barang kiepada nasabah  Rp. 

432.000.000  
Bierdasarkan ilustrasi piembiayaan ijarah diatas, dapat dilihat 

skiema ijarah dibawah ini : 
 

 
Gambar 2.8. Skiema Piembiayaan Ijarah 

(Sumbier : Diesi iEka, Publikasi matieri Training ”Pierbankan Syariah”, 
2022) 

 

2.7 Pembiayaan dengan Prinsip Siewa Beli (Ijarah 
Muntahiyyah Bit Tamlik) 

Prinsip siewa bieli atau disiebut diengan ijarah muntahiyyah bit 
tamlik dan disingkat diengan IMBT mierupakan suatu akad 
piembiayaan yang tierdapat pada bank syariah siebagai bientuk 
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kionstruksi pierjanjian siewa bieli, atau liebih tiepat dikatan diengan 
akad siewa yang diakhiri diengan kiepiemilikan iolieh pienyiewa. Sifat 
piemindahan kiepiemilikan inilah yang miembiedakan diengan ijarah 
biasa.  

Dalam ijarah muntahiyyah bit tamlik pierpindahan 
kiepiemilikan suatu asiet yang diijarahkan dari piemilik kiepada 
pienyiewa dapat dilakukan jika sieluruh piembayaran siewa sudah 
tiersieliesaikan dan iobyiek ijarah tielah disierahkan kiepada pienyiewaa 
diengan mielakukan hibah, pienjualan siebielum akad bierakhir, 
pienjualan pada masa ijarah atau pienjualan siecara biertahap. 
2.7.1 Ketentuan Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik 

Diewan Syariah Nasiional miengieluarkan Fatwa tientang Al- 
Ijarah Al- Muntahiyyah Bi Al-tamlik (IMBT) Niomior : 27/DSN-
MUI/III/2002 yang miendasari riegulasi impliemientasi IMBT di 
pierbankan syariah. Fatwa ini dikieluarkan kariena adanya 
piertimbangan bahwa masyarakat dan pielaku bisnis siering 
mielakukan praktik siewa-bieli diengan pierjanjian siewa-mienyiewa 
yang disiertai diengan iopsi piemindahan hak milik atas bienda yang 
disiewakan kiepada pienyiewa sietielah sieliesai masa siewa. Bierikut 
kietientuan DSN-MUI yang dimaksudkan : 
1. Kietientuan umum 

Ada biebierapa kietientuan yang dapat dilakukan untuk 
miengaplikasikan akad ijarah muntahiyyah bit tamlik (IMBT) , 
siebagai bierikut : 
a. Rukun dan syarat Ijarah muntahiyyah bittamlik sama 

diengan yang bierlaku pada akad ijarah. 
b. Pierjanjian untuk mielakukan akad Ijarah muntahiyyah bi 

tamlik harus disiepakati kietika akad sudah 
ditandatangani.\ 

c. Hak dan kiewajiban siemua pihak yang tierikat harus 
dijielaskan pada akad. 

2. Kietientuan tierkait Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik 
a. Pihak yang bier-IMBT haruss mielaksanakan akad ijarah 

tierliebih dahulu. Akad piemindahan kiepiemilikan hanya 
dapat dilakukan sietielah akad ijarah sieliesai. 

b. Adanya janji piemindahan yang disiepakati di awal akad 
ijarah adalah wa’d, atau akad yang biersifat tidak 
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miengikat. Apabila janji tiersiebut dilaksanakan maka harus 
adanya piemindahan kiepiemilikan dan dilakukan sietielah 
masa ijarah sieliesai. 

 
Pienierapan IMBT pada pierbankan syariah dapat dilihat dari 

skiema bierikut : 

 
Gambar 2.9. Skiema Piembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik 

(Sumbier : Sumbier: Nurlaili, Manajiemien Piembiayaan Bank Syariah, 
2018) 

 
Skiema diatas dapat dijlaskan bierikut ini : 

Piertama, nasabah miendatangi bank untuk miengajukan 
piembiayaan siewa dan mienjielaskan kiepada pihak bank bahwa 
sietielah siewa bierjalan ataupun diakhir pieriiodie ijarah ingin miemiliki 
iobjiek siewa. Sietielah adanya pierhitungan dan pienielitian bank 
mienyietujui akan mienyiewakan iobjiek siewa tiersiebut kiepada 
nasabah. 

Kiedua, apabila pihak bank sudah mienyietujui, bank harus 
miemiliki asiet tiersiebut tierliebih dahulu, diengan cara pihak bank 
mienyiewa atau miembieli asiet/iobjiek yang diingakan nasabah. 

Kietiga, bank dapat mielakukan pierjanjian diengan akad ijarah 
diengan nasabah diengan kiesiepakatan jangka waktu tiertientu dan 
mienyierahkan asiet/iobyiek kiepada nasabah untuk dapat 
dimanfaatkan. 
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Kieiempat, nasabah dapat miembayar siewa diengan jumlah 
piembayaran, jangka waktu dan pieriiodie waktu yang sudah 
disiepakati. Disisi lain bank mielakukan pierhitungan tierkait 
pienyusutan tierhadap assiet sierta miembiebankan biaya pienyusutan 
pada lapioran laba rugi. 

Kielima, kietika siewa bierjalan, ditiengah maupun diakhir masa 
siewa, pihak bank dan nasabah dapat mielakukan piemindahan 
kiepiemilikan assiet/iobyiek siewa diengan cara jual bieli diengan 
miengasur. Jika piemindahan kiepiemilikan dilakukan kietika siewa 
bierakhir, maka akad yang dilakukan adalah akad hibah. 

 
2.7.2 Ilustrasi Pembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik 

Bapak Naufal adalah sieiorang piengusaha di bidang 
pariwisata di Kiota Bukittinggi. Sieiring diengan makin tingginya 
piermintaan tierhadap pariwisata kie Bukittinggi, Bapak Naufal 
ingin mienambah armada Bus Pariwisata siebanyak 8 unit lagi. 
Piermiohionan piembiayaan diajukan kie Bank Syariah untuk 
miembiayai piembielian atas 8 unit Bus Pariwisata tiersiebut 
diengan mienggunakan akad Ijarah IMBT. Harga miobil tiersiebut 
siebiesar Rp.180.000.000 pierunit. Kiebijakan pienyusutan aktiva 
tietap untuk jienis miobil itu ditietapkan masa iekioniomisnya 
sielama 5 tahun. Bank Syariah ingin mienyiewakan miobil tiersiebut 
diengan rieturn sietara 20%. 

Jangka waktu siewa sielama 2 tahun, Piembayaran siewa 
bulanan atas miobil tiersiebut siebiesar Rp.35.000.000 pierbulan. 
Tiotal yang harus dibayar Bapak Naufal dalam 2 tahun siebiesar 
Rp.840.000.000. Bank syariah Sietielah siewa bierakhir maka bus 
pariwisata tiersiebut mienjadi milik Bapak Naufal. 

Jika bank syariah mienyiewakan saja diengan akad ijarah 
(tanpa iopsi piemindahan kiepiemilikan) maka bank syariah 
mielakukan pierhitungan siebagai bierikut: 
1. Bank miemiliki kiebijakan untuk miobil ini pienyusutannya 

dilakukan untuk masa 5 tahun, siehingga bieban pienyusutan 
pier tahun adalah: (Rp 180.000.000 - 0) / 5 tahun = Rp 
36.000.000,-/ tahun 

2. Bieban pienyusutan mierupakan harga piokiok siewa, maka 
pierhitungan harga siewa (harga jual siewa) adalah harga 
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piokiok ditambah kieuntungan, siehingga pierhitungan harga 
siewa untuk pienyiewa adalah: 

Harga piokiok siewa Rp. 36.000.000,- 
Rieturn 20% x Rp. 36.000.000,- Rp. 7.200.000,- 
Harga siewa/tahun Rp. 43.200.000,- 

3. Hasil usaha yang akan dibagikan kiepada piemiodal adalah 
kieuntungan siewa (piendapatan Ijarah) ialah siebagai bierikut: 

Harga siewa/tahun Rp. 43.200.000,- 
Harga piokiok siewa Rp. 36.000.000,- 
Piendapatan nietio ijarah Rp. 7.200.000,- 

 
Apabila bank syariah mienyiewakan diengan akad Ijarah 

Muntahiyyah Bit Tamlik (diengan miembierikan pilihan piemindahan 
kiepiemilikan), maka pihak bank syariah mielakukan pierhitungan 
siepierti dibawah ini: 
1. Diengan IMBT dan amsa siewa hanya 2 tahun maka masa 

pienyusutan dihitung untuk masa 2 tahun juga, pierhitungan 
untuk bieban pienyusutan sietiap tahunya yaitu (Rp. 
180.000.000 – 0)/2 tahun = Rp. 90.000.000,- pier tahun. 

2. Harga siewa IMBT 
Harga piokiok siewa Rp. 90.000.000,- 
Rieturn sietara 20%  Rp. 18.000.000,- 
Harga siewa piertahun Rp. 108.000.000,- 

3. Piendapatan pihak bank siebagai piembieri miodal (pierhitungan 
siesuai diengan hasil usaha) 

Harga siewa/tahun Rp. 108.000.000,- 
Harga piokiok siewa Rp. 90.000.000,- 
Piendapatan nietio 
ijarah 

Rp. 108.000.000 – Rp. 90.000.000 =  
Rp. 18.000.000 

4. Piemindahan kiepiemilikan assiet dapat dilakukan di tiengah 
maupun di akhir masa siewa diengan mienggunakan jual bieli 
systiem angsuran. Apabila pierpindahan kiepiemilikan 
dilakukan diakhir masa siewa, akad yang tierjadi dilakukan 
siecara hibah. 
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2.8 Pembiayaan Musyarakah 
Siecara ietimioliogi musyarakah atau syirkan bierarti ikhtilath 

atau piercampuran, yakni biercampurnya satu harta diengan harta 
lainnya. Siehingga tidak dapat dibiedakan antar harta yang sudah 
biercampur. Siecara tierminioliogi musyarakah mierupakan akad 
kierjasama antara dua pihak atau liebih untuk mielakukan suatu 
usaha tiertientu biersama, diengan masing-masing miembierikan 
kiontribusi dana bierdasarkan kieuntungan dan risikio yang akan 
ditanggung biersama yang sudah disiepakati antar siemua pihak.  
Pada pierbankan syariah piembiayaan musyarakah diaplikasikan 
pada piembierian miodal kierja atau inviestasi, dima bank syariah 
miembierikan partisipasi miodal bank syariah dalam usaha yang 
dikieliola nasabah, dan pihak bank syariah ikut sierta dalam 
piengieliolaan usaha tiersiebut. 

Musyarakah dapat digunakan iolieh msyarakat siebagai 
transaksi pierkiongsian dalam mienjalankan bisnis. Transaksi 
musyarakah dipierbioliehkan dalam syariat Islam siesuai diengan 
Firman Allah SWT: 

 
 ِّ جِ ا عَ َِ   ٗ َ ن ِ إ كَ  رِ جَ عْ ََ الِ  ؤَ سُ ِ ت كَ  ًَ َ ه ذْ ظَ َ ق َ الَ ن َ ۖق اءِ   ََ َ ه خُ نْ ٍَ ا يِ ا  ٛشً ِ ِ ٌَّ كَ ِ إ َٔ  

ا  يَ ٛمٌ  هِ َ ق َٔ اخِ  ذَ نِ ا ٕا انصَّ ُ ه ًِ عَ َٔ ٕا  ُ ُ يَ ٍَ آ ٚ زِ َّ ن لََّ ا ِ طٍ إ عْ َ ت   ٗ َ ه ىْ عَ ُٓ عُ عْ َ ٙ ت غِ ثْ َٛ َ ن

ابَ ۩ ََ َ أ َٔ ا  عً كِ ا شَّ سَ خَ َٔ  ُ ّ تَّ شَ سَ َ ف َغْ ر اسْ َ ُ ف ِ ا َّ ُ َ ر فَ ا  ًَ َّ َ َ أ  ُ ٔد ُٔ ا َ ٍَّ د ظَ َٔ  ْۗ ىْ  ُْ 

 
Artinya: “Daud bierkata: "Siesungguhnya dia tielah bierbuat 

zalim kiepadamu diengan mieminta kambingmu itu untuk 
ditambahkan kiepada kambingnya. Dan siesungguhnya kiebanyakan 
dari iorang-iorang yang biersierikat itu siebahagian mierieka bierbuat 
zalim kiepada siebahagian yang lain, kiecuali iorang-iorang yang 
bieriman dan miengierjakan amal yang salieh; dan amat siedikitlah 
mierieka ini". Dan Daud miengietahui bahwa Kami miengujinya; maka 
ia mieminta ampun kiepada Tuhannya lalu mienyungkur sujud dan 
biertaubat.” (QS: Shad : 24) 

Adapun kietientuan umum piembiayaan Musyarakah dapat 
dijabarkan dibawah ini: 
1. Dalam piernyataan ijab dan qiobul harus dinyatakan iolieh para 

pihak, mienunjukkan kiehiendak mierieka dalam miengadakan 
akad diengan miempierhatikan: 
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a. Kiesiepakatan pienawaran dan pienierimaan harus siecara 
ieksplisit mienunjukkan tujuan diadakannya akad. 

b. Pienierimaan dan pienawaran dilakukan kietika akad 
tierjadi 

c. Akad dituangkan siecara tiertulis, mielalui kioriespiondiensi 
atau dniegan cara-cara kiomunikasi yang lainnya. 

2. Pihak yang mielakukan akad harus cakap dan dapat 
miemienuhi kritieria bierikut: 

a. Kiomptien dalan miembieri dan dibieri kiekuasaan 
pierwakilan. 

b. Para pihak yang biekierjasama harus mienyiediakan 
miodal dan piekierjaan, dan mielaksanakan kierja siebagai 
wakil. 

c. Para pihak mmiemiliki hak untuk miengatur asiet 
musyarakah dalam priosies bisnis niormal. 

d. Sietiap pihak miembieri wiewienang kiepada pihak yang 
lain untuk miengieliola asiet, masing-masing dianggap 
tielah dibieri wiewienang untuk mielakukan aktifitas 
musyarakah diengan miempierhatikan kiepientingan antar 
pihak, tanpa mielakukan kielalaian dan kiesalahan yang 
disiengaja.  

e. Salah satu pihak tidak diizinkan untuk miencarikan atau 
mienginviestasikan dana kiepientingannya siendiri. 

3. iObyiek akad mieliputi: 
a. Miodal, harus bierupa uang tunai, iemas, pierak atau 

nilainya sama, dapat juga tierdiri dari asiet pierdagangan. 
Jika miodal bierupa asiet harus dinilai dienga tunai dan 
siesuai kiesiepakatan.  Para pihak tidak dipierkienankan 
mieminjamkan, mieminjam, mienyumbangkan atau 
mienghadiahkan kiepada pihak lain, kiecuali diengan 
kiesiepakatan. Pada dasarnya dalam musyarakah tidak 
adanya jaminan, namun untuk mienghindari tierjadinya 
hal yang mienyimpang dapat mieminta jaminan. 

b. Kierja, partisipasi para pihak dalam mielakukan 
pierkierjaan pada dasarnya tidak ada piorsi kiesamaan. 
Salah sieiorang pihak dapat mielakukan liebih banyak 
piekierjaan dan mieminta kieuntungan tambahan baginya. 
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Sietiap pihak mielakukan kierja atas nama pribadi atau 
mienggunakan wakilnya. Kiedudukan masing-masing 
harus dijielaskan saat tierjadinya akad. 

c. Kieuntungan, harus dihitung diengan jielas agar tidak 
tierjadi siengkieta. Piembagian kieuntungan harus siecara 
priopiorsiional dan tidak ditietapkan diawal iolieh salah satu 
pihak. Para pihak dapat miengusulkan kieliebihan 
kieuntungan jumlah tiertientu dapat dibierikan kiepadanya. 
Sistiem piembagian kieuntungan harus tiertuang pada akad. 

d. Kierugian, dalam hal piembagian kierugian dapat dibagi 
siecara priopiorsiional dan mienurut kiepiemilikan miodal. 
 

2.8.1 Macam-macam Akad Musyarakah 
1. Syirkah al-’inan. Akad kierja sama antara dua iorang atau liebih 

dimana sietiap pihak miembierikan kiontribusi dana dan 
bierpartisipasi dalam kierja sierta siepakat untuk bierbagi 
kieuntungan atau kierugian, dimana piorsi masing-masing 
pihak (baik dalam dana, kierja atau bagi hasil) tidak harus 
sama. 

2. Syirkah Mufawadhah. Kiontrak kierja sama antara dua iorang 
atau liebih dimana masing-masing pihak miembierikan 
kiontribusi yang sama tierkait dana, partisipasi dalam 
mielakukan piekierjaan dan bierbagi kieuntungan/kierugian 
dalam jumlah yang sama. 

3. Syirkah Abdan atau a’maal. Kiontrak kierja sama antara dua 
iorang/liebih yang mieiliki priofiesi sama untuk mienierima 
piekierjaan siecara biersama dan bierbagi kieuntungan dari 
piekierjaan tiersiebut. 

4. Syirkah Wujuh. Kiontrak kierja sama antara dua iorang atau 
liebih yang sama-sama miemiliki kieahlian dalam bisnis tampa 
miodal/uang. Mierieka miembieli barang siecara kriedit dari 
suatu pierusahaan dan mienjual barang tiersiebut siecara tunai, 
dan hasilnya mierieka saling bierbagi kieuntungan/kierugian 
bierdasarkan kiontribusi jaminan kiepada pienyuplai. (Nurul 
dan Hieykiel, 2010 : 67) 
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2.8.2 ilustrasi perhitungan dalam pembiayaan Musyarakah 
Dalam suatu prioyiek musyarakah di pierbankan ada biebierapa 

hal yang dapat dijielaskan, siebagai bierikut: 
1. Siesuai kiesiepakatan di akad, Bank Syariah mienyierahkan 

miodal siebiesar 70 % dari nilai prioyiek dan nasabah 
miembierikan kiontribusi miodal siebiesar 30% dari nilai prioyiek. 
Piengieliolaan dilakukan siecara biersama-sama siesuai 
kiesiepakatan. Dalam hal ini Bank Syariah adalah mitra pasif 
kariena siebagai piemiodal tidak miempiergunakan haknya untuk 
ikut miengieliola usaha (hanya sietior miodal saja). 

2. Piembagian hasil usaha dilakukan siesuai nisbah yang 
disiepakati diawal akad yaitu Bank Syariah siebiesar 80% dan 
nasabah siebiesar 20%. Biesarnya nisbah tidak harus sama 
diengan biesarnya kiontribusi miodal, kariena dimungkinkan 
pihak yang satu miemiliki kieahlian liebih dibandingkan yang 
lain. 

3. Kierugian yang dialami dalam usaha tiersiebut dibagi kiepada 
masing-masing pihak siesuai biesarnya kiontribusi miodal yang 
disierahkan dalam usaha tiersiebut, yaitu priopiorsiional diengan 
kiontribusi miodal, Bank Syariah siebiesar 70% dan ditanggung 
iolieh nasabah siebiesar 30%. 

4. Piengiembalian miodal musyarakah dilakukan siesuai 
kiesiepakatan pada saat prioyiek bierakhir. Jika salah satu pihak 
mielakukan siebagian miodal musyarakah kiepada pihak lain 
siecara biertahap siehingga pada akhir akad sieluruh 
kiepiemilikan miodal musyarakah mienjadi milik salah satu 
mitra, disiebut diengan musyarakah mienurun. Jika piorsi miodal 
tietap sampai bierakhirnya akad musyarakah disiebut diengan 
musyarakah piermanien. 

5. Jika miodal yang disalurkan bank syariah kie prioyiek adalah 
100.000.000. Jika kieuntungan biersih prioyiek adalah 
25.000.000. bieriku pierhitungan musyarakah piermanien 
untuk kasus pada Gambar dibawah adalah: 

Piengiembalian miodal Rp. 100.000.000 
Bagi Hasil yang disiepakati Rp. 25.000.000 x 80 % = Rp. 

20.000.000 
Miodal + Kieuntungan Rp. 120.000.000 
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Gambar 2.10. Skiema Piembiayaan Musyarakah 

(Sumbier : Diesi iEka, Publikasi matieri Training ”Pierbankan Syariah”, 
2022) 

 
2.8.3 Pembiayaan Musyarakah Muntanaqisah 

Musyarakah muntanaqiqsh mierupakan akad musyarakah 
atau syirkah yang mana kiepiemilikan asiet (barang) atau miodal salah 
satu pihak (syarik) mienjadi bierkurang kariena disiebabkan iolieh 
piembielian piorsi kiepiemilikan (hishshah) siecara biertahap yang 
dilakukan iolieh pihak lainnya. Musyarakah muntanaqish disiebut 
juga diengan musyarakah mienurun, dalam praktik pierbankan 
mienyiebabkan dana mitra dialihkan siecara biertahap kiepada mitra 
lainnya siehingga bagian dana yang dimiliki akan mienurun dan 
diakhir tierjadinya akad usaha siekuruhnya akan mienjadi milik pihak 
lain. Ciontioh piembiayaan ini dibierikan untuk prioduk KPR Syariah 
atau piembiayaan untuk priopierti. 

Pada piembiayaan musyarakah muntanaqisah ini tiermasuk 
dalam katiegiori prioduk yang miempunyai risikio tinggi kariena 
partisipasi miodal disietarakan diengan piorsi bagi untung rugi yang 
miembierikan arti bahwa pienanggungan risikio siesuai diengan 
pienyiertaan miodal pada masing-masing pihak. Tiga tahapan pada 
piembiayaan musyarakah muntanaqisah yakni pra kiontrak, masa 
kiontrak dan pienyieliesaian kiontrak.   
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Kietientuan akad musyarakah muntanaqisah mienurut DSN MUI Nio. 
73/DSN-MUI/XI/2008 siebagai bierikut: 
1. Kietientuan umum 

a. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau 
Syirkah yang kiepiemilikan assiet atau miodal salah satu 
pihak (syarik) bierkurang disiebabkan piembielian siecara 
biertahap iolieh pihak lainnya; 

b. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang mielakukan akad 
musyarakah. 

c. Hishshah adalah piorsi atau bagian syarik dalam kiekayaan 
musyarakah yang biersifat musya’. 

d. Musya’ adalah piorsi atau bagian syarik dalam kiekayaan 
musyarakah (milik biersama) siecara nilai dan tidak dapat 
ditientukan batas-batasnya siecara fisik. 

2. Kietientuan Hukum 
Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah biolieh. 

3. Kietientuan Akad 
a. Akad Musyarakah Mutanaqisah tierdiri dari akad 

Musyarakah/ Syirkah dan Bai’ (jual-bieli). 
b. Dalam Musyarakah Mutanaqisah bierlaku hukum 

siebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN Nio. 
08/DSNMUI/ IV/2000 tientang Piembiayaan Musyarakah, 
yang para mitranya miemiliki hak dan kiewajiban, di 
antaranya: 
1) Miembierikan miodal dan kierja bierdasarkan 

kiesiepakatan pada saat akad. 
2) Miempieriolieh kieuntungan bierdasarkan nisbah yang 

disiepakati pada saat akad. 
3) Mienanggung kierugian siesuai priopiorsi miodal. 

3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak piertama 
(syarik) wajib bierjanji untuk mienjual sieluruh hishshah-nya 
siecara biertahap dan pihak kiedua (syarik) wajib 
miembielinya. 

4. Jual bieli siebagaimana dimaksud dalam pioin c dilaksanakan 
siesuai kiesiepakatan. 

5. Sietielah sieliesai pielunasan pienjualan, sieluruh hishshah LKS 
bieralih kiepada syarik lainnya (nasabah). 
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4. Kietientuan Khusus 
a. Asiet Musyarakah Mutanaqisah dapat di-ijarah-kan 

kiepada syarik atau pihak lain. 
b. Apabila asiet Musyarakah mienjadi iobyiek Ijarah, maka 

syarik (nasabah) dapat mienyiewa asiet tiersiebut diengan 
nilai ujrah yang disiepakati. 

c. Kieuntungan yang dipieriolieh dari ujrah tiersiebut dibagi 
siesuai diengan nisbah yang tielah disiepakati dalam akad, 
siedangkan kierugian harus bierdasarkan priopiorsi 
kiepiemilikan. Nisbah kieuntungan dapat miengikuti 
pierubahan priopiorsi kiepiemilikan siesuai kiesiepakatan 
para syarik. 

d. Ukuran piorsi kiepiemilikan assiet musyarakah syarik (LKS) 
yang bierkurang akibat piembayaran iolieh syarik 
(nasabah), harus jielas dan disiepakati dalam akad. 

e. Biaya pierioliehan asiet musyarakah mienjadi bieban 
Biersama siedangkan biaya pieralihan kiepiemilikan 
mienjadi bieban piembieli. 
 

2.9 Pembiayaan Mudharabah (Kiemitraan) 
Ada bientuk musyarakah yang piopulier dalam prioduk 

pierbankan syariah dan disajikan siecara spiesifik, yaitu mudharabah. 
Mudharabah mierupakan akad kierja sama dala suatu usaha antara 
dua pihak dimana pihak piertama mienjadi pienyiedia dana (shiohibul 
mal) dan pihak  kiedua biertindak siebagai piengieliola dana 
(mudharib) diengan kiesiepakan biersama tierkait piembagian 
kieuntungan. Hal ini miengartikan bahwa dana 100% disiediakan iolieh 
shiohibul mal dan mudharib siebagai pielaku usaha yang miempunyai 
kieahlian dalam miengieliola dsna tiersiebut. Siebagai mudharib harus 
bierhati-hati dalam miengieliola usaha kariena miempunyai tanggung 
jawab pienuh jika tierjadi kielalaian yang miengakibatkan kierugian. 
Dan harus miempunyai stratiegi tiertientu dalam miengieliola dana 
siehingga dapat mienghasilkan laba yang ioptimal.  

Piembiayaan mudharabah mieniekankan pada prinsip 
kiepiercayaan, masing -masing pihak harus mienjaga kiejujuran dan 
kieadilan untuk kiepientingan biersama. Siehingga tidak tierjadi 
kiecurangan dan kietidakadilan dalam piembagian piendapatan yang 
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mierusak prinsip-prinsip syariah dalam mielaksanakan akad 
piembiayaan mudharabah. 

Piembiayaan mudharabah dipierbioliehkan siesuai diengan 
Firman Allah SWT bierikut : 

 
ا۟  ٰٕٓ ٍَ ءَايَُُٕا۟ لََ ذأَكْهُُ ا ٱنَّزِٚ َٓ أَُّٚ

ٰٓ ا۟ َٚ  ٰٕٓ لََ ذقَْرهُُ َٔ ُكىُْۚ   شَجً عٍَ ذشََاضٍ يِّ ٌَ ذجَِ  ٰٓ أٌَ ذكَُٕ مِ إلََِّ َِ نكَُى تَُْٛكَُى تٱِنْثَ   َٕ أيَْ

ا ًً ٌَ تكُِىْ سَدِٛ َ كَا ٌَّ ٱللََّّ   أََفسَُكىُْۚ  إِ
 
Artinya: “Wahai iorang-iorang yang bieriman, janganlah kamu 

miemakan harta siesamamu diengan cara yang batil (tidak bienar), 
kiecuali bierupa pierniagaan atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Janganlah kamu miembunuh dirimu. Siesungguhnya Allah 
adalah Maha Pienyayang kiepadamu.“ (QS : An-Nisa : 29) 

Sierta Hadist Nabi Muhammad SAW, yang artinya “Abbas bin 
Abdul Muthallib jika mienyierahkan harta siebagai mudharabah, ia 
miensyaratkan kiepada mudharib-nya agar tidak miengarungi lautan 
dan tidak mienuruni liembah, sierta tidak miembieli hiewan tiernak. Jika 
piersyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus mienanggung 
riesikionya. Kietika piersyaratan yang ditietapkan Abbas itu didiengar 
Rasulullah, bieliau miembienarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu 
Abbas).  

Biebierapa kietientuan tientang piembiayaan Mudharabah 
mienurut Fatwa DSN MUI Nio. 07/DSN-MUI/IV/2000 siebagai 
bierikut: 
1. Piembiayaan Mudharabah mierupakan piembiayaan yang 

disalurkan iolieh Liembaga Kieuangan Syariah pada suatu 
usaha yang prioduktif. 

2. Piembiayaan Mudharabah LKS bierpieran siebagai shahibul 
mal (piemilik dana) diengan miembiayai 100% kiebutuhan 
untuk usaha yang akan dijalankan nasabah yang biertindak 
siebagai piengieliola dana (mudharib). 

3. Jangka waktu usaha, tatacara piengiembaliandana, dan 
piembagian kieuntungan ditientukan bierdasarkan 
kiesiepakatan kiedua pihak yang bier akad. 

4. Mudharib biolieh mielakukan bierbagai macam usaha yang 
sudah disiepakati biersama dan siesuai diengan kietientuan 
syariah, sierta LKS atau piemilik dana tidak ikut sierta dalam 
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managiemien tietapi miempunyai hak untuk mielakukan 
piembinaan dan piengawasan. 

5. Jumlah dana piembiayaan yang dibierikan harus dinyatakan 
diengan jielas dalam bientuk tunai dan bukan dalam bientuk 
piutang. 

6. LKS siebagai pienyiedia dana mienanggung siemua kierugian 
akibat dari mudharabah kiecuali jika mudharib mielakukan 
kiesalahan yang disiengaja, lalai atau mienyalahi pierjanjian. 

7. Pada prinsipnya piembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak mielakukan 
pienyimpangan pihak shiohibul mal dapat mieminta jaminan 
dari mudharib atau pihak kietiga. 

8. Kritieria piengusaha, priosiedur piembiayaan dan miekanismie 
piembagian kieuntungan diatur iolieh LKS diengan 
miempierhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya iopierasiional dibiebankan kiepada mmudharib. 
10. Dalam hal pienyandang dana (LKS) tidak mielakukan 

kiewajiban atau mielakukan atau mielakukan pielanggaran 
tierhadap kiesiepakatan, mudharib bierhak miendapat ganti 
rugi atau biaya yang tielah dikieluarkan. 

11. Pada dasarnya dalam mudhrabah tidak ada ganti rugi, 
kariena pada dasarnya akad ini biersifat amanah, kiecuali 
akibat dari kiesalahan disiengaja, kielalaian atau pielanggaran 
kiesiepakatan. 

12. Jika salah satu pihak tidak mienunaikan kiewajibannya atau 
jika tierjadi piersielisihan diantara kiedua bielah pihak, maka 
pienyieliesaiannya dilakukan mielalui Badan Arbitrasi Syariah 
sietielah tidak tiercapai kiesiepakatan mielalui musyawarah. 
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2.9.1 Skema Pembiayaan Mudharabah 
Bierikut skiema piembiayaan Mudharabah pada pierbankan syariah : 
 

 
Gambar 2.11. Skiema Piembiayaan Mudharabah 

(Sumbier : Diesi iEka, Publikasi matieri Training ”Pierbankan Syariah”, 
2022) 

 
Pienjielasan skiema pada gambar diatas, siebagai bierikut: 

Piertama, adanya kiontrak antara nasabah diengan 
pierusahaan bierupa kiontrak piengadaan barang atau 
pielaksanaan kierjasama yang bierbientuk prioyiek. 

Kiedua, nasabah piergi kie bank syariah untuk 
miengajukan piembiayaan diengan miemienuhi piersyaratan 
yang diminta iolieh pihak bank syariah. Kiemudian bank 
syariah akan mielakukan piendalaman tierkait piermiohionan 
nasabah, sietielah itu diadakan niegiosiasi antara pihak bank 
syariah diengan pihak nasabah. Kietida sudah tierjadi 
kiesiepakatan maka dapat dilanjutkan kie langkah bierikutnya. 

Kietiga, dalam akad mudharabah akn dijielaskan hak 
dan kiewajiban masing-masing. Sietielah akad ditanda tangani 
dapat dilanjutkan diengan piencairan dana siepienuhnya 
kiepada nasabah. Dana yang sudah dicairkan dan disierahkan 
kie nasabah dapat siegiera dikieliola iolieh nasabah siesuai 
diengan pienggunaan yang sudah disiepakati. 
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Kieiempat, dana yang sudah dikieliola iolieh nasabah pada 
pieriiodie tiertientu akan miendatangkan kieuntungan. Kieuntungan 
dapat dibagi hasilkan siesuai diengan kiesiepakatan antara nasabah 
diengan ban syariah. Piembayaran bagi hasil untuk bank siekalian 
ditambahkan diengan piembayaran pinjaman piokiok. Pinjaman 
piokiok akan dibayarkan sietiap bulan siebiesar piokiok pinjaman 
sampai waktu pieminjaman bierakhir. 

 
2.9.2 Ilustrasi Pembiayaan Mudharabah 

Pak Adib miengajukan piermiohionan piembiayaan diengan 
akad mudharabah kiepada Bank Syariah Amanah untuk miembangun 
usaha warung makan. Tiotal dana yang dibutuhkan Pak Adib adalah 
siebiesar Rp 60 juta. Masa waktu piengiembalian dana sielama 5 tahun. 
Nisbah bagi hasil yang disiepakati adalah siebiesar 60:40. Pada bulan 
kie dua Pak Adib miempieriolieh kieuntungan dari usaha tiersiebut 
siebiesar Rp 8.000.000. Berikut adalah perhitungan penerapan 
pembiayaan oleh bank syariah, bagi hasil dan kewajiban 
pembayaran nasabah ke bank Syariah: 

Rincian Pembiayaan  
Pokok Pinjaman 60.000.000 
Jangka Waktu 5 tahun (60 bulan) 
Bagi Hasil 60 : 40 (60% pengelola dan 

40% Bank Syariah) 
Keuntungan bulan ke dua 8.000.000 
Kewajiban Terhadap Pokok 
Pinjaman 

 

Kewajiban nasabah terhadap 
pokok pinjaman 

60.000.000/60bulan = 
1.000.000 perbulan 

Perhitungan Bagi Hasil di Bulan 
kedua 

 

Jumlah keuntungan bulan ke-2 8.000.000 – 1.000.000 = 
7.000.000,- 

Bagi Hasil untuk pengelola 60 % x 7.000.000 = 
4.200.000,- 

Bagi Hasil untuk Bank Syariah 40% x 7.000.000 = 
2.800.000,- 

Total Angsuran pada Bulan Kedua  
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Pokok Pinjaman + Bagi Hasil 1.000.000 + 2.800.000 = 
3.800.000,- 
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BAB 3 
PRINSIP MUSYARAKAH DALAM 
PEMBIAYAAN 
 
Oleh Mohammad Basid Al Haris 
 
3.1 Pendahuluan 

Pada pembahasan prinsip musyarakah dalam 
pembiayaan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai produk 
pembiayaan syariah. Produk pada pembiayaan dengan prinsip 
syariah ini merupakan jenis produk pembiayaan memiliki sifat 
secara universal. Dalam artian bahwa semua orang dapat 
mengakses produk pembiayaan syariah ini. Sifat universal ini 
digunakan oleh siapa kalangan di masyarakat, tanpa 
memandang agama mereka. Prinsip musyarakah dalam 
pembiayaan adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang 
dibahas dalam bab ini. 

Dalam bisnis, menjalin hubungan kerja sama kepada 
pihak lain yang output-nya saling memberi menguntungkan 
dengan menerapkan prinsip syariah sangat penting. Dengan 
tujuan agar usaha yang dilakukan tidak hanya mendapatkan 
manfaat, tetapi juga diridhoi Allah SWT, bisnis membutuhkan 
pihak untuk bekerja sama dan bekerja sama untuk memastikan 
operasi berjalan lancar. Ini adalah hubungan antara pemilik 
modal yang memiliki banyak uang, pihak yang bertindak sebagai 
perantara, dan pihak yang mengerjakan bisnis. Oleh karena itu, 
prinsip musyarakah harus memainkan peran penting dalam 
pembiayaan usaha. 

 

3.2 Konsep Pembiayaan Syariah 
Sangat penting untuk diingat bahwa layanan yang 

diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah atau calon nasabah 
dimulai dengan penyediaan dana dalam bentuk pembiayaan dan 
penghimpunan dana melalui jasa, atau mungkin melalui dana 
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masyarakat, juga dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga, atau DPK. 
Sementara itu, pembiayaan bank syariah terus meningkat pesat. 
Sesuai dengan prinsip Islam, tujuan pembiayaan syariah adalah 
untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan 
ekonomi (Rimadhani and Erza, 2017). 

Selanjutnya, produk pembiayaan melalui bank syariah 
terbagi menjadi empat jenis: pembiayaan melalui prinsip jual 
beli, pembiayaan melalui prinsip sewa, pembiayaan melalui 
akad pelengkap jual beli, dan pembiayaan melalui prinsip 
kesepakatan bagi hasil (Karim, 2011). Pembiayaan melalui 
prinsip bagi hasil juga mencakup pembiayaan melalui akad 
mudharabah dan musyarakah. 

Kemudian, prinsip bagi hasil ini adalah bahwa perkiraan 
untung dan rugi digunakan saat akad untuk menentukan besar 
dan kecilnya nisbah bagi hasil. Akibatnya, besarnya nisbah 
bergantung pada untung yang didapat. dimana jumlah 
keuntungan akan meningkat seiring dengan waktu. Sebaliknya, 
kedua belah pihak yang bekerja sama bertanggung jawab atas 
kerugian yang disebabkan oleh usaha (Antonio, 2001). 
Prinsip dasar akad dalam pembiayaan Syariah adalah 
1. Tidak mengandung riba atau bunga 
2. Digunakan suatu kegiatan secara halal dan nyata 
3. Wajib mengeluarkan zakat 

 
Kemudian dalam menjalankan roda kegiatan usaha atau 

bisnis pembiayaan Syariah ini harus menjalankan kaidah-kaidah 
sesuai ajaran syariah. Adapun yang harus dipenuhi pada kaidah-
kaidah syariah antara lain: 
1. Universal 
2. Kepastian 
3. Keterbukaan 
4. Tidak ada percampuran 
5. Keadilan 
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3.3 Pengertian Musyarakah 
Pada konteks pembiayaan syariah, istilah "musyarakah" 

berasal dari bahasa Arab. Itu adalah syarika bentuk fi'il madhi atau 
kata kerja. Sedangkan syirkatan bentuk mashdar atau kata dasar 
artinya adalah mitra, sekutu, kongsi, atau serikat. Syirkah dalam 
bahasa Arab memiki arti al ikhtilath, yang berarti campuran. 
Musyarakah adalah perjanjian di antara orang-orang yang 
berserikat dalam hal modal dan keuntungan, menurut para ahli 
fuqaha (Almunawwaroh and Marliana, 2018). 

Sebagaimana dijelaskan oleh Zulkifli, akad musyarakah 
adalah kerja sama atau kombinasi di antara dua atau lebih pihak 
untuk melakukan bisnis atau usaha tertentu yang halal dan 
menghasilkan hasil. Kesepakatan terjadi karena kemitraan. Ini 
berarti bahwa keuntungan akan dibagi menurut nisbah atau 
skema hasil yang disepakati dalam akad mudharabah, dan 
resiko akan dibagi menurut porsi kontribusi masing-masing 
pihak yang berkolaborasi (Zulkifli, 2003). 

Pengelola bisnis usaha dapat berasal dari salah satu 
anggota pemilik modal atau dari pihak lain sebagai pelaksana. 
Sebaliknya, kerjasama musyarakah dapat berupa modal atau 
jasa. Selanjutnya, mereka dapat mencapai kesepakatan bersama. 
Kemudian, akad musyarakah ini adalah jenis kerja sama yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak bahkan lebih jauh dalam 
membangun sebuah bisnis usaha. Selanjutnya, menurut 
kesepakatan bersama, keuntungan dibagi. Untuk menghindari 
konflik di kemudian hari, hal ini penting untuk disepakati sejak 
awal. 

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa akad 
musyarakah ini merupakan produk perbankan syariah yang 
berdasar pada prinsip bagi hasil. Melalui bentuk penghimpunan 
modal pihak yang bertujuan untuk memiliki serta mengelola 
aset, perusahaan atau proyek terkait. Selain itu, pembagian 
keuntungan dan penarikan dilakukan berdasar bagi hasil yang 
disepakati saat akad. 
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3.4 Dasar-Dasar Hukum Musyarakah 
Hukum syirkah pada dasarnya adalah mubah dalam 

pelaksanaan pembiayaan syariah. Rasulullah SAW melarang 
tindakan syirkah ini dari masyarakat Islam pada masa itu (Majid, 
1986). Menjalankan produk pembiayaan syariah, atau musyarakah, 
adalah salah satu cara kerjasama bidang ekonomi yang diizinkan 
oleh agama Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah 
mengeluarkan sejumlah fatwa dan dalil yang membentuk dasar 
hukum untuk penerapan musyarakah dalam bisnis ekonomi 
syariah. Adapun landasan hukum antara lain: 

Berdasarkan Al Qur’an telah menyebutkan mengenai 
musyarakah didalam surat Ash-Shad ayat 28 Allah berfirman 
(Qur’an Kemenag, 2023): 

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu Sebagian mereka berbuat dzalim kepada Sebagian 
yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh 
dan amat sedikitlah mereka ini” 

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 
Rasulullah SAW bersabda :  

 “Sesungguhnya Allah Azza awa Jalla berfirman : aku adalah 
pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya 
tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan aku 
akan keluar dari mereka” (HR Abu Daud). 

Dalam hadist yang diriwayatkan Imam al Bukhori, Abu 
Manhal mengatakan : 

"Aku dan syirkahku pernah membeli sesuatu secara tunai dan 
hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu 
bertanya kepadanya, dan dia menjawab, Aku dan Zaid bin Arqam 
juga melakukannya. Kami juga bertanya kepada Nabi Muhammad 
SAW tentang tindakan kami. “Barang yang diperoleh secara tunai, 
silakan ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang, silakan 
ambil, jawabnya” (HR al Bukhari). 

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan musyarakah. Fatwa ini dibuat karena sistem ini harus 
memiliki keunggulan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan kelancaran usaha masyarakat. 
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3.5 Jenis-Jenis Akad Musyarakah 
Ada dua jenis syirkah dalam pembiayaan syariah: syirkah 

amlak, yang berarti kepemilikan, dan syirkah uqud, yang berarti 
akad (Siregar and Buchori, 2016). 

 

 
 

Gambar 3.1. Jenis-Jenis Musyarakah 
 
Syirkah amlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirkah 

amlak ijbari (otomatis atau mutlak) dan syirkah amlak ikhtiari 
(pilihan). Selanjutnya, syirkah uqud terdiri dari tiga bagian: syirkah 
amwal (harta atau aset), syirkah abdan (kemampuan atau 
keterampilan), dan syirkah wujuh (baik hati atau reputasi). 

Gambar diatas menunjukkan klasifikasi syirkah, 
sebagaimana dijelaskan oleh (Sabiq et al., 1990), antara lain: 
 
3.5.1 Syirkah Amlak 

Syirkah amlak terjadi karena usaha tertentu (ikhtiari) yang 
dilakukan secara otomatis (ijbari) atau secara alami, bukan karena 
akad atau perjanjian. Oleh karena itu, akad hibah, pembelian, dan 
wasiat adalah contoh dari syirkah amlak ikhtiari ini. Akibatnya, 
syirkah amlak ikhtiari tidak mengandung akad wakalah atau 
wilayah (penguasaan) antara syarik. 

Namun, syirkah amlak ijbari adalah syirkah di antara kedua 
syarik dan bahkan lebih yang disebabkan oleh peristiwa alamiah, 
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seperti kematian. Oleh karena itu, syirkah amlak juga disebut 
sebagai ijbari (paksa atau mutlak) karena para syarik tidak berusaha 
mewujudkan faktor atau peristiwa yang menghasilkan kepemilikan 
kolektif. Kematian seorang ayah adalah alasan untuk pembagian 
harta antara ahli waris. 

 
3.5.2 Syirkah Uqud 
1. Syirkah al-inam adalah kombinasi harta atau modal antara 

dua atau lebih orang, tidak harus sama banyaknya. 
Selanjutnya, keuntungan dibagi secara proporsional antara 
para profesional, masing-masing dengan jumlah modal yang 
disepakati. 

2. Syirkah al mufawadhah adalah perserikatan dengan modal 
dan kerjasama yang sama, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas, dan keuntungan dibagi rata.  

3. Syirkah Al Abdan atau al amal adalah perserikatan dengan 
kerjasama yang hasilnya dibagi sama.  

4. Syirkah al wujuh adalah perserikatan tanpa modal.  
5. Syirkah al mudharabah adalah kerjasama antara pemilik 

modal dan spesialis dalam bidang tertentu. Menurut 
kesepakatan Bersama, keuntungan dari peragangan modal 
dibagi secara proporsional. 

 
Namun, ulama Hanafiah menyatakan bahwa syirkah uqud 

terdiri dari enam kategori, termasuk (Setiawan, 2013): 
1. Syirkah amwal mufawadhah, di mana para syarik berbagi 

modal usaha dengan modal yang sama. 
2. Syirkah amwal inan, yaitu bentuk kemitraan modal usaha 

dari para syarik dengan jumlah modal yang berbeda. 
3. Syirkah abdan mufawadhah, kolaborasi keterampilan para 

syarik sebagai modal usaha dengan kompetensi yang sama. 
4. Syirkah abdan inan, kolaborasi keterampilan para syarik 

sebagai modal usaha dengan berbagai jenis keterampilan. 
5. Syirkah wujuh mufawadhah, bentuk kemitraan kredibilitas 

usaha atau nama baik atau reputasi (good will) dari para 
syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas 
yang sama. 
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6. Syirkah wujuh inan, bentuk kemitraan terdiri dari 
kredibilitas bisnis, nama baik, atau reputasi (good will) dari 
para syarik sebagai modal usaha dengan berbagai tingkat 
kredibilitas. 

 
Adapun syarat-syarat syirkah uqud diantaranya (Siregar and 

Buchori, 2016): 
1. Qabiliyat al wakalah: syirkah uqud memiliki tujuan 

melakukan bisnis atau mu'awadhat yang tidak mungkin. Jika 
kecuali masing-masing pihak syarik memiliki kesepakatan 
kuasa. 

2. Keuntungan yang didapat dari syirkah uqud menentukannya 
harus dengan nisbahnya. 

3. Persentase keuntungan setiap syarik tidak harus 
ditunjukkan dalam jumlah tertentu, seperti satu milyar atau 
seratus juta dolar, tetapi harus ditunjukkan dalam nisbah, 
seperti 60:40 atau 55:45. 

 
Pembiayaan adalah kontrak yang dibuat oleh bank dan 

nasabah untuk membentuk perserikatan modal dengan jumlah yang 
sama atau berbeda sesuai kesepakatan dalam industri perbankan. 
Penggabungan modal ini digunakan untuk mengelola proyek atau 
usaha bisnis yang sesuai dengan Syariah dan layak. Namun, nisbah 
yang telah disepakati menentukan bagaimana keuntungan dibagi. 
Selain itu, ini berlaku untuk resiko yang ditanggung oleh pihak 
ketiga sesuai kesepakatan. 

 
Gambar 3.2. Syirkah Berdasarkan Porsi Penyebaran Modal 
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Pada gambar di atas, syirkah dibagi menjadi dua berdasarkan 
porsi penyertaan modal: syirkah inan muncul ketika porsi 
penyertaan modal para pihak yang bermitra berbeda; syirkah 
mufawadhah muncul ketika semua pihak yang bermitra atau 
bekerja sama menyertakan porsi modal yang sama. 

 

3.6 Jenis-Jenis Akad Musyarakah 
Hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad 

musyarakat ada beberapa rukun : 
1. Pemilik modal (shahibul maal) 
2. Modal (maal) 
3. Proyek atau usaha bisnis 
4. Ijab qabul (shigatul akad) 
5. Pelaksanaan proyek atau usaha bisnis (musyarik) 

 
Untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip 

Syariah, syarat musyarakah harus dipertimbangkan selain rukun. 
1. Usaha yang dilakukan harus jelas, sah, dan tidak melanggar 

hukum.  
2. Modal usaha tidak boleh menjadi jaminan atau pinjaman 

kepada pihak lain; sebaliknya, modal harus berupa uang 
tunai atau aset yang dapat dinilai secara ekonomi. 

3. Tugas harus dilakukan baik atas nama mitra maupun atas 
nama pribadi. Perusahaan yang mempekerjakan lebih 
banyak orang berhak atas keuntungan tambahan, meskipun 
jumlah pekerjaan tidak selalu sama. 

4. Perserikatan ini mewakili jenis kerja sama. Dengan 
demikian, salah satu pihak dapat mengambil tindakan 
hukum terhadap objek perserikatan dengan izin pihak 
lainnya. Ini mewakili semua pihak yang berserikat. 

5. Sesuai dengan perjanjian, membagi keuntungan kerja sama 
ini kepada masing-masing pihak yang berserikat. 

 
Keuntungan kerjasama ini berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan dari pembukaan harta perserikatan. 
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3.7 Implementasi Akad Musyarakah 
Perbankan Syariah menggunakan akad musyarakah ini 

untuk membantu nasabah mendapatkan modal. Hal ini 
dilakukan untuk memulai bisnis atau proyek dengan 
memberikan pernyataan modal kepada pelaku usaha atau 
bisnisnya. Modal jenis ini dapat berupa uang atau harta benda 
yang dapat dinilai secara moneter, seperti perak dan emas. 
Mereka juga dapat berupa barang perdagangan, seperti 
perdagangan, aset, properti, aset yang tidak tangible, atau hak 
paten. 

Karena hak proyek usaha bukan milik individu pemilik 
modal, perjanjian tertulis harus dibuat mengenai penggabungan 
modal tersebut serta jenis usaha yang akan dijalankan. Secara 
sederhana, musyarakah ini adalah upaya bank untuk membantu 
nasabah memenuhi beberapa kebutuhan modal mereka. 
Musyarakah ini berguna untuk menjalankan bisnis atau proyek 
yang telah disepakati. Nasabah akan bertindak sebagai 
pengelola usaha, dan bank sendiri akan bertindak sebagai mitra. 
Sesuai dengan perjanjian mereka, mereka dapat bekerja sama 
sebagai pengelola bisnis. 

Anda dapat memberikan dana dalam musyarakah ini 
dalam bentuk tunai atau barang; jika Anda memberikan dana 
dalam bentuk barang, barang yang Anda berikan harus dinilai 
secara tunai sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. 
Selanjutnya, untuk membagi keuntungan dari pengeluaran, 
nisbah digunakan. Persentase hasil yang disepakati tidak dapat 
diubah selama jangka waktu investasi. Tetapi jika itu didasarkan 
pada persetujuan kedua belah pihak. Nilai nisbahnya dapat 
dihitung secara bertahap. 

Di mana ukuran pembagian berdasarkan kesepakatan 
berbeda-beda, Pembagian untung ataupun rugi (profit and loss 
sharing) atau pembagian pendapatan adalah dua cara yang 
berbeda untuk membagi keuntungan. Pembagian tersebut 
berdasar pada hasil usaha berdasarkan laporan keuangan klien. 
Saat ini, pembiayaan melalui akad musyarakah menyumbang 
hanya 22 persen dari jumlah total statistik pembiayaan 
perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan produk akad 
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murabahah menyumbang sekitar 60 persen. Konsep pembagian 
keuntungan dan kerugian merupakan karakteristik yang 
membedakan perbankan Syariah dari perbankan konvensional. 

Namun, bank dan nasabah masing-masing menanggung 
kerugian proposional sesuai modal mereka jika terjadi kerugian 
yang disebabkan oleh kecurangan, kelalaian, atau penyalahgunaan 
perjanjian. Salah satu kriteria khusus adalah adanya suatu tanggung 
renteng dan keuntungan atau suatu kerugian yang diterima bank 
dan nasabah. Hal ini, jika suatu bank itu mampu mengelola risiko 
secara tepat dan baik. Hal ini dapat menarik lebih banyak nasabah. 
Dalam berbagai bentuk pembiayaan, akad musyarakah dapat 
digunakan dan dibuat. Baik produktif maupun konsumtif untuk 
investasi, konsumsi, dan modal kerja bisnis. Adapun bentuk 
dokumentasi yang diperlukan akad musyarakah antara lain: 
1. Surat persetujuan prinsip (offering letter) 
2. Akad pembiayaan musyarakah 
3. Perjanjian pengikat jaminan 
4. Surat permohonan realisasi pembiayaan 
5. Tanda terima uang nasabah 

 

3.8 Skema Akad Musyarakah 
Ada dua pihak yang akan berkontribusi pada proyek atau 

bisnis dalam skema akad musyarakah. Gambar berikut menjelaskan 
skema tersebut, termasuk : 
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Gambar 3.3. Skema Akad Musyarakah 

 
Berdasarkan (Siregar and Buchori, 2016) adapun tahapan-

tahapan untuk pembiayaan akad musyarakah pada perbankan 
Syariah sebagai berikut: 
1. Tahap pertama, pengajuan pada pembiayaan 
2. Tahap kedua, verifikasi terhadap dokumen calon nasabah 
3. Tahap ketiga, persetujuan pada pengajuan pembiayaan 
4. Tahap keempat, pengikatan pembiayaan dan jaminan 
5. Tahap kelima, pembayaran biaya sebelum pencairan 
6. Tahap keenam, pengaturan fasilitas pada pembiayaan 

musyarakah 
7. Tahap ketujuh, pembayaran bagi hasil 
8. Tahap kedelapan, pelunasan pada pembiayaan 
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3.9 Manfaat Pembiayaan Akad Musyarakah 
Baik bank maupun nasabah memperoleh keuntungan dari 

pelaksanaan pembiayaan syariah, atau akad musyarakah (Antonio, 
2001). Beberapa keuntungan dari produk pembiayaan musyarakah 
termasuk: 
1. Di mana bank akan memperoleh peningkatan nilai manfaat 

dalam jumlah tertentu sesuai dengan peningkatan 
keuntungan pelanggan. 

2. Bank tidak berkewajiban untuk membayar jumlah tertentu 
kepada nasabah pendanaan secara tetap. Sebaliknya, 
pembayaran disesuaikan dengan pendapatan atau hasil 
usaha bank, sehingga tidak ada spread negatif. 

3. Pengembalian pokok pada pembiayaan disesuaikan dengan 
keuntungan bisnis nasabah sehingga tidak membebani 
nasabah. 

4. Bank akan lebih berhati-hati dalam menentukan bisnis yang 
benar-benar menguntungkan, aman, dan halal dengan 
alasan untuk keuntungan yang nyata dan nyata yang akan 
diberikan. 

5. Prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap. Bank 
akan menagih nasabah, penerima pembiayaan, bunga yang 
tetap. Bahkan dalam keadaan krisis ekonomi, keuntungan 
konsumen dari kerugian tetap ada. 
 

Di sisi lain, pembiayaan syariah musyarakah ini berbasis 
kemitraan dengan prinsip bagi hasil dan merupakan produk 
excellent yang kompetitif bagi perbankan syariah. Namun, 
pembiayaan musyarakah ini masih belum mengalami pertumbuhan 
yang sama seperti yang dialami oleh jenis pembiayaan lainnya. Ini 
menunjukkan bahwa perbankan Syariah belum sepenuhnya 
mengembangkan produk yang lebih fleksibel dalam jangka waktu 
yang berbasis kemitraan. khususnya untuk pembiayaan jangka 
panjang. Ini adalah alasan mengapa perbankan Syariah produknya 
banyak didasarkan kepada pembiayaan lewat pendapatan tetap. Ini 
mirip dengan bentuk pola sebelumnya atau konvensional dengan 
struktur pendapatan yang tetap. Selain itu, biasanya memiliki jangka 
waktu lebih pendek atau lebih panjang (Siregar and Buchori, 2016). 
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Namun, pada saat ini, industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah, 
terutama perbankan syariah, memiliki banyak permintaan dari 
masyarakat. Masyarakat, baik sebagai konsumen maupun 
nasabah, mengharapkan perbankan syariah mengembangkan 
barang dan jasa baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
dan memudahkan transaksi. Ini dilakukan karena masih ada 
banyak peluang untuk mengembangkan produk yang dapat 
memenuhi berbagai ekspetasi kebutuhan masyarakat. 
 

Tabel 3.1. Tabel diatas berdasarkan (Siregar and Buchori, 2016). 
No. Aspek Keterangan 
1.  Akad 

Pembiayaan 
Akad pembiayaan musyarakah 

2.  Tujuan 
pembiayaan 

- Modal kerja 
- investasi 

3.  Jangka waktu 
pembiayaan 

 Jangka pendek (short term 
financing) 

 Jangka menengah 
(intermediate term financing) 

 Jangka Panjang (long term 
financing) 

4.  Kriteria 
nasabah 

 Perorangan/individu 
 Badan usaha, baik berbadan 

hukum maupun tidak 
berbadan hukum 

5.  Nisbah model 
bagi hasil 

Bank : Nasabah atau kesepakatan 
bersama 

6.  Biaya-biaya dan 
kerugian 

Tanggungan dilakukan bersama 
sesuai dengan porsi kepemilikan 
sebuah modal dari para pihak 

 
Adapun gambaran perhitungan pembiayaan musyarakah 

produk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan 
bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) sebagai berikut: 

1. Jangka waktu dalam kerja sama   : 12 bulan 
2. Kebutuhan suatu modal kerja  : Rp 500 Juta 
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3. Modal usaha para nasabah   : 30 persen x 
Rp 150 Juta = Rp 150 Juta 

4. Pembiayaan BUS/BPRS/UUS  : 70 persen x Rp 500 
Juta = Rp 350 Juta 

5. Proyeksi dalam pendapatan   : Rp 250 Juta/bulan = 
Rp 2.400 Juta/tahun 

6. Laba Bersih yang diproyeksikan  : Rp 200 
Juta/bulan = 1.800 Juta/tahun 

7. EBR/tahun     : 19 persen 
a. Expected Bank ROE   :   3 persen 
b. Customer Return   : 11 persen 
c. Overhead Cost   :   4 persen 
d. Biaya Risk Provision  :   1 persen 

Total     : 19 persen 
8. Nisbah BUS/BPRS/UUS : 19 persen x (350 Juta/2.400 Juta) 

= 2,77 persen 
9. Nisbah nasabah : 100 persen - 2,77 persen = 97,23 persen  

Sehingga, komposisi untuk penyertaan modal 
BUS/UUS/BPRS: 

 
Nasabah menjadi 70 : 30, maka Nisbah bagi hasil yang benar 

dan sesuai adalah BUS/UUS/BPRS : nasabah sama dengan 2,77 
persen : 97,23 persen. 
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BAB 4 
PRINSIP MURABAHAH DALAM 
PEMBIAYAAN 
 
Oleh Fajrina Eka Wulandari 
 
4.1 Tinjauan Umum Akad Murabahah 

Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh 
perbankan syariah yang dominan digunakan oleh nasabah dalam 
kegiatan usaha ialah pembiayaan murabahah. Berdasarkan 
pengetahuan Ashraf Usmani, pada saat ini pembiayaan murabahah 
berada dalam persentase 66% dari semua transaksi investasi yang 
dilakukan oleh perbankan syariah di seluruh dunia. (Ashraf Usmani 
& Sutan Remy Sjahdeini, 2014)  

Persentase ini merupakan persentase yang menunjukkan 
bahwa keuntungan yang diperoleh perbankan syariah dalam 
pembiayaan murabahah ini besar. Tak hanya itu saja, perbankan 
syariah lebih mudah melakukan aplikasi di masyarakat dalam 
praktik pembiayaan murabahah karena lebih pasti dan sudah jelas 
siapa sasaran dan target penggunanya. 

Dominasi pembiayaan murabahah dalam transaksi 
perbankan syariah mencapai angka 80-95% dari semua sektor 
pembiayaan yang ada. Hal ini merupakan hasil pengamatan para 
ahli ekonomi yang sepakat menetapkan bahwa pembiayaan 
murababah merupakan pembiayaan yang memiliki dominasi 
tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. (Haider Ala 
Hamoudi, 2007) (Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja & Cucu 
Solihah, 2019) 

Murabahah termasuk dalam akad jual beli. Pada dasarnya 
transaksi jual beli biasa dilakukan secara tunai sistem pembarannya. 
Akan tetapi berbeda dengan jual beli murabahah, pembayarannya 
bisa Tangguh dan penjual bisa memperoleh keuntungan tambahan 
dari objek atau barang yang dibeli. (Ahmad Dahlan, 2012) 
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Landasan Hukum mengenai jual beli termaktub dalam salah 
satu ayat A-Qur’an, yaitu surah Al-Baqarah pada ayat ke 275 yang 
artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 
Mengacu pada ayat ini, bahwa Murabahah termasuk dalam 
transaksi jual beli, sehingga hukum Murabahah diperbolehkan 
dalam Islam. 

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 
Murabahah masuk ke dalam kategori Ba’I atau jual beli. Ba’I 
Murabahah sendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
terdapat dalam Pasal 116-124. Pada Pasal 116 disebutkan bahwa 
penjual diwajibkan melakukan pembiayaan baik sebagian atau 
seluruhnya terhadap harga pembelian atas barang yang 
spesifikasinya telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya penjual 
harus melakukan pengadaan barang dengan cara membeli atas 
nama penjual sendiri, dan dalam transaksi ini harus bebas riba. 
Penjual juga harus memberitahukan harga pembelian barang serta 
biaya lainnya tersebut secara jujur kepada pembeli. Pada Pasal 117 
Pembeli diwajibkan melakukan pembayaran atas barang yang telah 
disepakati sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. 
Pasal 118 mengizinkan penjual melakukan perjanjian khusus 
dengan pembeli agar tidak terjadi penyalahgunaan akad Murabahah 
sendiri. Pasal 119 mengatur masalah pembelian barang, apabila 
penjual akan mewakilkan pembelian barang pada pihak ketiga 
maka akad bisa dilakukan jika barang secara prinsip telah berada 
ditangan penjual. Pasal 120 menyebutkan bahwa apabila penjual 
menyepakati pemesanan pembelian barang, maka penjual harus 
melakukan pembelian terlebih dahulu akan barang yang dipesan 
dan pembeli harus melengkapi proses jual beli yang sah dengan 
penjual. Penjual juga diperbolehkan meminta kepada pembeli untuk 
melakukan pembayaran uang muka pada saat melakukan 
penandatangan akad pemesanan sesuai dengan Pasal 121, namun 
apabila pembeli melakukan penolakan terhadap pembelian barang 
tersebut maka biaya riil penjual wajib dibayarkan dari uang muka 
yang telah dibayarkan sebelumnya sesuai Pasal 122. Namun jika 
uang muka yang diberikan pembeli ternyata nilainya kurang dari 
jumlah kerugian yang ditanggung penjual, maka penjual bisa 
menuntut kerugiannya tersebut kepada pembeli, hal ini sesuai 
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dengan pasal 123. Selanjutnya dalam pasal 124 KHES dijelaskan 
tentang sistem pembayaran jual beli murabahah, bahwa dalam akad 
ini pembayarannya bisa dilakukan secara kas, tunai atau mencicil 
sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun jika 
ditengah -tengah cicilan, pembeli mengalami penurunan 
kemampuan dalam pembayarannya, penjual bisa memberikan 
keringanan. Misalnya dengan melakukan konversi akad baru. 
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 2011)  

Konversi akad Murabahah bisa dilakukan menurut beberapa 
pasal yang disebutkan pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah). Konversi akad baru merupakan bentuk keringanan yang 
diberikan oleh penjual kepada pembeli yang tidak mampu melunasi 
tanggungan pembayarannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang 
disepakati kedua belah pihak. Penjual bisa melakukan potongan dari 
keseluruhan total kewajiban yang harusnya dibayarkan pembeli 
kepada penjual yang memiliki penurunan kemampuan membayar. 
Besar potongan yang diberikan sesuai dengan kebijakan penjual, hal 
ini telah diatur dalam Pasal 125. Selain kebijakan tersebut dapat 
juga dilakukan penjadwalan ulang terkait tagihan pembeli yang 
tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan 
jumlah yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Namun 
langkah penjadwalan ualng ini tidak boleh memberikan 
penambahan terhadap sisa tagihan yang ada, biaya yang 
dibebankan selama proses penjadwalan ulang adalah biaya riil serta 
perpanjangan periode pembayaran ini merupakan kesepakatan 
para pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 126 KHES. Pada Pasal 127 
disebutkan bahwa penjual boleh melakukan penyediaan jaminan 
atas benda yang akan dijual. Pasal 128 membolehkan Lembaga 
Keuangan Syariah kepada pembeli yang tidak bisa menyelesaikan 
pembiayaan untuk melakukan konversi akad apabila yang 
bersangkutan masih prosektif. Selain jalan konversi ini, pada Pasal 
129 disebutkan bahwa penjualan objek akad dengan harga pasar 
kepada Lembaga Keuangan Syariah atau pelunasan sisa utang dari 
hasil penjualan objek juga bisa dilakukan. Apabila penjualan objek 
melebihi utang, maka pada Pasal 130 disebutkan bahwa sisanya 
bisa dikembalikan kepada nasabah. Namun apabila sebaliknya, 
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maka sisa utang Pada Pasal 131 tetap menjadi tanggungan nasabah. 
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, 2011) 

 

4.2 Syarat-syarat dalam Pembiayaan Murabahah 
Dalam melakukan akad murabahah, setiap pihak harus 

memenuhi beberapa syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan, 
antara lain: 
1. Bagi penjual (Bank) harus memberitahukan kepada pembeli 

(Nasabah) terkait harga pokok barang. 
2. Akad yang dilakukan antara nasabah dan Bank merupakan 

akad yang sah dan sesuai dengan rukun serta ketentuan 
yang berlaku. 

3. Akad yang dilakukan antara penjual maupun pembeli 
merupakan akad yang bebas riba. 
Akad yang dilakukan harus bebas dari riba. 

4. Jika terjadi kecacatan pada barang yang dipesan, maka Bank 
harus menjelaskan kepada pembeli (nasabah) 

5. Jika terjadi kecacatan atau hal-hal lain terkait barang atau 
pengadaan barang, maka penjual (Bank) harus menjelaskan 
secara jujur kepada pembeli (nasabah).  
(Surayya Fadhilah Nasution, 2021) 
 

4.3 Jenis-jenis Murabahah 
Murabahah merupakan akad jual beli yang terdiri dari 

penjual dan pembeli. Jenis akad ini sering diterapkan dilembaga 
keuangan syariah maupun diBank Syariah. Adapun jenis Murabahah 
terdiri dari Murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Adapun 
penjelasan rinci nya adalah sebagai berikut: 

Pertama: Murabahah dengan pesanan; merupakan jenis 
murabahah atau jual beli yang dilakukan berdasarkan pesanan dari 
pembeli (nasabah) melalui pengajuan pembiayaan Murabahah. 
Pada praktiknya penjual (Bank Syariah) akan melakukan pengadaan 
barang sesuai dengan permintaan nasabah dan melakukan 
transaksi jual beli dengan supplier. Setelah memperoleh barang 
yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya Bank melakukan akad 
perjanjian dengan nasabah sekaligus menjelaskan harga pokok dan 
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keuntungan, sehingga nasabah harus membayar sesuai harga yang 
telah ditentukan. Setelah akad disepakati oleh kedua belah pihak, 
selanjutnya bank menyerahkan barang kepada nasabah. Sifat 
pengadaan barang inilah yang dimaksud dengan murabahah dengan 
pesanan.  Bank akan mencarikan barang atau asset sesuai 
kebutuhan nasabah setelah ada permintaan dari nasabah. (Surayya 
Fadhilah Nasution, 2021) 

Pada skema di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tentang 
alur dalam akad Murabahah dengan pesanan: 

 

 
Gambar 4.1. Skema Murabahah dengan Pesanan 

 
Dari skema tersebut penjelasan rincinya adalah: 
1. Langkah pertama, pembeli (nasabah) akan mengajukan 

pembiayaan Murabahah yang ditujukan pada Bank syariah, 
disini nasabah menjelaskan kriteria dan spesifikasi barang 
yang dibutuhkan. 

2. Langkah kedua, setelah bank syariah mengetahui jenis 
barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya pihak Bank 
Syariah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli 
kepada supplier. 

3. Langkah ketiga, ketika barang selesai diproses, selanjutnya 
supplier menyerahkan barang yang dipesan kepada Bank 
Syariah 

Supplier
Bank

Nasabah

1. Mengajukan pembiayaan

2. Pesan barang

3. Penyerahan 

Barang

4

5

6
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4. Langkah keempat, nasabah melakukan perjanjian akad 
murabahah dengan Bank Syariah, disini Bank Syariah juga 
menjelaskan tentang harga pokok dan keuntungan yang 
harus dibayarkan nasabah. 

5. Setelah akad disepakati, Bank Syariah menyerahkan 
barang/asset kepada Nasabah sesuai pesanan. 

 
Kedua, Murabahah tanpa adanya pesanan; merupakan 

bentuk jual beli atau murabahah yang dilakukan bank syariah untuk 
mengadakan barang tanpa melihat adanya pesanan/permintaan 
dari nasabah. Sehingga bank syariah melakukan penyediaan barang 
tanpa adanya permintaan dari nasabah. Jadi dalam jenis murabahah 
ini, Bank Syariah secara inisiatif melakukan pengadaan barang 
sebelum adanya transaksi atau permintaan dari nasabah. Proses 
pengadaan barang ini dilakukan Bank Syariah dengan beberapa 
cara, yaitu: 
1. Pengadaan barang dilakukan Bank Syariah dengan cara 

membeli dengan akad Murabahah. 
2. Pengadaan barang dilakukan Bank Syariah dengan memesan 

terlebih dahulu kepada produsen, sehingga menggunakan 
akad salam, dimana pembauarannya dilakukan setelah akad. 

3. Pengadaan barang dilakukan dengan cara memesan terlebih 
dahulu kepada produsen mengggunakan akad istisna’. 
Dimana pembayarannya bisa dilakukan selama barang 
diproses maupun setelah barang diserahkan. 

4. Bank Syariah menyediakan barang-barang dari persediaan 
musyarakah atau mudharabah. (Surayya Fadhilah Nasution, 
2021) 

Pada skema di bawah ini akan dijelaskan secara rinci tentang alur 
dalam akad Murabahah tanpa adanya pesanan: 
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Gambar 4.2. Skema Murabahah tanpa Pesanan 
 
Dari skema tersebut dapat dipahami bahwa: 
1. Bank melakukan pengadaan barang melalui supplier tanpa 

adanya pesanan dari nasabah 
2. Bank melakukan pengadaan barang dengan supplier dengan 

beberapa cara, yaitu membeli secara kas atau tempo melalui 
akad murabahah, dengan pesan atau membuat sendiri 
melalui akad istisna’ dan memproduksi sendiri melalui akad 
salam. Selain itu Bank juga melakukan pengadaan barang 
mudhorobah/musyarokah. 

3. Nasabah mengajukan permohonan/pembelian barang 
kepada Bank syariah dengan melakukan negosiasi dan 
melengkapi persyaratan. 

4. Setelah nasabah menentukan barang yang dibutuhkan, 
selanjutnya kedua pihak, baik nasabah maupun Bank 
Syariah melakukan akad Murabahah sesuai dengan 
ketentuan yang disepakati. Dalam tahap ini, Bank Syariah 
juga menjelaskan tentang harga pokok, keuntungan dan 
jumlah tanggungan yang harus dibayar nasabah. 

5. Setelah seluruh persyaratan disepakati, selanjutnya Bank 
menyerahkan barang sesuai kebutuhan kepada nasabah. 

6. Nasabah membayar kewajiban sesuai dengan ketentuan 
yang telah disepakati. 
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(murobahah)

- Pesan atau membuat sendiri 
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- Barang mudhorobah/ musyarokah

1. Pengadaan barang tanpa adanya pesanan
3. Negosiasi dan persyaratan

4. akad murobahah

6. bayar kewajiban

5. penyerahan barang 
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4.4 Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah 
Pada Fatwa Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah disebutkan mengenai ketentuan-ketentuan umum 
Murabahah dalam bank syariah, dijelaskan juga tentang ketentuan 
Murabahah terhadap nasabah, jaminan-jaminan dalam Murabahah 
juga dijelaskan dalam fatwa ini, terkait utang Murabahah serta 
penundaan pembayaran dan ketentuan terkait bangkrut. Pada 
ketentuan umum, Bank Syariah harus bisa memastikan bahwa akad 
yang dijalankan diantara para pihak merupakan akad yang bersih 
tanpa riba. Termasuk barang yang menjadi objek jual beli bukan 
barang yang diharamkan syariat, kemudian proses pembelian 
barang dari mulai harga hingga margin yang diperoleh juga harus 
secara transparan disampaikan kepada nasabah. Jangka waktu 
pembiayaan juga harus jelas serta bank syariah bisa melakukan 
perjanjian khusus sebagai salah satu bentuk menghindari terjadinya 
kerusakan atau penyalahgunaan akad. (Fatwa DSN-MUI Tentang 
Murabahah, 2000) 

Selanjutnya dalam Fatwa Nomor 13/DSN-MUI/IV/2000 
menjelaskan Uang Muka dalam Murabahah. Dalam fatwa ini 
dijelaskan bahwa LKS atau Bank Syariah diperbolehkan meminta 
uang muka kepada pembeli sesuai kesepakatan. Jumlah atau 
besaran uang muka juga berdasarkan kesepakatan Bank dan 
nasabah. Uang muka yang diberikan nasabah kepada Bank 
merupakan salah satu bentuk ganti rugi jika nasabah melakukan 
pembatalan akad secara sepihak. Namun jika jumlah uang muka 
lebih rendah dari kerugian, LKS atau Bank Syariah berhak meminta 
tambahan nilai kerugian kepada nasabah. Akan tetapi jika nilainya 
lebih besar dari kerugian, maka kelebihannya harus dikembalikan 
nasabah. (Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Muka Dalam Murabahah, 
2000) 

Aturan diskon dalam Murabahah terdapat dalam Fatwa 
Nomor 16/DSN-MUI/IV/2000. Harga atau tsaman dalam jual beli 
Murabahah adalah harga yang disepakati antara nasabah dan Bank 
Syariah. Harga yang ditetapkan dalam transaksi Murabahah adalah 
harga yang telah ditambah dengan biaya lain-lain dalam proses 
pembiayaan dan ditambah keuntungan. Jika dalam pembelian 
barang, supplier memberi potongan atau diskon, maka potongan ini 
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adalah hak nasabah. Akan tetapi jika potongan diberikan setelah 
akad, pembagian diskon harus dijelaskan dalam perjanjian. (Fatwa 
DSN-MUI Tentang Aturan Diskon, 2000) 

Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan 
tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda 
Pembayaran dalam jual beli Murabahah. Di dalam ketentuan fatwa 
ini bahwa Bank Syariah bisa memberikan sanksi kepada nasabah 
yang menunda pembayaran secara sengaja, padahal ia mampu 
melakukan pembayaran tersebut. Akan tetapi jika nasabah tidak 
atau belum mampu membayar disebabkan force majeur bank 
syariah tidak boleh memberikan sanksi. Selain itu, Bank Syariah juga 
bisa memberikan sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda 
pembayaran secara sengaja serta tidak memiliki I’tikad baik untuk 
menunaikan kewajibannya membayar. Bersaran sanksi yang 
diberikan berdasarkan prinsip ta’zir sesuai dengan kesepakatan 
kedua pihak saat menandatangi akad. Hal-hal ini dimaksudkan agar 
nasabah disiplin dalam menjalankan kewajibannya untuk 
membayar. (Fatwa DSN-MUI Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu 
Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Murabahah, 2000) 

Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002. Di dalam fatwa ini 
dijelaskan tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Bank 
memberikan potongan pelunasan kepada nasabah jika nasabah 
mampu menyelesaikan pembayaran pelunasan lebih cepat dari 
waktu yang telah ditentukan. Namun bentuk potongan ini tidak 
boleh disebutkan dalam/saat penandatanganan akad. Jumlah 
potongannya pun berdasarkan kebijakan Lembaga masing – masing. 
(Fatwa DSN-MUI Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, 
2002) 

Bentuk potongan lain berupa potongan tagihan dalam 
murobahah dijelaskan dalam Fatwa Nomor 46/DSN-MUI/III/2005. 
Bank memberikan potongan tagihan kepada nasabah yang tepat 
waktu dalam membayar tagihannya. Selain itu, bentuk potongan ini 
juga diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan dalam 
membayar. Jumlah atau besaran potongan juga berdasarkan 
kebijakan masing – masing Lembaga. (Fatwa DSN-MUI Tentang 
Potongan Tagihan Dalam Murabahah Yang Diberikan Oleh Bank 
Syariah Kepada Nasabah , 2005) 
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Tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah yang 
tidak mampu membayar disebutkan dalam fatwa Nomor 47/DSN-
MUI/III/2005. Penyelesaian akad Murabahah bisa dilakukan oleh 
Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah jika nasabah tidak 
mampu melunasi atau menyelesaikan pembayaran sesuai dengan 
ketentuan yang disepakati, termasuk waktu dan jumlah 
pembayaran, dengan ketentuan berikut ini: (1) Pertama, nasabah 
menjual jaminan atau objek Murabahah tanpa atau melalui Bank 
Syariah, dengan harga yang disepakati kedua pihak. (2) dari hasil 
penjualan objek tersebut, nasabah melakukan pelunasan 
tanggungan. (3) jika hasil penjualan melebihi sisa utang nasabah, 
maka Bank Syariah harus mengembalikan sisanya. (4) jika hasil dari 
penjualan jumlahnya lebih kecil dari tanggungan atau utang 
nasabah, maka sisa utang tersebut tetap menjadi tanggungan 
nasabah yang harus dibayar. (5) Bank bisa membebaskannya jika 
nasabah tidak mampu untuk membayar sisa utangnya. (Fatwa DSN-
MUI Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak 
Mampu Membayar, 2005) 

Fatwa Nomor 48/DSN-MUI/III/2005 tentang Penjadwalan 
Kembali Tagihan dalam Murabahah. Bagi nasabah yang tidak 
mampu atau menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah yang 
disepakati, maka pihak Bank Syariah atau Lembaga Keungan boleh 
melakukan penjadwalan ulang atau rescheduling terkait tagihan 
yang diberikan nasabah. Hal ini dilakukan dengan ketentuan berikut 
ini: 

Pertama, tidak ada tambahan dalam tagihan yang tersisa. 
Kedua, biaya yang dibebankan untuk penjadwalan ulang 
merupakan biaya riil. Ketiga, kedua pihak harus menyepakati 
tentang perpanjangan masa tagihan atau pembayaran. (Fatwa DSN-
MUI Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Dalam Murabahah, 
2005) 

Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem 
distribusi bagi hasil. Prinsip bagi hasil atau bagi untung dalam 
pembagian hasil usaha pada dasarnya boleh diterapkan oleh Bank 
Syariah kepada nasabah nya. Ditinjau dari kemaslahatan, 
pembagian hasil usaha sebaiknya menerapkan prinsip bagi hasil. 
Dalam menjalankan prinsip pembagian hasil usaha harus 
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ditetapkan berdasarkan akad yang disepakati. (Fatwa DSN-MUI 
Tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil, 2000) 

Di dalam seluruh ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia disebutkan 
jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati, maka penyelesaian masalah bisa 
dilakukan secara musyawarah. Namun jika tidak menemukan solusi 
dalam musyawarah, maka bisa diselesaikan melalui badan Arbitrase 
Nasional. 

Selain Fatwa-fatwa tersebut, ada Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan yang dijadikan pedoman dalam pembiayaan 
murabahah yaitu PSAK 102. Di dalam ketentuan PSAK 102 ini 
memuat beberapa hal tentang akuntansi murabahah, yaitu 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi 
murabahah. Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada ini 
direalisasikan untuk LKS dan koperasi syariah yang menerapkan 
akad murabahah. Ketentuan ini berlaku baik untuk pembeli maupun 
penjual; dan seluruh pihak yang melakukan transaksi murabahah 
dengan LKS atau koperasi syariah. 

Selain itu, didalam ketentuan ini juga dijelaskan tentang 
akuntansi bagi penjual, yaitu Ketika perolehan, aset-aset murabahah 
akan diakui sebagai persediaan sebesar perolehan. 

Terkait akuntansi untuk pembeli akhir, di dalam PSAK 102 
dijelaskan bahwa asset murabahah yang didapatkan dari transaksi 
murabahah diakui besaran biayanya dari perolehan murabahah 
tunai. Adanya selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan 
biaya perolehan tunai dianggap sebagai beban tangguhan 
murabahah. 

Sedangkan tentang piutang murabahah akan disajikan 
sebesar nilai neto yang direalisasikan. Dengan demikian besarannya 
saldo piutang murabahah dikurangi dari penyisihan kerugian dalam 
piutang. Marjin dalam pembiayaan murabahah akan disajikan 
sebagai pengurang dalam piutang murabahah. Dan beban 
murabahah disajikan sebagai pengurang atau contra account utang 
murabahah. (Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 102, n.d.) 
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4.6 Praktik Akad Murabahah dalam Perbankan 
Syariah 

Pembiayaan Murabahah di Lembaga keuangan syariah atau 
Bank syariah masuk dalam kategori akad jual beli. Dimana 
transaksinya dilakukan antara penjual (Bank) dan pembeli 
(Nasabah). Penjual dalam hal ini Bank Syariah sebagai pihak yang 
menyediakan barang yang akan dijual kepada nasabah sesuai 
dengan permintaan dan kebutuhannya.   

Margin atau keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah 
merupakan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh 
kedua pihak, yaitu Bank Syariah dan nasabah. Bank syariah yang 
berkedudukan sebagai penjual barang memberitahukan detail 
barang beserta harga pokok kepada nasabah, Bank juga 
memberitahukan jumlah keuntungan yang didapat Bank Syariah 
dari hasil penjualan barang tersebut. 

Peraturan mengenai aplikasi jual beli murabahah terletak 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Murabahah dalam 
Lembaga Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008. (Surayya Fadhilah Nasution, 
2021) 

Selain peraturan diatas, masalah pengembangan produk 
dalam perbankan syariah juga didasarkan pada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pada Pasal 1457 disebutkan bahwa jual 
beli merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak 
pertama akan mengikatkan dirinya dengan cara memberikan suatu 
benda kepada pihak kedua, dan pihak kedua berperan dengan 
membayar benda tersebut sesuai dengan harga yang telah 
disepakati sebelumnya. Perjanjian yang terjadi antara kedua belah 
pihak merupakan perjanjian yang timbul sebagai akibat dari 
peralihan hak kepemilikan benda dari pihak pertama kepada pihak 
kedua. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga 
menyebutkan bahwa syarat dan rukun akad syariah sama dengan 
akad-akad pada umumnya. (Absori, 2010; Jainudin Basri et al., 
2022) 
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Aplikasi Murabahah dalam perbankan syariah dibagi dalam 
beberapa jenis yaitu: 
1. Jenis pertama merupakan aplikasi Murabahah yang 

konsisten dengan aturan Fiqh Muamalah 
Untuk jenis pertama ini bank syariah melakukan pembelian 
aset atau barang yang dibutuhkan nasabah sesuai dengan 
kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya Bank Syariah menjual 
barang tersebut dengan harga yang sudah ditambah 
keuntungan atau margin kepada nasabah sesuai dengan 
kesepakatan. Pembelian terhadap barang tersebut bisa 
dilakukan secara tunai ataupun secara angsuran dalam 
periode waktu tertentu. 

2. Hampir sama dengan jenis pertama, perbedaannya terletak 
pada perpindahan kepemilikan. Pada jenis ini perpindahan 
barang terjadi secara langsung antara supplier ke nasabah, 
namun pembayarannya dilakukan secara langsung oleh 
Bank syariah kepada supplier. Setelah nasabah selesai 
melakukan perjanjian Murabahah dengan Bank Syariah, 
selanjutnya nasabah akan menerima barang sebagai 
pembeli akhir. Untuk sistem pembayarannya sama dengan 
jenis pertama, yakni bisa cash ataupun mencicil dalam 
periode waktu yang ditentukan sebelumnya. 

3. Jenis ketiga, pembelian barang akan diwakilkan kepada 
nasabah. 
Di dalam jenis ketiga ini, terdapat akad wakalah yang terjadi 
antara Bank Syariah dan Nasabah. Bank Syariah akan 
mewakilkan kepada nasabah terkait pembelian barang, 
artinya nasabah diminta untuk melakukan pengadaan 
barang sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dana akan 
masuk ke dalam rekening nasabah dan nasabah melakukan 
penandatanganan penerimaan uang dari bank. (Yuli Dwi 
Yusrani Anugrah & Mahfuddhotul Laila, 2020) 

 
Selain itu, pembiayaan dalam Murabahah bisa dilakukan 

untuk pengadaan terhadap barang, modal kerja, untuk 
pembangunan rumah ataupun pengadaan lainnya. Di bawah ini 
merupakan salah satu contoh penerapan Murabahah: 
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Bank syariah menyiapkan pengadaan barang yang 
dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah membutuhkan barang berupa 
mobil sebagai mobil operasional yang digunakan oleh kantor, 
dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah ialah usaha catering. 
Makanan yang sudah dimasak dan siap diantarkan kepada klien 
catering tidak boleh rusak ataupun tumpah, karenanya nasabah 
membutuhkan mobil agar lebih mudah dalam pengantaran kepada 
klien. Bank syariah kemudian memproses mobil pesanan nasabah 
dengan cara meminta detail spesifikasi mobil yang diinginkan, jika 
perlu maka beserta merek mobilnya agar lebih spesifik dalam 
melakukan pengadaan mobil dan tidak salah dalam menyiapkan 
mobil tersebut. Setelah itu bank syariah kemudian melakukan 
analisis pembiayaan terhadap nasabah, jika memang nasabah sudah 
dipastikan mampu membayar biaya yang ada dan layak terhadap 
pembiayaan tersebut maka bank syariah kemudian menyampaikan 
harga pokok dan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank 
syariah. Misalkan harga mobil sebanyak Rp. 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah) dan keuntungan yang akan 
diperoleh bank syariah ialah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta 
rupiah) maka jumlah total yang harus dibayar nasabah ialah Rp. 
180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibagi dengan 
jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. 

Bank syariah melakukan akad Murabahah dengan 
melakukan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan 
pengadaan barang dalam jangka waktu yang pendek. Perjanjian 
akad Murabahah kebanyakan dilakukan dengan cara murabahah 
Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Jadi dalam praktiknya bank 
syariah menggunakan jenis murabahah pesanan. (Surayya Fadhilah 
Nasution, 2021) 

Hukum perikatan yang terlaksana antara nasabah dan Bank 
Syariah dalam akad Murabahah sesuai dengan ketentuan – 
ketentuan syariah. Nasabah yang membutuhkan barang atau 
pembiayaan mengajukan kepada bank syariah untuk menyediakan 
barang yang dibutuhkannya, bank lalu bersedia untuk menjual 
barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan siap memberikan 
fasilitas pembiayaan sesuai permohonan nasabah. Nasabah 
kemudian bersedia membayar sesuai dengan harga jual yang telah 
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ditetapkan oleh bank syariah. Hubungan yang tercipta antara 
nasabah dan bank syariah adalah hubungan perikatan karena 
adanya perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak. 
(Jainudin Basri et al., 2022)  

Pada saat melakukan perjanjian, bank syariah memberikan 
syarat kepada nasabah untuk memenuhi persyaratan -persyaratan 
yang telah disepakati sebelumnya. Persyaratan yang harus dipenuhi 
nasabah yaitu melakukan pembukaan rekening, melengkapi 
dokumen-dokumen, melakukan penandatanganan akad dan 
membayar uang muka pembelian barang. Setelah itu bank syariah 
melakukan pembayaran kepada penjual. Sejak penandatanganan 
akad maka nasabah menanggung segala risiko atas pembiayaan 
Murabahah yang telah diajukan dan membebaskan bank syariah 
dari segala tuntutan ganti rugi. Bahkan setelah bank syariah 
melakukan pencairan maka nasabah tidak akan bisa membatalkan 
akad yang telah dilakukan secara sepihak. (Jainudin Basri et al., 
2022)  

Nasabah harus melakukan pembayaran secara lunas sampai 
pembiayaan Murabahah tidak memiliki tagihan lagi. Apabila pada 
saat waktu berakhirnya pembiayaan masih ada tagihan yang harus 
dibayar oleh bank syariah maka nasabah harus membayar lunas 
tagihan tersebut. Angsuran dibayar oleh nasabah sesuai tanggal 
yang telah disepakati bersama bank syariah. Bank syariah selalu 
menyimpan pencatatan pembayaran nasabah secara sistematis. 
Apabila nasabah merasa ada kekeliruan dalam pembayaran maka 
nasabah bisa melakukan pengajuan keberatan disertai dengan 
bukti-bukti pembayaran yang telah disimpan sebelumnya. Hak bank 
syariah ialah melakukan pemotongan sesuai dengan jumlah yang 
akan dibayarkan oleh nasabah pada tanggal yang telah disepakati 
sebelumnya. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran sesuai 
dengan tanggal yang telah disepakati dan jumlahnya juga tidak 
sesuai maka bank syariah bisa mengenakan ta’zir. Apabila nasabah 
melakukan cidera janji maka nasabah bisa dikenakan ta’widh sesuai 
dengan ketentuan bank syariah. Bank berhak melakukan 
pemotongan melalui rekening atas jumlah yang harus dibayar oleh 
nasabah. (Jainudin Basri et al., 2022) 
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Ketika bank syariah bertemu dengan nasabah yang diketahui 
melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka bank syariah 
memiliki hak untuk melakukan beberapa tindakan. Pertama, bank 
syariah bisa memberikan peringatan yang dilakukan baik secara 
lisan ataupun tulisan ke alamat nasabah. Peringatan lisan bisa 
dilakukan oleh debt collector yang bertugas, begitupun surat bisa 
diberikan secara langsung ataupun melalui ekspedisi. Kedua, bank 
syariah berhak memberikan peringatan dengan melakukan 
pemasangan papan peringatan ataupun memberi tanda berupa 
pengecatan pada barang yang dijadikan sebagai objek pembiayaan. 
Hal ini dilakukan ketika bank syariah sudah melakukan peringatan 
sesuai ketentuan nomor satu namun diabaikan atau tidak 
ditanggapi oleh nasabah. Ketiga, apabila nasabah sulit untuk ditemui 
atau tidak diketahui dimana keberadaannya maka bank syariah bisa 
melakukan peringatan melalui media pemberitaan. Media 
pemberitaan yang dimaksud bisa melalui radio, media massa 
ataupun melalui media sosial lembaga yang berwenang seperti milik 
kepolisian. Keempat, bank syariah bisa mengalihkan piutang 
murabahah kepada orang lain. Meskipun begitu, bank syariah harus 
tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar pemberlakuan akad 
pembiayaan Murabahah.  (Jainudin Basri et al., 2022) (Ahmad 
Supriyadi, 2017) 

 

4.7 Penyimpangan Akad Murabahah dalam Bank 
Syariah 

Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik dalam 
pembiayaan murabahah mengalami penyimpangan, sehingga jika 
dilakukan secara terus menerus akan menjadi batil dan bisa 
berpotensi zalim. Adapun penyimpangan - penyimpangan tersebut 
antara lain: 
1. Penempatan akad yang tidak tepat 

Akad Murabahah merupakan akad jual beli, dimana praktik 
yang dijalankan oleh bank syariah ada yang digunakan 
untuk pembiayaan renovasi rumah. Padahal dalam akad 
Murabahah terdapat syarat kepemilikan (malikiyah) dan 
modal (ra’sul mal) yang telah diketahui. Pada pembiayaan 
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renovasi rumah akad yang tepat adalah istisna’ pararel 
bukan murabahah. 

2. Pelanggaran syarat milkiyah 
Syarat kepemilikan merupakan syarat yang sering dilanggar 
oleh bank syariah. Dalam praktiknya bank syariah sering 
mewakilkan nya kepada nasabah, inilah yang menyebabkan 
akadnya batil. Bank syariah memiliki barang yang akan 
dijual kepada nasabah, baru setelah akad murabahah selesai 
maka bank syariah menyelipkan akad wakalah yang isinya 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
tersebut. Seharusnya bank syariah menyelesaikan akad 
wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah. 
Karena di dalam akad Murabahah yang disebutkan dalam 
Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah disebutkan 
ketentuan bahwa jika bank akan mewakilkan nasabah untuk 
melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga, maka 
akad Murabahah dilakukan setelah barang telah menjadi 
milik bank secara prinsip. 

3. Pelanggaran syarat ra’sul mal ma’lum 
Pelanggaran lainnya terjadi pada struktur akad Murabahah 
dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 
yang dipesan. Syarat modal (ra’sul mal) dan keuntungan 
(ribh) merupakan syarat khusus pada jual beli Murabahah. 
Bank syariah biasanya sudah menentukan besaran platform 
pembiayaan dan margin keuntungan yang diambil oleh 
bank. Perhitungan yang digunakan oleh bank syariah tidak 
didasarkan pada modal yang dikeluarkan, melainkan dari 
besaran uang yang dikeluarkan oleh bank. (Surayya 
Fadhilah Nasution, 2021) (Sofyan Sulaiman, 2017) 
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BAB 5  
PRINSIP-PRINSIP IJARAH DALAM 
PEMBIAYAAN 
 

Oleh Muhamad Aji Purwanto  
 

5.1 Pendahuluan 
Manusia merupakan homo socius (latin) atau dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan makhluk sosial (Supadjar, 1993). Artinya, 
manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bermasyarakat 
dan saling membutuhkan satu dengan lainnya (Maharani, 2016), 
seperti tolong-menolong untuk tujuan bersama (Iffah & Yasni, 
2022). Selain disebut sebagai homo socius, manusia juga disebut 
sebagai homo economicus (latin) atau makhluk ekonomi. Manusia ini 
sebagai homo economicus menurut ahli ekonomi adalah sosok yang 
rasional dan mempunyai kebebasan dalam mencapai tujuannya 
(Priyono, 2015), dengan kata lain manusia mempunyai 
kecenderungan mencari keuntungan (orientasi keuntungan) dalam 
kehidupannya. 

Interaksi di bermasyarakat yang begitu plural mendorong 
manusia untuk cerdas dalam menjalin hubungan, baik itu sosial 
maupun dalam hal jual beli. Interaksi ini mempunyai orientasi 
keuntungan yang pada akhirnya memunculkan saling 
ketergantungan dan membutuhkan. Dalam Islam, manusia memang 
diterangkan mempunyai kecenderungan untuk saling mengenal 
(lihat Qs. Al-Hujarat (49): 13) dan ketertarikan untuk memiliki suatu 
harta (lihat Qs. Ali Imron (3): 10). Kegiatan saling berinteraksi ini 
tidak mendegradasikan derajat seorang manusia dibandingkan 
manusia lainnya. Namun saling mengisi satu dengan lainnya ”...agar 
kamu saling mengenal”. Tujuan saling mengenal ini tidak lain adalah 
untuk saling mengisi kebutuhan antar sesama manusia. Dalam 
Islam, hubungan antar sesama manusia ini disebut dengan 
muamalah. Muamalah sendiri adalah aturan-aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur hubungan manusia 
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dengan manusia lain dalam hal mencari harta dan aturan ini harus 
ditaati (Huda, 2011). 

Dalam muamalah semua kegiatannya adalah boleh sampai 
ditemukan dalil yang mengharamkannya (al-Utsaimin, 2007). 
Muamalah sebagai kegiatan yang berkaitan erat dengan interaksi 
manusia satu dengan lainnya tentu mempunyai permasalahan yang 
berbeda di setiap masanya. Seperti halnya dalam pemenuhan 
kebutuhannya, manusia acap kali menggunakan sumber dana yang 
berada di luar jangkauannya. Artinya, manusia selain mengandalkan 
pemasukan pokok yang didapatkan dari hasil bekerjanya, ia juga 
menggunakan pinjaman dari orang lain guna pemenuhan 
kebutuhannya. Bekerja di sini bisa dalam arti menjual keahliannya 
sebagai jasa maupun menjual barang yang mempunyai nilai dan 
manfaat. 

Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bagian dari 
aktivitas ekonomi masyarakat mempunyai peranan penting dalam 
penyediaan dana. Lembaga keuangan syariah mempunyai tugas 
menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat (Republik 
Indonesia, 2008). Salah satu produk perbankan dalam penyaluran 
dana adalah ijarah. Ijarah adalah sebuah akad tentang penyewaan 
suatu barang atau jasa yang diambil manfaatnya dan mendapatkan 
upah atas kebermanfaatannya tersebut (FATWA DEWAN SYARIAH 
NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 112/DSN-
MUI/IX/2017 tentang AKAD IJARAH, 2017). Dalam pelaksanaannya 
ada hal-hal prinsip yang harus diperhatikan agar tidak menjadikan 
akad tersebut cacat dan batal. Berikut ini akan disajikan tentang 
ijarah dan prinsip-prinsipnya dalam pembiayaan. 

 

5.2 Pengertian Ijarah 
Ijarah atau (fi’il) “ajara-ya’juru-ajran” memiliki arti upah atau 

sewa. Pengertian ijarah secara istilah adalah akad upah/sewa atas 
manfaat atau beberapa manfaat (Munawwir, 1997). Sayyid Sabid 
dalam Fikih Sunnah (Sabiq, 1983) sebagaimana dikutip oleh (Hasan, 
2018) menerangkan ijarah berasal dari kata al-ajru (upah) atau 
dalam bahasa arab lainnya disebut dengan al-iwadh 
(ganti/kompensasi). Sedangkan dalam syara’, ijarah mempunyai arti 
sebagai bentuk pemindahan hak dari penggunaan barang atau jasa 
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yang pada nantinya diikuti dengan pembayaran biaya sewa/upah 
(tanpa disertai dengan pengalihan hak milik) (Sabiq, 1986).  

Berapa ulama madzhab menurut Rachmat Syafe’i (Syafe’i, 
2004) mendefinisikan ijarah dengan berbagai macam. Ulama 
madzhab Hanafiyyah menjelaskan ijarah sebagai akad dalam suatu 
kemanfaatan dengan penggantian dibaliknya. Ulama Malikiyyah dan 
Hanabillah menjelaskan ijarah sebagai mengalihkan hak milik 
sebuah kemanfaatan (mubah) dalam jangka waktu tertentu dan 
diberikan penggatian atas kemanfaatan tersebut. Sedangkan ulama 
Syafi’iyyah menjelaskan ijarah merupakan akad penggunaan 
kemanfaatan pada suatu barang/jasa yang dibaliknya mengandung 
maksud tertentu, mempunyai hukum mubah dan terdapat 
penggantian (upah) atas kebermanfaatan tersebut. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya DSN MUI No. 
112/DSN-MUI/IX/2017 memberikan penjelasan tentang akad 
ijarah. Ijarah dalam fatwa tersebut dijelaskan merupakan akad 
sewa-menyewa antara mu’jir (pemberi sewa) dengan musta’jir 
(penyewa/penerima manfaat) atau antara penyewa/penerima 
manfaat (musta’jir) dengan ajir guna mempertukarkan manfaat dan 
ujrah. Manfaat dan/atau ujrah yang dimaksud di sini bisa berupa 
manfaat atas barang maupun atas jasa. Pemindahan hak guna 
(manfaat) ini atas suatu barang/jasa dalam waktu tententu 
dilakukan dengan kesepakatan pembayaran sewa-menyewa atau 
upah tanpa diikuti memindahkan hak kepemilikan atas barang yang 
disewa tersebut. 

Bisa dikatakan bahwa ijarah ini adalah sebuah jenis 
perjanjian atau perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang 
ditujukan hanya untuk mengambil manfaat dari suatu benda/jasa 
dengan membayar upah sebagai ganti imbal jasa tersebut.  
5.2.1 Dasar Ayat Al-Qur’an 

Dasar hukum dari pelaksanaan ijarah ini didasarkan pada 
beberapa surat dalam al-Qur’an, seperti surat at-Thalaq ayat 6, al-
Qashash ayat 26 dan al-Baqarah ayat 233:  
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1. Qs. At-Thalaq: 6 
 

 ٍْ ُْرىُْ يِّ ْٛثُ سَكَ ٍْ دَ ٍَّ يِ ُْ ْٕ ا اسَْكُُِ ْٕ مٍ فاَََفِْقُ ًْ دِ دَ نٔ  ُ ٍَّ ا ٌْ كُ اِ َٔ  
ٍَّْۗ ِٓ ْٛ ا عَهَ ْٕ ٍَّ نِرعَُٛقُِّ ُْ ْٔ لََ ذعَُاۤسُّ َٔ جْذِكىُْ  ُّٔ

عْ  ًَ ا تَُْٛكَُىْ تِ ْٔ شُ ًِ َ أذْ َٔ  
ٍَّۚ سَُْ ْٕ ٍَّ اجُُ ُْ ْٕ ذُ ٍَ نكَىُْ فاَ  ٌْ اسَْظَعْ ٍَّۚ فاَِ ُٓ هَ ًْ ٍَ دَ ٍَّ دَرّٰٗ ٚعََعْ ِٓ ْٛ ٌْ عهََ اِ َٔ فٍۚ  ْٔ شُ

ْٖۗ ذعَاَسَشْذُ  ٰٓ اخُْش   ّ  ىْ فسََرشُْظِعُ نَ

 
Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 
(hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang 
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 
mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal 
penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya. 

Pada ayat ini bagi setiap suami yang menceraikan 
istrinya diperintahkan untuk menyiapkan tempat tinggal guna 
ditempati istrinya. Tempat tinggal yang layak sebagaimana 
kemampuan suami, diperintahkan juga untuk memberikan 
nafkah selama istri yang diceraikan mengandung sampai 
melahirkan dan dilarang  untuk menyusahkan -baca: 
menyakiti- istri meskipun sudah diceraikan. Hal ini adalah 
sebagai bentuk tanggungjawab dan peran serta sebagai suami 
kepada istrinya. Terlebih ketika istri tidak mampu 
memberikan ASI sehingga harus menyusukan anaknya 
kepada perempuan lain, maka suami yang telah 
menceraikannya hendaknya memberikan upah kepada 
perempuan susuan anaknya tersebut atas jasanya (Shihab, 
2005). 

 
2. Qs. Al-Qashash: 26 

 ٍُ ْٛ ُّ٘ الََْيِ ِٕ ٍِ اسْرأَجَْشْخَ انْقَ ْٛشَ يَ ٌَّ خَ ٰٓاتََدِ اسْرأَجِْشُِْ اِۖ  ٚ ا  ًَ ُٓ ى  قَانَدْ اِدْذ 

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 
“Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-
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baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya.” 

Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan pesan 
tersirat tentang ayat di atas erat kaitannya dengan 
pengambilan jasa dari seseorang yang kemudian diberikan 
upah atas jasanya. Meskipun secara tersurat yang dituliskan 
adalah pengambilan seseorang untuk dipekerjakan harus 
memperhatikan kemampuannya dan amanahnya. Dari 
mempekerjakan tersebut kemudian yang mempekerjakan 
diwajibkan memberikan upah kepada pekerjanya. Secara 
tidak langsung, ayat tersebut dalam tafisrnya memberikan 
penegasan tentang penunaian pemberian upah oleh yang 
mempekerjakan atas jasa yang telah dikerjakan oleh pekerja 
(Shihab & Shihab, 2012a). 

 
3. Qs. Al-Baqarah: 233 

 
ا  ْٰٕٓ ٌْ ذسَْرشَْظِعُ ٌْ اسََدْذُّىْ اَ اِ َٔ اذَّقُٕا ... َٔ فِْۗ  ْٔ عْشُ ًَ ْٛرىُْ تِانْ ذَ آٰ ا  رىُْ يَّ ًْ ْٛكُىْ ارِاَ سَهَّ لََدكَُىْ فلََا جُُاَحَ عَهَ ْٔ اَ

ْٛشٌ  ٌَ تصَِ ْٕ هُ ًَ ا ذعَْ ًَ َ تِ ٌَّ اللّّٰٰ ا اَ ْٰٕٓ ًُ اعْهَ َٔ  َ  اللّّٰٰ

 
...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada 

orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan 
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan. 

Potongan ayat di atas memberikan keterangan tentang 
kewajiban dan kemampuan dari ibu dan bapak dalam merawat 
anak mereka ketika masih bayi. Anak yang masih bayi 
hendaknya mendapatkan asupan ASI guna mendukung 
perkembangan fisik dan psikisnya agar mampu menjadi bayi 
yang sehat. Bagaimanapun keadaannya, bapak hendaknya 
mencukupi kebutuhan istri dan anaknya (semampunya), jangan 
sampai menyulitkan atau bahkan meninggalkannya dalam 
keadaan tidak mampu. Apabila seorang ibu karena suatu alasan 
tertentu tidak mampu menyusui anaknya, maka ia atau 
suaminya boleh mencarikan perempuan lain untuk 
menyusukan anaknya. Dari hasil susuannya tersebut, maka 
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sang perempuan berhak memperoleh upah dan bapak sang 
anak wajib memberikan upah tersebut. Penegasannya adalah 
bagaimana setiap orang mampu menghargai orang lain atas 
jasa mereka dengan berupa membayarkan upah apabila ia 
mempekerjakannya (Shihab & Shihab, 2012b). 

 
5.2.2 Dasar Hadis dan Ijma’ 

Dasar hukum pelaksanaan ijarah selain berlandaskan  
al-Qur’an juga berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad Saw. Dalam 
salah satu riwayat menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. 
melakukan bekam dengan jasa dari seorang tukang bekam. 
Diceritakan bahwa setelah melakukan kegiatan bekam tersebut 
Nabi Muhammad Saw. kemudian membayar upah pada tukang 
bekam dan menggunakan obat yang diberikan oleh tukang bekam 
(Muslim, 1997).  
                                                                              
Riwayat lain menceritakan bahwa Rasulullah Saw. menganjurkan 
untuk membayarkan upah pekerja atas jasa yang telah dia lakukan. 
                                                             

Selain hadis di atas yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan ijarah, para ulama juga telah sepakat dalam ijma’ 
tentang hukum pelaksanaan praktek ijarah adalah boleh. Meskipun 
dalam beberapa catatan para ulama berbeda dalam hal teknis 
pelaksanaannya. 

 

5.3 Prinsip-Prinsip Ijarah 
Ijarah yang merupakan akad sewa mempunyai prinsip-

prinsip yang harus dipenuhi, baik berdasarkan syariat maupun 
ketentuan dari hukum peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di masing-masing negara. Beberapa prinsip tentang ijarah 
yang pokok ini harus terdapat di dalamnya dan harus dipenuhi 
dalam ijarah. Berikut beberapa prinsip sebagai berikut: 
1. Jasa halal 

Pemenuhan kriteria halal ini menjadi suatu hal yang 
penting sebab berkaitan dengan sah atau tidaknya transaksi 
yang dilakukan seseorang. Baik mu’jir, musta’jir maupun ajir 
harus saling memahami kehalalan benda ataupun jasa yang 



 

      95 

mereka sewa/sewakan. Ada kaidah fikih tentang kebolehan 
kegiatan muamalah (H. A. Djazul, 2006): 
Al ashlu fil mu’amalati al ibahah khatta yadullu ad dhaliilu 
’ala takhrimiha 
”Hukum (hakikat) asal dilakukannya sesuatu dalam 
muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil 
yang melarang (menunjukkan) keharamannya.” 
Pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah 
diperbolehkan. Jumhur ulama bersepakat tentang hal 
tersebut. Sampai dilarangnya kegiatan muamalah itu ketika 
ditemukan dalil atau unsur yang menjadi sebab tidak 
diperbolehkan kegiatan tersebut. 

2. Jelas waktunya 
Penyerahan atau penggunaan jasa dalam ijarah 
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh 
para pihak. Kapan penggunaan jasa dimulai dan kapan 
berakhirnya harus dilakukan secara jelas. Kemudian 
penyerahan upah pun juga dilakukan secara jelas waktunya. 

3. Objek ijarah 
Objek ijarah adalah manfaat itu sendiri, yaitu dari 
penggunaan barang/jasa yang telah disepakati. Manfaat 
barang/jasa ini setidaknya harus mempunyai nilai dan bisa 
dinilai serta bisa dilaksanakan dalam kontraknya. Objek 
ijarah bukanlah barang atau jasa yang dilarang oleh syariat 
maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, selain 
itu juga objek ijarah harus diterangkan secara spesifik. 

4. Adil 
Dalam pembiayaan ijarah, para pihak wajib melaksanakan 
kewajibannya. Dalam hal pembiayaan, lembaga keuangan 
sebagai penyedia jasa/barang diharuskan menyedikan 
barang atau jasa yang disewakan, menjamin keadaan barang 
tidak catat dan biaya pemeliharaan barang ditanggung 
olehnya. 
Kewajiban penyewa adalah bertanggungjawab menjaga dan 
menggunakan barang/jasa sesuai kontrak (akad). Selain itu, 
penyewa juga menanggung biaya pemeliharaan barang dan 
apabila barang yang disewa rusak dikarenakan 
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kelalaiannya, maka penyewa wajib mengganti biaya 
kerugian tersebut. 
 

Rukun dan Syarat Ijarah 
Pelaksanaan praktek ijarah di masyarakat selain harus 

memperhatikan prinsip yang sesuai dengan syariah -seperti 
yang disebutkan di atas- juga harus memenuhi rukun dan syarat 
yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang ada. Dalam 
literatur klasik, disebutkan bahwa ulama Hanafiyah 
menyebutkan rukun muamalah ini (ijarah) cukup 2 saja, yaitu 
ijab dan qabul. Adanya ijab-qabul ini menurut ulama Hanafiyah 
sudah menjadi bukti sah terlaksanakanya ijarah, baik ijab-qabul 
yang dilaksanakan itu dengan lafadz ijarah ataupun lafadz 
lainnya namun masih menunjukkan maknanya (ijarah) (al-Jaziri, 
t.t.). Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ini terdiri dari 
pemberi sewa (mu’jir), penerima sewa/penyewa (musta’jir), 
pihak yang menyediakan/memberikan jasa (ajir), manfaat 
(manfa’ah) dan shighat (ijab-qabul) (al-Jaziri, t.t.).  

Lalu, bagaimana syarat-syarat dalam ijarah? Syarat dalam 
ijarah adalah sama halnya dengan syarat-syarat pada muamalah 
umumnya. Berikut keterangan syarat-syarat ijarah (FATWA 
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 
112/DSN-MUI/IX/2017 tentang AKAD IJARAH, 2017): 
1. Para pihak (ajir, musta’jir dan mu’jir) 

Mu’jir adalah mereka yang memberikan sewa atau pihak 
yang menyewakan barang/jasa. Dalam hal ini mu’jir bisa 
berupa manusia (orang/natuurlijke persoon) ataupun badan 
hukum (rechtperson). Ajir adalah pihak yang menyediakan 
jasa atau yang memberikan keahliannya sebagai jasa. Dalam 
hal ini juga ajir bisa berupa manusia (orang/natuurlijke 
persoon) ataupun badan hukum (rechtperson). Musta’jir 
adalah pihak yang menyewa atau penerima manfaat. Dalam 
hal ini juga musta’jir bisa berupa manusia 
(orang/natuurlijke persoon) ataupun badan hukum 
(rechtperson). Syarat yang melekat pada mu’jir, musta’jir 
dan ajir : 
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a. Cakap hukum 
Para pihak (ajir, musta’jir dan mu’jir) diwajibkan cakap 
hukum baik sesuai dengan ketentuan syariah maupun 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. 

b. Memiliki kemampuan 
Mu’jir sebagai pemberi sewa diharuskan mampu untuk 
memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat. 
Musta’jir sebagai penyewa atau penerima manfaat 
diharuskan mampu untuk membayar upah (ujrah). Ajir 
sebagai pihak penyedia jasa diharuskan mampu 
melaksanakan perbuatan hukum yang sesuai dan telah 
dibebankan kepadanya. 

c. ‘Amal yang dilakukan Ajir 
‘Amal atau pekerjaan yang dikerjakan oleh ajir dalam 
ijarah mengharuskan merupakan berupa 
perbuatan/pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat 
dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 
pekerjaan tersebut harus diketahui jenis, sifat, 
spesifikasi dan jangka waktunya.  
 

2. Manfa’ah atau manfaat 
Manfaat yang diambil dari akad ijarah diharuskan sebuah 
manfaat yang dibenarkan atau tidak dilarang oleh syariah 
dan aturan perundang-undangan. Manfaat ini harus bisa 
diserahterimakan pada waktu ijab-qabul dilakukan atau 
dalam waktu yang telah disepakati para pihak. 
 

3. Akad 
Akad dalam ijarah harus dinyatakan secara tegas, jelas dan 
bisa saling dimengerti oleh para pihak. Selain itu, akad ini 
seyogyanya dilakukan secara sukarela. Artinya, perbuatan 
penerimaan (saling setuju) tersebut tanpa dipaksa dari 
pihak lain atau berdasarkan kesadarannya sendiri. Akad 
ijarah ini boleh dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat 
maupun perbuatan yang mengarahkan pada persetujuan 
dan akad dilakukan secara sukarela. 
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Pemenuhan rukun dana syarat ini diwajibkan bagi seluruh 
pihak yang mengikatkan diri dalam akad ijarah. Sehingga, hal 
tersebut akan mampu menjamin berjalannya kontrak ijarah yang 
sedang dilangsungkan. 
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BAB 6 
PRINSIP ISTISHNA DALAM 
PEMBIAYAAN 
 
Oleh Samlatul Izzah  
 
6.1 Pendahuluan 

Adanya perkembangan bank syariah merupakan fenomena 
baru-baru ini yang telah menarik perhatian berbagai banyak pihak. 
Banyak penelitian telah dilakukan di berbagai tempat untuk 
mengetahui seperti apa sebenarnya perbankan syariah itu. Ekonomi 
syariah dinilai cukup menjanjikan untuk dijadikan alternatif sistem 
ekonomi internasional, karena sistem ekonomi saat ini mulai 
menunjukkan banyak kelemahan. Sebagai negara dengan mayoritas 
penduduk muslim, kehadiran bank syariah di Indonesia sangat 
diharapkan. Tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi 
masyarakat, tetapi lebih dari itu, juga merupakan cara untuk 
mengoptimalkan bentuk ketaatan seorang Muslim. 

Dengan meningkatnya minat dan dukungan pemerintah 
terhadap pengembangan lembaga keuangan Syariah, tidak dapat 
dihindari bahwa lembaga keuangan Syariah lebih dari sekadar 
alternatif bagi mereka yang membutuhkan layanan perbankan atau 
keuangan berbasis syariah namun bisa juga menjadi pilihan utama. 
Pendapat ini tidak berdasar karena Indonesia adalah negara dengan 
populasi Muslim terbesar di dunia. Bank dalam kehidupan suatu 
bangsa adalah agen pembangunan. Ini karena fungsi utama dari 
perbankan sebagai lembaga yang menghimpun modal/ dana dari 
masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (fungsi perantara 
keuangan). 

Akad jual beli merupakan salah satu cara bank menyalurkan 
dananya kepada masyarakat. Ada 3 jenis akad jual beli yang lazim 
dilakukan, salah satunya adalah akad istishna. Istishna adalah istilah 
yang berkaitan dengan perbankan atau keuangan Islam. Istilah ini 
mengacu pada salah satu akad yang paling umum digunakan. 
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Istishna sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus 
berkembang hingga zaman sekarang. Pengelolaan istishna juga 
didasarkan pada hukum dan prinsip ekonomi Islam. 

Dalam buku Akuntansi Syariah di Indonesia yang ditulis oleh 
Sri Nurhayati (2020:194), akad istishna adalah akad jual beli yang 
berupa pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dan 
mempunyai syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati antara 
pemessan (pembeli/ mustashni) dan penjual (pembuat/shani). 

Dalam konteks perbankan, Istishna adalah pembiayaan jual 
beli antara bank dengan nasabah, dimana penjual (bank) 
memproduksi barang yang dipesan nasabah. Untuk memenuhi 
pesanan nasabah, bank dapat mensubkontrakkan pekerjaannya 
kepada pihak lain. Pembiayaan istishna adalah bank memberikan 
dana kepada nasabah untuk membeli barang berdasarkan pesanan 
nasabah, pesanan tersebut menegaskan harga pembelian kepada 
pembeli (nasabah), dan pembeli (nasabah) membayar harga yang 
lebih tinggi sebagai keuntungan bank yang disepakati. Shani 
(pembuat) akan menyiapkan barang pesanan sesuai dengan 
spesifikasi yang telah disepakati. Shani bisa menyiapkannya sendiri 
atau melalui pihak lain. Akad istishna yang dilakukan dengan cara 
ini disebut istishna paralel. 

Istishna dalam penerapannya yaitu konsumen melakukan 
pembayaran cicilan pembiayaan objek ishtisna atas pemesanan 
barang sejak akad ditandatangani atau dengan cara pembiayaan lain 
yang disepakati. Sementara penetapan harga jual atas objek ishtisna 
wajib ditetapkan berdasarkan ketetapan antara perusahaan 
pembiayaan dan konsumen sebagai pembeli atau pemesan diawal 
perjanjian dan tidak boleh selama masa istishna. Sedangkan 
pencairan dana diserahkan kepada nasabah. akad istishna lebih 
tepat digunakan untuk membangun proyek, dan termasuk dalam 
jenis pembiayaan investasi titik mekanisme pembiayaan istishna 
dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pembayaran dimuka, 
pembayaran saat penyerahan barang, dan pembayaran 
ditangguhkan. 
Manfaat pembiayaan istishna adalah: 
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1. Bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk 
membeli barang pesanan. Biasanya digunakan pada bisnis 
manufaktur atau konstruksi. 

2. Istishna adalah akad pembiayaan yang dapat digunakan 
untuk keperluan pembiayaan konsumen. Contohnya adalah 
kontrak pembelian rumah dan/atau membutuhkan rumah. 

3. Dapat juga digunakan untuk keperluan pembiayaan 
produktif. Misalnya untuk mengembangkan kawasan 
industri, pabrik, dan perkantoran. 

 

6.2 Landasan Hukum dan Operasional Istishna 
1. Landasan Hukum 

Para ulama Fiqh berpendapat bahwa dasar untuk 
diperbolehkannya transaksi istishna adalah firman Allah yang 
terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu: 
 
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
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Dasar di mana para ulama memperbolehkan transaksi istishna 
berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang pernah 
memesan untuk dibuatkan cincin dari perak: 
 
Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu 
hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat 
kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: 
Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat 
yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia 
dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: 
Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih 
di tangan beliau.” (HR. Muslim) 
 Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad 
istishna adalah akad yang dibolehkan. Sebagian ulama 
menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam telah bersepakat 
merajut konsensus (ijma) bahwa akad istishna adalah akad 
yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa 
ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. 
Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. 
 

2. Landasan Operasional 
Adapun yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya 
istishna, dalam dunia perbankan yaitu:  
a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 

Tahun 1992 tentang Perbankan  
b. Lampiran 6: SK BI No 32/34/Sk tgl. 12/05/99 Dir Bi, 

tentang prinsip Kegiatan Usaha Perbankan Syariah  
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah.  
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d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 
Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah  

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 
tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi 
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah  

f. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 tentang jual beli 
Ishtisna 

 

6.3 Ketentuan Akad Istishna 
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 

melaksanakan akad istishna. Berikut penjelasannya. 
1. Pihak-pihak yang berkepentingan berakal sehat dan 

mempunyai kapasitas hukum 
Agar akad dapat terlaksana dengan baik, pembeli dan penjual 
dalam transaksi istishna harus sehat jasmani dan rohani serta 
tidak gila.  

2. Produk yang dipesan sudah jelas 
Pemesan harus memberikan rincian yang jelas mengenai 
spesifikasi barang yang ingin dipesan. Dengan begitu, penjual 
tidak akan kebingungan dalam membuat atau menawarkan 
barang tersebut. 

3. Memiliki kebebasan 
Tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang menjadikan salah 
satu pihak tidak leluasa dalam melaksanakan akad istishna. 
Kedua belah pihak harus fleksibel dalam menentukan 
spesifikasi pesanan dan negosiasi harga. 

4. Ridha dan Tidak Ingkar Janji 
Semua pihak harus menjalankan transaksi ini dengan ridha. 
Selain itu, kedua pihak juga harus menjalankannya sesuai 
dengan janji yang sudah disepakati oleh kedua pihak. 

 
Selain itu terdapat rukun istishna yaitu; 
1. Penjual (Shani). Bertanggung jawab untuk membuat atau 

menyiapkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. 
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2. Pembeli (Mustashni) bertanggung jawab menjelaskan 
spesifikasi produk sejelas-jelasnya dan wajib membayar 
barang yang dipesan. 

3. Ijab Kabul, pernyataan pembeli dan penjual yang 
merupakan akad. 

4. Benda, yaitu barang yang dipesan oleh mustashni. 
 

6.4 Ketentuan Hukum Istishna 
Ada beberapa peraturan yang mengatur proses istishna. 

Menurut fatwa MUI, transaksi istishna hanya diperbolehkan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Tentang pembayaran 

a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan 
bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat. 

b. Pembayaran dilakukan menurut cara yang disepakati 
kedua belah pihak, 

c. Pembayarannya tidak boleh dalam bentuk keringanan 
utang. 

2. Terkait dengan produk 
a. Ciri-cirinya harus cukup jelas untuk memenuhi syarat 

sebagai utang 
b. Spesifikasi harus dijelaskan. 
c. Serah terimanya dilakukan kemudian. 
d. Waktu dan lokasi penyerahan harus ditentukan sesuai 

kesepakatan. 
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima 

barang. 
f. Tidak dapat menukarkan barang selain barang serupa 

yang telah disepakati. 
g. Jika barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi, pembeli 

mempunyai pilihan untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad/kontrak. 

3. Ketentuan lainnya 
a. Apabila perintah itu telah dilaksanakan sesuai dengan 

perjanjian, maka sah mengikatnya. 
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b. Segala ketentuan dalam penjualan salam yang tidak 
disebutkan di atas juga berlaku dalam penjualan 
tersebut. 

c. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya 
atau timbul perselisihan antara kedua belah pihak, dan 
tidak tercapai kesepakatan setelah berkonsultasi, maka 
akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah 

 
Selain itu, OJK juga memberikan ketentuan mengenai akad 

istishna. Hal ini diatur dalam SAK ETAP dan PSAK No. 104 Mengenai 
akuntansi Istishna dijelaskan sebagai berikut: 
1. Spesifikasi dan harga barang yang dipesan disepakati antara 

pembeli dan penjual di awal kontrak. Harga barang tidak 
dapat diubah selama jangka waktu kontrak kecuali disetujui 
oleh kedua belah pihak. 

2. Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas dan sesuai 
dengan ciri-ciri yang disepakati antara pembeli dan penjual, 
seperti jenis, ukuran, kualitas dan kuantitas. Jika tidak, maka 
penjual harus bertanggung jawab. 

3. Jika nasabah dalam akad istishna tidak mengharuskan bank 
untuk memproduksi sendiri barang pesanannya, maka 
untuk memenuhi kewajibannya pada akad pertama, bank 
dapat membuat akad istishna yang paralel. 

4. Istishna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak 
sepakat untuk mengakhirinya, atau apabila timbul keadaan 
hukum yang dapat menghambat pelaksanaan akad, maka 
akad menjadi batal. 

5. Metode pengakuan pendapatan dapat menggunakan metode 
persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. 

6. Jika perkiraan waktu penyelesaian dan biaya penyelesaian 
kontrak tidak dapat ditentukan secara wajar pada akhir 
periode pelaporan keuangan, maka yang digunakan adalah 
metode kontrak selesai. 

7. Dalam pembiayaan istishna, bank melakukan pemesanan 
barang kepada pemasok berdasarkan pesanan nasabah. 

8. Pelanggan dapat membayar uang jaminan atas barang 
pesanan kepada bank sebelum barang diserahkan kepada 
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pelanggan, dan bank juga dapat membayar uang jaminan 
atas barang pesanan kepada pemasok. 

9. Bank dapat membebankan biaya kepada pelanggan untuk 
mengirimkan barang pesanan, dan pemasok dapat 
membebankan biaya kepada bank untuk mengirimkan 
barang pesanan. 

10. Selama barang yang dipesan masih diproduksi, bank akan 
menggunakan Rekening Penyelesaian Aset Istishna pada 
saat membayar pemasok dan Rekening Termin Istishna 
pada saat menagih nasabah. 

11. Pengakuan pendapatan transaksi istishna sama dengan 
pengakuan pendapatan transaksi murabahah. 

12. Apabila nasabah gagal bayar dalam pembayaran angsuran, 
maka bank wajib membentuk cadangan kerugian aset untuk 
piutang istishna sesuai dengan ketentuan kualitas aset yang 
berlaku. 

 

6.5 Mekanisme Istishna  
Apabila para pihak ingin melaksanakan akad istishna, maka 

diharuskam melalui skema atau mekanisme tertentu. Berikut adalah 
mekanisme dalam akad istishna: 
1. Pembayaran di muka penuh atau sebagian setelah 

penandatanganan akad namun sebelum pembuatan barang.  
2. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang atau 

selama proses pembuatan barang. Metode pembayaran ini 
memungkinkan adanya syarat pembayaran tergantung pada 
kemajuan produksi barang. 

3. Pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang 
 

6.6 Istishna dalam Teknis Perbankan Syariah 
Dalam perbankan Syariah, apabila pembeli dalam akad 

istishna tidak mewajibkan bank untuk memproduksi sendiri barang 
pesanannya, maka untuk memenuhi kewajiban  akad pertama, bank 
dapat mengadakan akad istishna kedua dengan pihak ketiga 
(subkontraktor). Akad istishna yang kedua  disebut istishna paralel. 
Akad istishna dapat berakhir apabila kedua belah pihak telah 
menunaikan kewajibannya. 
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Kriteria barang pesanan (Mashnu' atau Objek Pesanan) 
1. Harus mengetahui dengan jelas standar atau ciri-ciri barang 

yang dipesan dari segi batas waktu, kualitas dan kuantitas 
yang disepakati.   

2. Jika barang  yang dikirim cacat, penjual harus bertanggung 
jawab 

3. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual 
kepada pembeli dilakukan pada saat terjadinya perjanjian 
penyerahan. 

 
Metode  pembayaran  dalam akad istishna dapat disepakati 

dengan pembayaran di muka, pembayaran angsuran, atau 
pembayaran yang ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. 
Istishna bukanlah sebuah usaha baru di perbankan syariah. Istishna 
merupakan akad dalam perbankan syariah yang sesuai dengan 
fatwa DSN MUI No IV Tahun 2000, yang dapat dianggap sebagai 
akad jual beli dalam bentuk pesanan pembelian dimana suatu 
barang tertentu diproduksi menurut kriteria yang  disepakati antar 
para pihak yang melakukan pemesanan, baik  pembeli atau 
mustashni dan juga  penjual atau Shani'. Fatwa tersebut mengatur 
bahwa jenis pembayaran yang diperlukan untuk akad ini harus 
diketahui. Serta yang terpenting, pembayarannya tidak boleh 
dilakukan dalam bentuk pembayaran hutang.  

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan barang yang 
dipertukarkan dalam akad istisna ini, yaitu: 
1. Barang harus mempunyai jenis dan ciri yang jelas  dan 

dapat diidentifikasi sebagai utang 
2. Harus menjelaskan spesifikasi teknis baran 
3. Pengiriman atau penyerahan harus dilakukan kemudian 
4. Mengenai waktu dan lokasi pengiriman, kedua belah pihak 

sepakat berdasarkan kesepakatan yang ada 
5. Pembeli barang atau mustashni' tidak diperbolehkan 

menjual barang sebelum menerimanya. 
6. Para pihak yang terlibat dalam akad tidak boleh 

menukarkan barang dalam akad ini kecuali mereka sudah 
melakukan kesepakatan sebelumnya 
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7. Jika barang cacat, pihak pemesan berhak memutuskan 
apakah akan melanjutkan pelaksanaan akad ini  atau tidak. 

 
  Spesifikasi dan harga barang yang dipesan dalam 

istishna disepakati antara pembeli dan penjual di awal akad. Pada 
dasarnya harga barang tidak dapat diubah selama masa akad, 
kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Harus 
mengetahui dengan jelas ciri-ciri umum barang yang dipesan, antara 
lain jenis, sifat, kualitas dan kuantitas. Barang yang dipesan harus 
sesuai dengan spesifikasi yang  disepakati antara pembeli dan 
penjual. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat, penjual 
harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Apabila nasabah akad 
Istishna tidak mewajibkan Bank untuk memproduksi sendiri barang 
pesanannya, maka untuk memenuhi kewajiban  akad pertama, Bank 
dapat mengadakan akad Istishna kedua dengan pihak ketiga 
(pemasok). Akad Istishna yang kedua ini disebut Istishna Paralel. 
Dalam konteks Bank, piutang istishna muncul dari istishna paralel. 

 
Berikut adalah gambaran dan alur dari akad istishna: 

 
Adapun jika akad Istishna dilakukan oleh bank Syariah, maka 

pola alur pembiayaanya adalah sebagai berikut: 
Keterangan: 
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1. Akad Pembiayaan Ba’i al Istishna 
2. Pembayaran uang muka (bila dibayarkan melalui Bank). 
3. Perjanjian pengadaan barang dan juga pemborongan 

bangunan 
4. Pencairan ke pemasok/ kontraktor. 
5. Penyerahan dokumen prosentase dan atau perkembangan 

pengadaan barang 
6. Penyerahan dokumen prosentase/ progress penyelesaian 

barang. 
7. Pembayaran angsuran. 
8. Penyerahan barang pesanan (kondisi bangunan 100% jadi). 
9. Pelunasan oleh nasabah ke Bank 

 

 
 
Pada hakekatnya akad Istishna hanya dapat dibatalkan jika 

syarat-syarat berikut terpenuhi: 
1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri 
2. Akad batal karena kondisi hukum yang dapat menghalangi 

pelaksanaan atau penyelesaian akad 
 

Dalam proses pembiayaan Istishna, Bank memesan barang 
dari supplier berdasarkan pesanan  nasabah. Pendapatan yang 
diperoleh Bank berasal dari pemberian fasilitas keuangan kepada 
nasabah dan bukan dari produksi barang pesanan. Nasabah dapat 
menyetorkan uang atas barang pesanannya kepada Bank sebelum 
barang tersebut diserahkan kepada pelanggan, dan Bank juga dapat 
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menyetorkan uang atas barang pesanan tersebut kepada pemasok. 
Bank dapat menagih Pelanggan atas barang pesanan yang telah 
dikirim dan Pemasok dapat menagih kepada Bank atas barang 
pesanan yang telah dikirimkan. Selama barang pesanan masih 
dalam tahap produksi, Bank akan menggunakan rekening Aset 
Istishna dalam penyelesaian untuk membayar pemasok dan akan 
menggunakan rekening Termin Istishna untuk menagih nasabah. 

Istishna dalam perlakuan Akuntansi (Perlakuan dan 
Pengukuran) 
1. Uang muka pesanan nasabah yang diterima Bank dicatat 

sebagai uang muka Istishna sebesar jumlah yang diterima. 
2. Uang titipan yang dibayarkan Bank kepada pemasok dicatat 

sebagai uang muka kepada pemasok sesuai dengan jumlah 
yang diserahkan dan dicatat sebagai harta Istishna  pada 
saat barang diserahkan oleh pemasok. 

3. Tagihan bank terhadap nasabah atas barang pesanan 
tertentu yang telah diserahkan dicatat sebagai piutang 
Istishna sebanding dengan persentase harga jual yang telah 
terealisasi dan dicatat dengan istilah Istishna setara dengan 
persentase harga awal yang telah terealisasi. . 

4. Faktur pemasok kepada Bank untuk barang pesanan 
tertentu yang telah selesai dicatat sebagai aset Istishna yang 
belum dibayar dan kewajiban Istishna sesuai dengan jumlah 
pada faktur pemasok. 

5. Dalam hal Bank menggunakan metode rasio pembayaran, 
maka Bank dapat mengakui pendapatan Istishna terhadap 
pembayaran  nasabah sebesar rasio pembayaran.  

6. Setelah barang pesanan  diserahkan kepada nasabah, Bank 
membuat jurnal pembalik pada akun Aset Pembayaran 
Istishna  dan akun Termin Istishna. 

7. Hutang Istishna yang timbul dari transaksi Istishna yang 
pembayarannya bertepatan dengan penciptaan harta 
Istishna: 
a. Dicatat pada saat diterimanya invoice dari supplier 

kepada Bank sebesar nilai invoice tersebut. 
b. Akuntansi tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan 

ketika pembayaran  jumlah yang dibayarkan dilakukan. 
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8. Uang muka Istishna  dari transaksi Istishna yang 
pembayarannya dilakukan lunas di muka: 
a. Dicatat pada saat pembayaran harga barang diterima 

dari pelanggan sebesar jumlah yang diterima.  
b. Akuntan berhenti menyiapkan laporan keuangan ketika 

barang diserahkan kepada pelanggan sesuai nilai 
kontrak. 

9. Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka kepada 
Bank sebagai bagian dari proses pembuatan aset Istishna, 
maka penerimaan uang muka tersebut dianggap sebagai 
pembayaran peralihan dari jumlah uang muka yang 
dibayarkan. 

 
Faktor- faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan 

dengan akad istishna antara lain sebagai berikut:  
1. Memiliki risiko pembiayaan yang tinggi  

Akad istishna diciptakan untuk memfasilitasi pembiayaan 
terkait dengan konstruksi ataupun pembangunan rumah. 
Banyak hal yang dapat terjadi terkait dengan objek/barang 
yang belum jadi di awal pembiayaan, pasti developer 
membutuhkan modal untuk membangun/membuat barang 
pesanan yang mengharuskan bank untuk melakukan 
pencairan pembiayaan yang cukup besar di awal. Artinya 
bank menanggung sepenuhnya apabila dana tersebut tidak 
kembali dalam pembiayaan ishtisna, modal awal tersebut 
juga bisa saja disalahgunakan baik oleh developer maupun 
nasabah, oleh karena itu risiko akan istishna ini cukup 
besar.  

2. Adanya alternatif akad lain  
Bank syariah saat ini memiliki berbagai macam produk 
untuk pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu musyarakah 
mutanaqisah (MMQ) dan juga ijarah muntahiya bittamlik 
(IMBT). Kedua akad tersebut memiliki mekanisme yang 
tidak begitu kompleks dan memiliki resiko yang relatif lebih 
rendah daripada akad istisna. Dengan adanya alternatif 
produk yang dapat disalurkan dengan lebih mudah dan 
resikonya rendah maka bank menghindari penggunaan 
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produk yang menyulitkan titik oleh karena itu, apabila ada 
nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepemilikan 
rumah, dari Bank sendiri akan lebih dulu menawarkan 
kedua akad ini kepada nasabah. Akad istishna tidak menjadi 
prioritas dalam penyaluran pembiayaan saat ini mayoritas 
penyaluran pembiayaan pada bank syariah masih 
didominasi oleh murabahah karena sistem murabahah 
merupakan sistem yang lebih memberikan pengembalian 
yang pasti dengan tingkat margin tertentu dan lebih mudah 
dihitung.  

3. Risiko kegagalan developer  
Selain kriteria yang tidak terpenuhi, gagal menyelesaikan 
pesanan dengan tepat waktu juga menjadi salah satu faktor 
risiko kegagalan developer yang mungkin dapat terjadi 
dalam pembiayaan dengan akad istishna ini.  

4. Strategi bisnis bank Syariah 
Strategi bisnis merupakan salah satu faktor penyebab 
rendahnya pembiayaan dengan akad istishna. Sebagai salah 
satu lembaga bisnis, bank syariah dituntut menghasilkan 
laba untuk para pemegang saham, tuntutan tersebut 
menjadikan pihak manajemen bank untuk fokus pada bisnis 
dan keuntungan, sehingga bank sangat selektif dalam 
membiayai sektor usaha, dan tentunya sektor usaha yang 
dibiayai adalah sektor usaha yang lebih menguntungkan 
serta memberikan hasil cepat dan pasti dalam penyaluran 
pembiayaannya.  

5. Keuntungan  
Akad istishna dianggap belum memberikan keuntungan 
yang signifikan untuk bank, sehingga perlu dikaji ulang agar 
bisa menguntungkan bagi pihak bank dan juga nasabah dan 
adanya alternatif akad lain yang memiliki aspek bisnis yang 
lebih baik dari pada ishtisna.  

6. Standar moral nasabah dan developer 
Standar moral merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pembiayaan dengan akad istishna karena 
dengan adanya faktor ini bank tidak bisa dengan leluasa 
memberikan pembiayaan kepada para nasabah. Resiko yang 
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relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. 
Risiko tersebut adalah nasabah menggunakan dana itu 
bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan 
kesalahan yang disengaja, serta penyembunyian 
keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur. Hal ini juga 
berlaku untuk developer, karena akad istishna melibatkan 
tiga pihak. Dalam praktiknya, masalah yang terjadi dalam 
pembiayaan istishna adalah rumah tidak terbangun atau 
proses produksi tidak berjalan setelah bank mencairkan 
uang pada tahap pertama. 

 
Penyebab beberapa bank syariah tidak 

mengimplementasikan pembiayaan dengan akad istishna: 
1. Implementasi akad istishna sulit  

Salah satu penyebab tidak diterapkan akad istishna pada 
perbankan syariah adalah karena akad istishna termasuk 
sulit untuk diimplementasikan. Bank harus menyerahkan 
dana di awal ke nasabah ataupun developer, artinya bank 
menanggung risiko sepenuhnya apabila dana tersebut tidak 
kembali. Untuk meminimalisir risiko tersebut bank harus 
melakukan pemantauan secara berkala ke developer, 
pemantauan di sini baik dari sisi keuangan, produktivitas, 
progres pembangunan serta kinerja dan developer, karena 
jika tidak demikian akan sangat beresiko terjadi moral 
Hazard dari dana yang telah disalurkan ataupun jenis 
penyimpangan-penyimpangan lainnya titik di samping itu, 
dalam menentukan hasil, kualitas yang tidak sesuai dengan 
standar juga menjadi masalah dalam implementasi akad 
istisna sehingga produk yang dibiayai haruslah sudah 
berstandarisasi dengan jelas agar dapat diukur. 

2. Kurangnya Pemahaman Karyawan terhadap Akad Ishtisna  
Penyebab bank syariah tidak menerapkan pembiayaan akad 
istishna selanjutnya adalah kurangnya pemahaman 
karyawan Bank terhadap akad istishna. Apabila karyawan 
tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka akan sangat 
berisiko mengingat akad istishna membutuhkan 
penanganan yang cukup kompleks. Sehingga kurangnya 
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pemahaman karyawan membuat bank syariah tidak berani 
mengambil risiko untuk menerapkan akad Ishtisna. 

 
Upaya bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan 

dengan akad istishna:  
1. Kerjasama dengan developer  

Semua bank syariah harus lebih selektif terhadap pemilihan 
developer. Akan lebih terjamin bagi bank apabila memang 
sudah bekerja sama dengan developer sendiri. Memiliki 
developer sendiri dapat menjadi strategi yang tepat bagi 
bank untuk mengatasi risiko resiko yang kemungkinan 
terjadi akibat developer yang sudah dijelaskan tersebut. 
Keunggulan dari memiliki developer sendiri adalah bank 
menjadi lebih mudah dalam mengawasi progres 
pembangunan, karena developer dapat dipercaya. Selain itu 
bank juga bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan 
modal yang diberikan oleh bank sebagai modal awal untuk 
developer. 

2. Meningkatkan pemahaman karyawan  
Kurangnya pemahaman terhadap akad istishna, membuat 
karyawan memberikan alternatif akad lain yang lebih 
dipahami. Selain itu dalam melakukan analisis, apabila 
terdapat kesalahan dalam melakukannya akan beresiko 
menimbulkan pembiayaan macet. Oleh karena itu 
meningkatkan pemahaman karyawan terhadap masing-
masing produk yang dimiliki oleh bank syariah sangat 
penting.  

3. Mengkaji ulang penerapan pembiayaan istishna  
Dengan mengkaji ulang kembali, memungkinkan akad 
istishna ini untuk diperbaharui lagi, agar mekanisme yang 
diterapkan oleh seluruh bank syariah seragam dan dapat 
membuat ketentuan baru sesuai prinsip syariah untuk 
meminimalisir risiko yang sebelumnya, sehingga 
kedepannya akan istishna dapat membantu 
mengembangkan perekonomian Syariah dengan memenuhi 
kebutuhan khusus nasabah. 
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BAB 7 
ANALISIS KREDIT DALAM 
PEMBIAYAAN SYARIAH 
 

Oleh Evita Novilia 
 

7.1 Pendahuluan 
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki 

fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat 
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah atau prinsip 
hukum syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip-prinsip 
syariah atau prinsip hukum syariah dalam hal ini adalah prinsip 
keadilan dan keseimbangan (’adl wa tawazun), prinsip 
kemaslahatan (maslahan), prinsip universalisme (alamiyah). Serta 
prinsip hukum syariah yang diatur dalam fatma Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yaitu tidak boleh mengandung unsur maysir, riba, 
gharar, zalim dan dan objek yang haram. Dengan demikian dalam 
menawarkan produknya dan menjalankan operasinya sebagai 
penghimpun serta penyalur dana, bank syariah berkewajiban untuk 
mematuhi aturan prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan.  
Salah satu contohnya dalam proses penyaluran dana bank syariah 
yaitu melalui kegiatan pemberian kredit yang harus terbebas dari 
unsur riba. Dalam proses pemberian kredit pada bank konvesional 
umumnya akan menerapkan sistem bunga yaitu bunga flat ataupun 
bunga efektif yang mana besaran prosentase sudah ditetapkan oleh 
bank sebelumnya (M. Rizal Satria, 2018).  Bank konvensional 
menetapkan besaran prosentase bunga dari dana pokok yang 
dipinjam oleh nasabah ditambah dengan beban overhead dan 
keuntungan yang diharapkan oleh bank. Dengan demikian dalam 
keadaan untung atau rugi nasabah yang meminjam dana pada bank 
konvensional harus tetap membayar angsuran ditambah bunga 
pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal 
yang dibuat oleh bank konvensional dan nasabah. 
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Sementara itu, pada Bank syariah kegiatan pemberian kredit 
atau yang dikenal dengan istilah pembiayaan tidak mengenal sistem 
bunga. Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang mana 
menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak termasuk dalam riba 
dan tidak haram. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atas 
dasar kesepakatan antara bank dan nasabah yang terlibat dalam  
kredit. Kesepakatan ini dibuat diawal saat pembiayaan akan dibuat, 
yang mana didalamnya memuat penjelasan tentang hak dan 
tanggung jawab, besarnya prosentase pembiayaan, serta 
keuntungan dan kerugian yang akan ditanggung bersama oleh bank 
dan nasabah. Besaran perhitungan prosentase keuntungan dan 
kerugian ditetapkan bersama oleh bank dan nasabah tanpa unsur 
paksaan didalamnya. Dengan demikian tidak akan ada yang merasa 
saling dirugikan atau lebih diuntungkan dari kegiatan kredit 
tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak menerima 
imbalan sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan 
sebelumnya.  

 

7.2 Kredit dan Pembiayaan Syariah 
Perbankkan sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam 

bidang penyedia jasa berfungsi sebagai penghimpun dana dan 
penyalur dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit. Pada 
bank konvensional kredit merupakan salah satu produk yang 
banyak dipilih oleh masyarakat dalam membantu mencukupi 
kebutuhannya, seperti membeli barang dan juga menambah modal 
usaha. Kredit menjadi salah satu pilihan alternatif  bagi masyarakat 
yang membutuhkan bantuan dana dengan cepat dan mudah. Dalam 
bank konvensional transaksi kredit dilakukan dengan menggunakan 
sistem bunga. Bunga digunakan sebagai imbalan atas jasa yang telah 
digunakan oleh nasabah kepada bank. Bunga ditentukan oleh bank 
dengan memperhitungkan Cost Of loanabel funds dan komponen 
lainnya seperti overherad cost, risk factor, spread dan tax (Sawitri 
dan Wicaksono, 2009). 

Kredit dalam sistem perbankan syariah dikenal dengan 
istilah pembiayaan atau financing yang mana pelaksanaan 
pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan 
aturan yang sesuai dengan hukum islam. Dalam hal ini dapat 
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diartikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank 
syariah harus memenuhi aspek syar’i yaitu (1) transaksi kegiatan 
pembiayaan dalam bank syariah harus sesuai dengan syariat islam, 
tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba dan halal. Dan 
memenuhi aspek ekonomi yaitu (2) perolehan keuntungan bagi 
nasabah dan bank tetap dipertimbangkan (Mariya Ulpah, 2020).  
Berikut adalah perbedaan antara sistem kredit yang dilakukan oleh 
bank Konvensional dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang 
dilakukan oleh bank syariah. 

 
Tabel 7.1. Perbedaan Kredit dan Pembiayaan Syariah 

No Deskripsi 
Kredit 
Konvensional 

Pembiayaan 
Syariah 

1 Dasar Hukum Undang-Undang 
Al-Quran, Al 
Hadist dan 
undang-undang 

2 Kontrak/perjanjian Utang-piutang 

Adanya 
Underlying 
transaction yang 
berupa transaksi 
jual beli, 
sewa/beli dan 
bagi hasil 

3 Kompensasi  Bunga/interest 
Profit margin, 
pendapatan sewa, 
bagi hasil 

4 Penggunaan 

Tidak boleh 
bertentangan 
dengan hukum 
positif 

Tidak boleh 
bertentangan 
dengan hukum 
positif dan hukum 
islam 

5 Target Bisnis 

Selalu untung 
sesuai dengan 
besarnya bunga 
yang telah 
diperjanjikan 

Bagi hasil 
keuntungan dan 
kerugian 
ditentukan oleh 
hasil usaha yang 
dikelola nasabah 

Sumber: Mariya Ulpah (2020:154) 
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7.3 Skema Pembiayaan Syariah 
Skema kredit pada bank konvensional dilakukan dengan 

meminjamkan uang kepada nasabah yang mengajukan pinjaman 
dana pada bank dan memberlakukan bunga untuk 
pengembaliannya. Dalam perbankan syariah skema tersebut tidak 
dapat dilakukan karena prinsip tersebut bertentangan dengan dua 
aspek penting yang harus ada dalam sistem pembiayaan syariah 
yaitu aspek syar’i dan aspek ekonomi. Penambahan bunga dalam 
pengembalian dana kredit bank konvensional dalam hal ini tidak 
memenuhi dua aspek tersebut dan dipandang sebagai “tindakan 
paksaan“ yang mana dalam konsep pembiayaan syariah tambahan 
dana dari pengembalian pembiayaan yang bukan atas prakarsa 
yang menerima pembiayaan perlu untuk dihindari (Rahmat Ilyas, 
2015). Oleh karena itu, untuk bisa menjalakan program pembiayaan 
seperti pada bank konvensional, skema kredit pada bank syariah 
harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip islami.   

Penerapan aspek syar’i dan aspek ekonomi pada 
pembiayaan bank syariah dapat dilakukan dengan mengubah 
konsep dari meminjamkan uang menjadi membiayai kegiatan 
nasabah. Dengan konsep tersebut bank syariah tidak perlu 
meminjamkan uang dengan penambahan bunga didalamnya. 
Sebagai gantinya, Bank syariah dapat menjadi media perantara 
dengan menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian 
menjualnya kembali kepada nasabahnya dengan harga beli 
ditambah keuntungan (Veithzal, 2001). Hal ini boleh dilakukan 
dalam konsep muamalah islam karena sudah ada perpindahan 
kepemilikan barang. Konsep ini menjadi jalan tengah untuk 
memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan nilai-
nilai islami didalamnya. Secara umum bank syariah memiliki 3 
skema pembiayaan yaitu mengunakan prinsip bagi hasil, prinsip jual 
beli dan prinsip sewa menyewa (Rahmat Ilyas, 2015). 
7.3.1 Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil merupakan fasilitas pembiayaan pada bank 
syariah  yang membantu nasabah dalam pengelolaan usahanya. 
Pada prinsip ini bank akan menyediakan modal usaha atau barang 
yang dinilai dengan uang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam 
fasilitas pembiayaan ini bank syariah dapat menyediakan modal 
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hingga 100% dari kebutuhan modal nasabah. Hal ini dikarenakan, 
bank syariah akan mendapatkan bagi hasil keuntungan dari 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah dan bank syariah. 
Besarnya Keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak yang 
terlibat disesuaikan dengan nisbah (prosentase) yang telah 
disepakati di awal pada saat akad pembiayaan dilakukan.  

Prinsip bagi hasil pada pembiayaan syariah dapat dilakukan 
dengan menggunakan dua metode yaitu metode profit sharing atau 
revenue sharing. Profit sharing adalah pembagian hasil usaha yang 
diambil dari laba bersih kegiatan usaha sehingga sebelum dibagikan 
nisbahnya pendapatan telah dikurangi biaya operasional. 
Sementara metode revenue sharing adalah pembagian keuntungan 
hasil usaha yang diambilkan dari laba kotor kegiatan usaha. 
Pembagian ini belum dipotongkan biaya operasional yang timbul 
akibat adanya usaha. Dengan demikian, apabila ada biaya 
operasional akan ditanggung oleh salah satu pihak dan diambilkan 
dari pendapat laba yang telah diterima. Prinsip bagi hasil pada 
pembiayaan syariah dapat ditemukan pada produk-produk 
perbankan syariah yang menggunakan akad pembiayaan sebagai 
berikut : 
1. Mudaharabah 

Prinsip pembiayan bagi hasil dengan akad mudaharabah 
adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak yang mana 
100% modal akan disediakan oleh salah satu pihak sebagai 
shahibul maal, sementara pihak lainnya menjadi pengelola. 
Pada prinsip ini keuntungan akan dibagi berdasarkan 
kesepakatan yang telah dibuat dalam dokumen kontrak. 
Sementara untuk kerugian akan ditanggung oleh shahibul 
maal sebagai pemilik modal dengan ketentuan kerugian tidak 
diakibatkan kelalaian pengelola. Pada prinsip ini jika 
kerugian diakibatkan oleh pengelola maka kerugian dari 
kegiatan usaha akan ditangunggung oleh pengelola. 

2. Musyarakah 
Muyarakah adalah bentuk akad kerjasama dalam pembiayaan 
bagi hasil yang mana semua pihak yang telibat dalam 
kegiatan usaha akan memberikan kontribusi dana. Besaran 
kontribusi dana ditentukan atas dasar kesepakatan bersama-
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sama di awal. Begitupula dengan keuntungan dan kerugian, 
pada akad musyarakah apabila ada keuntungan dan kerugian 
akan ditanggung semua pihak yang terlibat sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat.  

3. Muzara’ah 
Kerjasama dengan akad muzara’ah adalah bentuk kerjasama 
dalam bidang pengelolaan pertanian. Pada akad ini pemilik 
lahan akan berkerjasama dengan penggarap lahannya dengan 
kesepakatan bagi hasil dari hasil panen. Kerjasama 
pengelolahaan lahan dapat dilakukan dengan benih dari 
pemilik lahan (Muzara’ah) atau benih berasal dari penggarap 
lahan (mukhanarah).  
 

7.3.2 Prinsip Jual Beli 
Prinsip jual beli merupakan sistem pembiayaan syariah 

dimana bank akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh 
nasabah atau memberi kuasa pada nasabah untuk membeli barang 
yang dibutuhkan atas nama bank. Dengan kata lain nasabah akan 
membeli barang yang dibutuhkan di bank. Bank akan menjual 
barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga beli ditambah 
dengan keuntungan yang nisbahnya sudah ditentukan di awal dan 
akan menjadi bagian dari  harga barang yang diperjualbelikan. 
Menurut mariya ulpah (2020) prinsip pembiayaan syariah dengan 
sistem jual beli terbagi dalam lima kategori yaitu : 
1. Bai’ al-Murabahah adalah Prinsip jual beli akan suatu barang 

dimana penjual akan secara jelas menyebutkan barang yang 
diperjualbelikan, harga beli dan keuntungan yang diambil.  

2. Bai’ al-muqayyadah adalah prinsip jual beli dengan sistem 
barter yaitu barang dengan barang.  

3. Bai’ al-mutlaqah adalah prinsip jual beli antara barang 
dengan jasa atau dengan uang. Dalam prinsip ini uang 
berperan sebagai alat tukar. 

4. Bai’ as-salam adalah prinsip jual beli dimana penjual akan 
menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya sementara 
pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal 
dari barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Pada 
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prinsip ini barang yang diperjualbelikan akan diserahkan 
sesuai dengan kesepakatan bersama.  

5. Bai’ al-istisna adalah prinsip jual beli dalam bentuk kerjasama 
dimana pembayaran dapat dilakukan dengan cara diangsur 
sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam 
prinsip ini harga atas barang dibayarkan terlebih dahulu oleh 
bank kemudian barang yang dibeli akan diproduksi dan 
diserahkan kemudian. 
 

7.3.3 Prinsip Sewa Menyewa 
Pembiayaan syariah dengan prinsip sewa menyewa adalah 

sistem pembiayaan dengan cara menyewakan barang atau 
menggunakan barang/jasa dengan memberikan upah sebagai balas 
jasa atas jasa atau barang yang telah diberikan. Prinsip sewa 
menyewa terbagi menjadi dua yaitu : (1) sewa menyewa akad ijarah 
adalah akad pemindahan hak guna dengan pembayaran upah sewa 
barang sebagai imbalannya. Dalam hal ini nasabah hanya memiliki 
hak guna atas barang atau jasa yang digunakan tanpa diikuti 
pemindahan kepemilikan. (2) sewa menyewa akad ijarah 
muntabiha bi at-tamlik yaitu akad sewa menyewa diikuti dengan 
hak kepemilikan ditangan penyewa. Akad ini merupakan gabungan 
akad jual beli dan sewa menyewa yang mana pemindahan hak guna 
barang diikuti dengan pemindahan kepemilikan.  

 

7.4 Analisa Pembiayaan pada Bank Syariah 
Analisa pembiayaan merupakan prosedur yang paling 

pertama yang akan dilakukan oleh bank syariah ketika ada calon 
mudharip yang akan melakukan pengajuan dana. Analisis ini 
dilakukan untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon 
mudharip dalam mengembalikan pembiayaan dan membayar bagi 
hasil keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam proses analisis 
bank syariah juga akan memperkirakan besarnya resiko yang akan 
ditanggung akibat dari adanya pembiayaan tersebut. Dengan 
demikian, Hasil analisis akan dijadikan pertimbangan oleh bank 
syariah dalam memberikan dan memutuskan pengajuan dana calon 
mudahrip diterima atau ditolak.  
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Analisa pembiayaan merupakan kegiatan melakukan 
penilaian permohonan pengajuan dana calon nasabah dengan 
tujuan untuk: (1) melakukan penilaian kelayakan usaha calon 
peminjam, (2) menekan resiko akibat tidak terbayarnya 
pembiayaan, (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak 
(Muhamamd lathif 2018). Dengan demikian bank akan 
mendapatkan kenyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh 
bank syariah dapat dan mampu dikembalikan oleh nasabah sesuai 
dengan kesepakatan.  

Analisis pembiayaan pada bank syariah dilakukan dengan  
program pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. 
Menurut Muhamamd lathif (2018) pembiayan syariah dibedakan 
menjadi empat yaitu (1) pembiayaan produktif, pembiayaan yang 
dilakuan untuk kegiatan peningkatan usaha. (2) Pembiayaan 
konsumtif pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi , (3) 
pembiayaan modal kerja, kebutuhan untuk peningkatan produksi, 
(4) pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk barang-barang 
modal dan fasilitas yang terkait yang sesuai dengan syariah islam. 
Dengan program pembiayaan yang banyak tersebut maka dalam 
melakukan analisis pembiayaan paling tidak memuat aspek berikut 
(Syukri Iska 2012) 
1. Identitas pemohon, meliputi informasi tentang nama, tempat 

tinggal legalitas usaha, lokasi usaha.  
2. Aturan permohonan kredit, meliputi jumlah pembiayaan, 

objek, jatuh tempo, alasan pembiayaan.  
3. Riwayat hubungan dengan bank, meliputi nilai transaksi 

perdangan, hubungan dengan bak sebelumnya. 
4. Analisis 5C meliputi analisis karakter, kemampuan, modal, 

prospek, dan angunan.  
 

7.5 Pendekatan Dalam Analisa Pembiayaan Syariah 
Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah 

menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana 
perlu memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan 
kepentingan bank dan nasabah. Hal ini perlu dilakukan agar 
kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah tidak merugikan nasabah 
dan bank itu sendiri. Bank syariah harus mampu melakukan analisis 
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potensi potensi yang nantinya dapat menyebabkan masalah bagi 
bank terutama dalam pemberian pembiayaan pada nasabah. 
Pembiayaan merupakan salah satu program dari perbankan syariah 
yang memberikan bantuan dengan sistem bagi hasil, jual beli dan 
sewa menyewa. Maka dari itu dalam proses realisasi pembiayaan 
perlu dilakukan analisis kelayakan guna menyakinkan pihak bank 
bahwa pembiayaan tersalurkan pada orang yang tepat sesuai 
dengan kebutuhan nasabah baik dari segi jumlahnya dan 
pengembaliannya. Analisis pembiayaan merupakan langkah awal 
yang dilakukan bank untuk mencegah pembiayaan yang 
bermasalah. 

Menurut Rahmat Ilyas (2019) Secara umum analisis 
pembiayaan dilakukan dengan beberapa pendekatan yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pendekatan Jaminan 

Pendekatan jaminan merupakan analisis pembiayaan dengan 
memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang 
dijaminkan. Bank akan melakukan penilaian dan tafsiran 
harga dari barang yang dijaminkan oleh nasabah untuk 
menentukan jumlah dan waktu pengembalian pembiayaan. 
Jaminan berfungsi sebagai alat pembayaran sekaligus bentuk 
antisipasi bank apabila dikemudian hari terjadi kerugian atau 
masalah terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Dalam 
sistem operasional perbankan syariah yang mengadopsi 
hukum dan prinsip-prinsip islam, keberadaan barang 
jaminan bukan merupakan sebuah ketentuan yang harus ada. 
Namun untuk menjamin mudharip tidak melakukan 
penyimpangan, permintaan akan adanya barang jaminan 
dalam kegiatan pembiayaan diperbolehkan (DSN-MUI 
Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000) dengan ketentuan barang 
yang dijaminkan memiliki nilai ekonomis, mudah dijual, jelas 
dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai 
dan tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan marhun 
(Muhammad Maulana,2014). Penerapan barang jaminan 
dalam sistem operasional bank syariah dikenal dengan akad 
rahn dan akad kafalah. Akad ini dapat digunakan sebagai 
akad jaminan yang merupakan perjanjian tambahan yang 
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mengikuti akad pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. 
Barang jaminan atau dalam bank syariah disebut dengan 
angunan sifatnya penting pada pembiayaan syariah yaitu 
sebagai pelindung hukum bagi bank dalam mengantisipasi 
resiko pinjaman yang tidak kembali (Nurbaedah & Yudhi: 
2021).  

2. Pendekatan Karakter 
Pendekatan dengan menggunakan karakter adalah analisis 
pembiayaan dengan memperhatikan karakter nasabah 
sebagai point penilaiannya. Dalam pendekatan ini bank akan 
mencari tau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan 
memiliki komitmen atau tidak dalam memenuhi 
kewajibannya pada perjanjian kerjasama yang akan 
dilakukan. Bank harus memiliki kenyakinan bahwa nasabah 
yang akan melakukan kerjasama pembiayaan syariah layak 
memperoleh bantuan dana. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari resiko one prestasi yang dilakukan oleh salah 
satu pihak. Menurut ismail (2006) dalam melakukan analisis 
karakter nasabah dapat dilakukan dengan sistem sebagai 
berikut (1) BI Checking, (2) informasi dari pihak lain, (3) 
wawancara, (4) melihat dari status dan riwayat hidup, (5) 
Chekin in club, (6) pengecekan daftar hitam nasabah, (7) 
pengecekan supliyer, (8) pengecekan karakter masyarakat 
setempat.  

3. Pendekatan Kemampuan Pelunasan 
Pendekatan kemampuan pelunasan adalah analisis yang 
digunakan oleh bank syariah untuk mengetahui kemampuan 
nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah 
diberikan. Analisis ini dilakukan untuk mengali informasi 
sebanyak-banyaknya dengan tujuan agar dapat mengambil 
keputusan yang tepat tentang nominal yang akan disalurkan 
dengan kemampuan pengembaliannya. Dalam analisis ini 
pihak bank akan melakukan analisis keadaan ekonomi 
nasabah, jumlah tanggunan nasabah, dan kemungkinan 
hutang ditempat lain, posisi nasabah dalam persaingan pasar 
dan juga propek ke depan usaha yang sedang dijalani oleh 
nasabah.  
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4. Pendekatan Studi Kelayakan 
Pendekatan studi kelayakan merupakan analisis bank syariah 
untuk menentukan layak atau tidaknya usulan pembiayaan  
calon nasabah. Bank akan menilai kelayakan usaha nasabah 
dengan melihat kredibilitas manajemen, kemampuan 
membayar kembali dan jaminan yang diserahkan.  Analisis 
kelayakan usaha digunakan untuk memperkirakan dan 
menafsirkan kegiatan usaha yang diijalankan nasabah 
memiliki prospek yang baik dan minim resiko selama periode 
pembiayaan berlangsung. Analisis kelayakan dapat dilakukan 
pada beberapa aspek seperti aspek legalitas, aspek 
lingkungan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek 
manajemen usaha dan aspek finasial (Rochmat dkk, 2017). 
Dari hasil penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan 
besaran biaya atau investasi yang diberikan pada nasabah 
serta bonefiditas yang akan terima ketika bank syariah 
menyetujui melakukan pembiayaan pada usaha tersebut. 

5. Pendekatan fungsi-fungsi bank 
Pendekatan fungsi-fungsi bank merupakan analisis dari 
penerapan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang 
bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana. Dalam hal 
ini bank harus memiliki perhitungan yang seimbang antara 
dana yang masuk dengan dana yan dikeluarkan dan 
mekanisme perputaran dananya. 
 

7.6 Prinsip Analisis Pembiayaan Syariah 
Analisis pembiayaan merupakan langkah awal sebagai 

tindakan preventif mencegah resiko permasalahan yang 
ditimbulkan akibat pembiayaan. Muhamamad lathief (2018) 
menjelasakan secara umum analisis pembiayaan syariah dapat 
menggunakan prinsip 6 C yaitu; 
1. Charakter  

Charakter merupakan penilaian terhadap watak dan karakter 
nasabah. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana nasabah memiliki itikad baik dan kooperatif 
menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang 
dibuat  dalam proses pembiayaan. Penilaian karakter 
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merupakan salah satu cara untuk menyakinkan bank bahwa 
nasabah yang menerima pembiayaan dari bank memiliki sifat 
yang baik, jujur, bertanggung jawab, kooperatif dan memiliki 
komitmen dalam menyelesaikan apa yang sudah menjadi 
tanggungjawabnya sehingga tidak menyulitkan pihak bank 
dikemudian hari.  

2. Capacity 
Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan calon 
mudharip dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini bank 
akan menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba 
yang bertujuan untuk menilai sejauh mana mudharip dapat 
mengembalikan dana dari usaha yang dilakukan. Dalam 
pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil 
misalnya, penilaian capacity calon mudahrip akan membantu 
bank menilai bahwa bantuan modal yang akan diberikan 
dapat menghasilkan keuntungan sehingga bank akan 
memperoleh bagian keuntungan dari kegiatan usaha 
mudharip yang nisbahnya sudah ditentukan di awal.  

3. Capital 
Capital adalah penilaian terhadap kebutuhan modal yang 
diajukan calon mudharip. Bank akan mengidentifikasi 
kebutuhan modal usaha dengan modal yang telah dimiliki 
oleh calon mudharip. Bank juga akan melihat besar kecilnya 
usaha yang dilakukan dan juga lama nya usaha tersebut telah 
berjalan. Hal ini dilakukan agar bank dapat melihat rasio 
keuangan usaha dan mengukur proyeksi keuangan 
setelahnya. Untuk calon mudharip yang berasal bukan dari 
kalangan usaha, analisis capital dilakukan dengan melihat 
pendapat bulannan yang terima selama tiga bulan berturut-
turut.   

4. Collateral 
Collateral adalah analisis terhadap angunan yang diserahkan 
oleh mudharip dalam mengajukan pembiayaan. Bank akan 
melakukan tafsiran harga terhadap angunan yang diajukan 
dalam pembiayaan. Tafsiran digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menentukan nilai pembiayaan yang 
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akan disetujui oleh bank. Angunan dalam hal ini harus 
memiliki nilai ekonomis, marketable,  

5. Condition 
Condition dalam penilaian pembiayaan adalah keadaan yang 
mempengaruhi kegiatan usaha dari calon mudarib. Kondisi 
ini meliputi keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya 
yang dapat mengganggu kegiatan usaha calon mudharip. 
Dalam hal ini bank harus dapat memperkirakan dan 
membaca kondisi terkini yang sedang terjadi dimasyarakat 
dan pengaruhnya terhadap calon mudharip yang akan 
mengajukan pendanaan. Sehingga bank dapat memutuskan 
besarnya pendanaan yang akan disalurkan. 

6. Costraint 
Costraint adalah analisis terhadap keadaan dan lingkungan 
sekitar usaha yang tidak mungkin untuk dilakukan kegiatan 
usaha. Dengan kata lain bank harus melakukan analisis 
faktor-faktor yang menghambat kelancaran usaha dari 
lingkungan sekitar usaha.  

7.7 Analisa Kuantitatif (Aspek Pemasaran 
Manajemen, Teknik Usaha) 

Dalam melakukan analisis pembiayaan syariah selain 
menggunanakan prinsip 6C, ada beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan oleh bank syariah ketika akan menentukan kelayakan 
pembiayaan permohonan dana. Aspek tersebut menurut 
Mohammad Lathif (2018) adalah sebagai berikut:  
1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produk 

Pemasaran merupakan kegiatan untuk menjual jasa atau 
barang hasil produksi. Kegiatan usaha bisa dikatakan berhasil 
bila perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang 
banyak dengan berhasil memasarkan produk atau jasa 
mereka. Semakian banyak barang yang diproduksi berhasil 
dijual maka keuntungan yang diterima juga akan semakin 
besar. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting dalam 
menentukan keberhasilan usaha, Maka dari itu sebagai 
seorang analisis bank syariah harus dapat melihat secara 
rinci bagaimana calon nasabah yang akan menerima 
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pembiayaan melakukan pemasaran produknya. Analisis 
pembiayaaan dengan startegi pemasaran dapat dilihat dari 
dua aspek. Pertama, aspek internal meliputi strategi yang 
digunakan dalam melakukan pemasaran dari produk, place, 
price dan promosi yang digunakan bisnis calon mudharip. 
Bank harus dapat mengidentifikasi 4 faktor tersebut untuk 
melihat prospek dari kegiatan usaha yang dijalan dapat 
bertahan lama dan diterima oleh masyarakat. Kedua, dari sisi 
ekternal perkembangan teknologi, politik dan persaingan 
pasar dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dijalankan 
oleh calon mudharip. Maka dari itu, bank syariah harus dapat 
mengantisipasi dampak yang nantinya diakibatkan oleh 
kondisi tersebut dan mempertimbangkan apakah dampak 
tersebut bisa mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang 
akan diterima ketika pembiayaan telah diberikan.  

2. Evaluasi Manajemen Perusahaan 
Selain pemasaran, faktor yang tak kalah penting adalah 
manajemen perusahan. Manajemen perusahan merupakan 
kegiatan untuk mengatur jalannya perusahaan. Manajemen 
merupakan nahkoda yang akan mempengaruhi kelangsungan 
dan perkembangan usaha/perusahaan. Maka dari itu 
manajemen dalam perusahaan tidak boleh luput dari 
pertimbangan bank syariah ketika akan melakukan penilaian 
terhadap permohonan dana calon mudharip. Ada beberapa 
aspek yang dapat dijadikan bank syariah dalam menilai 
manajemen dalam perusahaan. Aspek tersebut adalah 
sebagai berikut: (1) usia perusahaan, (2) kualifikasi dan 
kekompakan pimpinan, (3) kedudukan perusahaan dipasar, 
(4) kemampuan mengelola perusahaan, (5) Kemampuan 
mengelola SDM, (6) kemampuan memperoleh keuntungan,  
dan (7) analisis kondisi keuangan.  Ke 7 aspek tersebut dapat 
mengambarkan bagaimana cara pimpinan mengatur  cara 
kerja usahanya agar mendapatkan keuntungan yang 
maksimal. Bank syariah dapat memperoleh informasi terkait 
dengan ke tujuh aspek tersebut melalui kegiatan wawancara 
dan dokumen yang diserahkan calon mudharip dalam 
pengajuan dana.  
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3. Kondisi keuangan 
Kondisi keuagan usaha mengambarkan secara keseluruhan 
bagaimana keadaan usaha pemohon dana. Bank syariah 
sebagai analis diharapkan dapat mengevaluasi kondisi 
keuangan pemohon dana agar dapat memprediksi 
kemampuan pemohon dana dalam menghasilkan keuntungan 
dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang 
telah disepakati. Analisis keuangan pemohon dana dapat 
dilakukan dengan melihat dokumen laporan keuangan 
(neraca dan laba rugi) dari kegiatan usaha sehingga bank 
dapat mengetahui efisiensi penggunaan dana sebelumnya.  
Selain itu, analisis laporan keuagan dapat menggunakan 
analisis rasio sebagai patokannya. Umumnya analisis rasio 
yang digunakan adalah analisis rasio profitabilitas yang 
membanding keuntungan setiap masa, analisis penggunaan 
dana pinjaman sehingga bisa resiko yang akan ditanggung, 
analisis rasio likuditas untuk melihat kemampuan membayar 
hutang, dan analisis aktivitas untuk efisiensi dalam 
penggunaan hartanya.  
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BAB 8 
AKAD – AKAD PEMBIAYAAN DAN 
KONTRAK SYARIAH 
 

Oleh Akhmad Rifa’I 
 

8.1 Akad Pembiayaan 
8.1.1 Konsep Akad 
1. Pengertian Akad 

Perjanjian dalam Islam sering disebut sebagai Aqad, atau 
yang lebih umum dikenal dengan sebutan akad dalam 
bahasa Indonesia. Makna dari akad adalah sebuah ekspresi 
dari individu atau kelompok yang mengekspresikan niat 
mereka untuk melakukan transaksi, baik yang melibatkan 
pertukaran harta (mubadalah al-maliyah) maupun bentuk 
perjanjian lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, yang 
terdokumentasikan dalam kitab fiqih, beberapa syarat, 
rukun harus terpenuhi supaya dianggap sah, seperti 
memastikan kelayakan pihak-pihak yang terlibat, kejelasan 
mengenai tujuan akad, kejelasan kesepakatan pihak-pihak, 
dan objek yang diperjanjikan merupakan harta yang 
memiliki nilai yang dapat diukur. Secara umum, pemenuhan 
formalitas atau syarat-rukun tersebut adalah kunci untuk 
menilai keabsahan sebuah akad. Istilah formalitas sendiri 
mencerminkan pentingnya aspek legalitas yang harus 
terpenuhi dalam suatu perjanjian (Ridwan, 2014). 

2. Rukun Akad  
Rukun akad : elemen-elemen yang menjadi penentu 
terbentuknya suatu perjanjian, dan rukun-rukun akad ini 
diuraikan sebagai berikut (Wahid, 2019) : 
a. Aqid adalah istilah yang mengacu pada pihak-pihak yang 

terlibat dalam perjanjian., yang terkadang terdiri dari 
satu orang pada masing-masing pihak. Contohnya, dalam 
transaksi jual beli beras di pasar, biasanya terdapat 
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seorang sebagai penjual dan seorang sebagai pembeli; 
sedangkan dalam perjanjian ahli waris, mereka setuju 
untuk memberikan sesuatu kepada beberapa individu 
lain. 

b. Maqud alaih adalah istilah yang mengacu pada objek 
perjanjian, seperti barang yang dijual dalam perjanjian 
jual beli, hibah, gadai, atau utang yang dijamin oleh orang 
dalam akad kafalah. 

c. Maudu al aqd adalah tujuan utama dari perjanjian. 
Sebagai contoh, dalam perjanjian hibah, tujuan utamanya 
adalah untuk memindahkan barang dari pemberi hibah 
pada penerima hibah tanpa imbalan. 

d. Sigar al-'aqd adalah istilah yang mencakup ijab Kabul. 
Ijab merujuk pada pernyataan awal yang keluar dari satu 
pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, yang 
mencerminkan niat mereka untuk melakukan perjanjian. 
Sementara Kabul adalah pernyataan yang dikeluarkan 
oleh pihak lain yang terlibat dalam perjanjian sebagai 
tanda persetujuan setelah ijab dilakukan. 

3. Syarat terjadinya akad  
Setiap akad memiliki persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
hukum syara' yang harus dipenuhi agar akad tersebut 
dianggap sempurna. Persyaratan untuk terjadinya akad 
dapat dibagi menjadi dua jenis : 

a. Persyaratan umum, persyaratan yang ada dalam semua 
jenis akad. Persyaratannya mencakup: 
1) Ahliyatul aqidain (kedua belah pihak harus mampu 

melakukan akad). 
2) Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi, yang berarti 

objek akad harus memiliki kemampuan untuk 
menerima hukumnya. 

3) Al wiyatusy syariyah fi maudu il aqdi artinya akad 
harus sesuai dengan ketentuan syara' dan harus 
dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk 
melakukannya, bahkan jika bukan pihak yang 
melakukan akad). 
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4) Alla yakunal aqdu au maudu uhu mamnuan binnasin 
syariyin (artinya akad tidak boleh melanggar 
ketentuan syara, seperti praktek bai' mulamasah, 
yaitu saling merasakan, atau bai' munabadzah). 

5) Kaunul aqdi mufidan, yang berarti akad harus 
menghasilkan keuntungan. 

6) Baqaul ijbabissalihan ila mauquil qabul (ijab harus 
berlangsung tanpa dicabut sebelum terjadinya 
Kabul). 

7) Ittihadu majlisil aqdi (artinya para pihak yang 
melakukan akad wajib berkumpul di dalam satu 
majelis). 

b. Persyaratan khusus, yaitu persyaratan yang hanya 
berlaku dalam beberapa jenis akad tertentu dan tidak 
dalam jenis akad lainnya. Beberapa akad dapat memiliki 
persyaratan tambahan selain persyaratan umum, 
seperti persyaratan adanya saksi dalam akad 
pernikahan, dan ketiadaan taliq dalam aqad muawazah 
dan aqad tamlik, dalam transaksi jual beli dan hibah. 

 
8.1.2 Konsep Pembiayaan 

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama 
berdasarkan cara mereka digunakan, sebagai berikut:  
1. Pembiayaan Produktif ialah pembiayaan yang difokuskan 

pada pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan 
usaha produktif. Tujuannya adalah untuk mendukung 
peningkatan dalam berbagai aspek usaha, termasuk, 
perdagangan investasi dan produksi 

2. Pembiayaan Konsumtif, digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan biasanya tidak terkait dengan 
investasi yang menghasilkan keuntungan di masa depan. 
Pembiayaan produktif, dalam konteks syariah (Dariana & 
Ismanto, 2020), dapat dikelompokkan senagai berikut : 
a. Pembiayaan Modal Kerja: Pembiayaan ini digunakan 

untuk meningkatkan produksi, baik dalam hal kuantitas 
maupun kualitas. 
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b. Pembiayaan Investasi: Pembiayaan investasi digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan untuk memperoleh barang-
barang modal (capital goods) dan fasilitas yang terkait 
dengan investasi. Ini terutama terkait dengan pengadaan 
aset dan peralatan yang diperlukan untuk 
mengembangkan bisnis atau proyek investasi. 
 

8.2 Produk- Produk Akad Pembiayaan 
8.2.1 Pembiayaan Akad Mudharabah 
1. Definisi Akad Mudharabah 

Mudharabah adalah jenis perjanjian bisnis dimana orang 
memberi uang kepada orang lain kemudian digunakan 
dalam perdagangan. Mereka bekerja sama untuk mencari 
untung, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan 
kesepakatan mereka. Dalam mudharabah, pemilik modal 
memberikan uang kepada pengelola modal, dan mereka 
berbagi hasil keuntungan atau kerugian sesuai dengan 
perjanjian mereka. (Latif, 2020). 

2. Jenis Akad- Akad Mudharabah 
Ada dua jenis mudharabah: mudharabah muthlaqah dan 
mudharabah muqayyadah (Arifin & SH, 2021). 

a. Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah muthlaqah adalah suatu perjanjian 
kerjasama antara shahibul maal (pemilik modal) dan 
mudharib (pengelola modal), yang mencakup lingkup 
yang luas tanpa batasan khusus pada jenis usaha, 
durasi, atau area bisnis tertentu. Tabungan adalah salah 
satu contohnya. Dalam hal ini, bank tidak dikenakan 
aturan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan 
dana yang mereka kumpulkan.. 
Ciri dari mudharabah muthlaqah ialah seperti berikut: 
1) Bank bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi kepada pemilik dana tentang nisab, yaitu 
jumlah minimal yang harus disimpan, serta aturan 
untuk menginformasikan keuntungan dan 
pembagian risiko yang mungkin timbul dari 
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penyimpanan dana. Informasi ini harus dijelaskan 
dalam perjanjian. 

2) Dalam hal tabungan mudharabah, bank dapat 
memberikan buku tabungan kepada penabung 
sebagai bukti bahwa dana disimpan di sana, serta 
kartu ATM dan alat penarikan lainnya.  

3) Penabung dapat mengambil dana di tabungan 
mudharabah kapan saja sesuai dengan perjanjian, 
tetapi tidak boleh membuat saldo negatif. 

b. Mudharabah Muqayyadah 
Dalam mudharabah muqayyadah, yang juga disebut 
sebagai mudharabah muqayyadah, peran mudharib 
dibatasi dengan batasan tertentu mengenai jenis usaha 
yang dapat dilakukannya. Pembatasan ini biasanya 
mencerminkan preferensi atau kecenderungan dari 
pemilik modal (shahibul maal) terkait dengan jenis 
bisnis yang ingin mereka sertakan dalam perjanjian. 
Simpanan jenis ini memiliki fitur khusus di mana 
pemilik dana dapat menetapkan persyaratan tertentu 
yang harus dipenuhi oleh bank. Ciri utama dari 
simpanan jenis ini adalah: 
1) Pemilik dana bertanggung jawab untuk 

menetapkan peraturan khusus yang harus dipatuhi 
oleh bank. 

2) Bank diwajib memberikan informasi kepada 
pemilik dana mengenai nisab (jumlah minimum 
yang harus disimpan) dan tata cara yang berkaitan 
dengan pemberitahuan mengenai keuntungan. 

3) Bank harus membedakan dana mudharabah 
muqayyadah dari dana lain sebagai bukti simpanan. 

3. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah 
Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul 
maal yang menyediakan dana untuk digunakan sebagai 
modal kerja dalam pembiayaan berbentuk akad 
mudharabah, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana 
atau mudharib saat mereka menjalankan bisnis mereka. 
Meskipun bank tidak berpartisipasi secara langsung dalam 
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manajemen perusahaan nasabah, mereka memiliki hak 
untuk memeriksa dan memberi tahu bisnis tersebut. Dengan 
meninjau dan meminta laporan hasil usaha nasabah yang 
dapat dipertanggungjawabkan, bank dapat melakukan 
pengawasan. 
Laporan hasil usaha yang disampaikan oleh pengelola dana 
(mudharib) digunakan untuk pembagian hasil usaha. 
Laporan ini harus didukung oleh bukti yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini, bank 
bertanggung jawab untuk kerugian usaha yang mungkin 
terjadi, tetapi tidak lebih dari jumlah pembiayaan yang 
diberikan. 
 

8.2.2 Pembiayaan Akad Musyarakah 
1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

"Musyarakah" berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata 
"Syaraka", yang berarti kerja sama atau persetujuan. Namun, 
dalam konteks ini, "Musyarakah" merujuk pada perjanjian 
kerja sama antara dua atau lebih orang untuk mengerjakan 
suatu proyek tertentu. Setiap pihak dalam perjanjian ini 
memberikan dana, atau amal, sesuai kesepakatan; selain itu, 
mereka setuju untuk menanggung keuntungan dan risiko 
yang mungkin terjadi sesuai dengan kesepakatan. 
Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah adalah jenis 
pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama 
antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu bisnis. 
Setiap pihak memberikan kontribusi keuangan sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati, yang juga 
mencakup bagaimana keuntungan dan risiko akan 
ditanggung secara bersamaan (Trimulato, 2017). 

2. Jenis Akad Musyarakah 
Pada umumnya syirkah dibagi dua jenis, antara lain 
(Hasanudin & Mubarok, 2012): 
a. Syirkah Amwal: Ini adalah jenis syirkah di mana dua 

orang syarik atau lebih memiliki harta bersama-sama, 
dengan atau tanpa usaha. Jenis syirkah amwal mencakup 
syirkah amlak, termasuk yang bersifat sukarela (syirkah 
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amlak ikhtiari) seperti ketika dua syarik atau lebih 
menyediakan dana bersama untuk dijadikan modal 
usaha. Selain itu, syirkah amlak juga bisa bersifat wajib 
(syirkah amlak ijbari), seperti kepemilikan bersama oleh 
ahli waris atas warisan ketika kedua orang tua meninggal 
dunia. 

b. Syirkah Abdan: Jenis ini adalah kerjasama antara dua atau 
lebih syarik untuk melakukan usaha tertentu dengan 
modal ketrampilan. Contohnya adalah kerjasama antara 
para penjahit yang bekerja bersama dalam proyek 
pengerjaan seragam sekolah. 

3. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 
Bank dan nasabah bekerja sama sebagai mitra usaha dalam 
pembiayaan yang didasarkan pada akad musyarakah untuk 
menyediakan dana atau barang untuk mendukung bisnis 
tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola bisnis, dan 
bank, sebagai mitra usaha, dapat terlibat dalam pengelolaan 
bisnis sesuai dengan usaha dan wewenang yang disepakati. 
Bank dapat mengambil tindakan, seperti memeriksa 
kemajuan bisnis dan meminta laporan hasil usaha dari klien 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil usaha dari 
pengelolaan dana dibagi menjadi proporsi yang disepakati. 
Laporan hasil usaha klien, yang didukung oleh bukti yang 
dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diubah 
selama masa investasi, menjadi dasar pembagian hasil 
usaha. Baik bank maupun nasabah akan mengalami kerugian 
secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang 
mereka miliki. 
 

8.2.3 Pembiayaan Akad Murabahah 
1. Pengertian Akad Murabahah 
2. Murabahah dalam perbankan syariah merujuk pada 

transaksi jual beli barang dengan harga dasar ditambah 
keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan pembeli 
dan didefinisikan sebagai proses penjualan suatu barang ke 
pembeli dengan harga pembelian yang jelas dan kemudian 
menetapkan keuntungan tertentu. (Nasution, 2021). 
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3. Mekanisme pembiayaan Murabahah 
Bank bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk 
transaksi Murabahah dengan nasabah dalam pembiayaan 
berdasarkan akad Murabahah. Mereka dapat membiayai 
sebagian atau keseluruhan nilai barang yang memenuhi 
kriteria setelah kesepakatan antara bank dan nasabah serta 
akad pembiayaan Murabahah ditandatangani. 
Dalam transaksi ini, karena bank bertindak sebagai penjual, 
kepemilikan atas barang berada pada bank. Apabila 
kepemilikan atas barang tersebut diwujudkan secara nyata 
atas nama bank, akan memunculkan kewajiban pajak dan 
perubahan kepemilikan sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. Namun, jika kepemilikan atas barang tersebut 
hanya bersifat prinsipial tanpa adanya perubahan 
kepemilikan yang nyata, maka bank tidak diwajibkan untuk 
melakukan perubahan kepemilikan atas barang tersebut, 
sehingga tidak akan ada konsekuensi pajak. 
Prinsip kepemilikan oleh bank atas aset tersebut berlaku 
juga dalam pembiayaan berdasarkan akad-akad pertukaran 
lainnya, seperti ishtisna, salam, ijarah, dan ijarah muntahiya 
bittamlik. 
 

8.2.4 Pembiayaan Akad Salam 
1. Pengertian Akad Salam 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah 
jenis pembiayaan yang terlibat dalam transaksi jual beli di 
mana pembiayaan dilakukan bersamaan dengan pembelian 
barang. Dalam transaksi salam, barang yang akan 
diperdagangkan harus dibuat terlebih dahulu sebelum dapat 
diperdagangkan. Produk pertanian dan barang fungible 
lainnya, yaitu barang yang dapat dinilai dan digantikan 
berdasarkan berat, ukuran, dan jumlah, adalah contoh 
barang yang sering menjadi objek transaksi salam (Irawan & 
Hermansyah, 2020). 
Namun, perlu diingat bahwa barang-barang langka dan tidak 
dapat dirusak, seperti lukisan berharga, batu mulia, dan 
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barang lain, tidak boleh dijadikan objek transaksi salam. Ini 
adalah hasil dari sifat unik mereka. 

2. Mekanisme Pembiayaan Salam 
Dalam transaksi Salam, bank bertindak sebagai pihak yang 
menyediakan dana kepada nasabah. Nasabah harus 
menyusun perjanjian tertulis yang berisi rincian akad 
pembiayaan berdasarkan Salam. Penyediaan dana oleh bank 
kepada nasabah harus dilakukan secara penuh di awal, dan 
pembayaran harus dilakukan segera setelah terjadi 
perjanjian pembiayaan berdasarkan akad Salam yang 
disetujui. Bank tidak boleh memberikan pembayaran kepada 
nasabah sebagai pembebasan hutang nasabah kepada bank. 
Barang yang dibiayai melalui akad Salam dapat dijadikan 
sebagai agunan pokok dan diikat sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku untuk jenis barang tersebut. 
 

8.2.5 Pembiayaan Akad Istishna 
1. Pengertian Akad Istishna 

Akad istishna' adalah suatu perjanjian yang melibatkan 
produsen dan pemesan dalam sebuah transaksi di mana 
pemesan membeli barang yang akan diproduksi oleh 
produsen bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 
produsen. Dalam praktiknya, akad istishna' sering digunakan 
dalam pembiayaan perbankan syariah untuk proyek-proyek 
konstruksi (Hidayah et al., 2018). 

2. Mekanisme Pembiayaan Istishna 
Dalam transaksi Istishna, bank bertindak sebagai pihak yang 
memberikan dana kepada klien melalui pembiayaan yang 
didasarkan pada akad Istishna. Penting untuk diingat bahwa 
bank tidak boleh memberikan pembayaran kepada klien 
sebagai pembebasan utang klien kepada bank atau sebagai 
piutang yang dimiliki oleh bank. 
Meskipun Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual 
Beli Istishna tidak mencakup ketentuan tentang jaminan, 
karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 
berdasarkan akad Istishna juga merupakan bentuk 
pembiayaan, ketentuan tentang jaminan didasarkan pada 
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Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang 
mengharuskan bank syariah untuk memberikan pembiayaan 
dengan agunan. 
Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa barang yang 
dibiayai melalui akad pembiayaan Istishna juga dapat 
dijadikan sebagai agunan pokok dan diikat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku untuk jenis barang yang 
bersangkutan. 
 

8.2.6 Pembiayaan Akad Ijarah 
1. Pengertian Akad Ijarah 

Secara etimologis, kata "ijarah" berasal dari kata "ajara-
ya'juru", yang berarti upah yang diberikan dalam suatu 
pekerjaan. Secara terminologis, "ijarah" mengacu pada 
transaksi yang melibatkan pemberian manfaat yang sah dan 
dapat diterima, baik dalam bentuk barang dalam jangka 
waktu tertentu atau dengan menentukan karakteristik 
tertentu dalam suatu perjanjian, atau pekerjaan yang 
dilakukan dengan imbalan upah yang telah ditentukan 
(Solihah, 2014). 

2. Mekanisme Pembiayaan Ijarah 
Dalam transaksi pembiayaan, bank bertindak sebagai pihak 
yang menyediakan dana untuk menyediakan properti yang 
dipesan oleh nasabah. Dana yang diberikan oleh bank 
kepada nasabah dapat dikembalikan melalui angsuran atau 
secara bersamaan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa 
pengembalian dana bank tidak dapat berasal dari 
pembebasan utang atau piutang. 
 

8.2.7 Pembiayaan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 
1. Pengertian Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 
2. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

27/DSNMUI/III/2002, atau DSN No. 27/2002, setiap orang 
yang ingin berpartisipasi dalam al-Ijarah al-Muntahiyah bi 
al-Tamlik harus terlebih dahulu menjalani akad ijarah. 
Menurut Fatwa DSN No. 27/2002, peralihan kepemilikan 
juga dapat dilakukan melalui pemberian selama masa sewa 
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berakhir. Fatwa ini membedakan istilah "pemberian" dengan 
"hibah" (Harrieti, 2017). 

3. Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik 
Bank bertindak sebagai pihak yang memberikan janji 
(wa'ad) dan penyedia dana untuk transaksi ijarah dengan 
nasabah dalam pembiayaan berdasarkan akad Ijarah 
Muntahiya Bittamlik. Memberikan opsi kepada pelanggan 
untuk mengendalikan properti sewa sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati merupakan bagian dari 
janji ini. 
Pembayaran uang sewa dalam pembiayaan Ijarah Muntahiya 
Bittamlik dapat mencakup pembayaran cicilan atas harga 
objek sewa serta biaya sewa secara keseluruhan. Oleh 
karena itu, setelah mempertimbangkan semua kewajiban 
nasabah kepada bank, jika ada uang yang lebih besar, uang 
tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Ada 
kemungkinan untuk mentransfer kepemilikan properti sewa 
dalam pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Namun, pada 
dasarnya, bank syariah memiliki kepemilikan properti sewa, 
seperti yang terjadi dalam pembiayaan ijarah konvensional. 
 

8.2.8 Pembiayaan Akad Qard 
1. Pengertian Akad Qard 

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan, 
menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 
tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi 
Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan 
Prinsip Syariah. Pinjam harus segera mengembalikan jumlah 
pinjaman atau dengan pembayaran cicilan dalam jangka 
waktu tertentu yang telah ditetapkan (Ash-Shiddiqy, 2018). 

2. Mekanisme Pembiayaan Qard 
Bank berfungsi sebagai pihak yang menyediakan dana dalam 
bentuk pinjaman (Qard) kepada klien sesuai kesepakatan 
dalam pembiayaan berdasarkan akad Qard. Penting untuk 
diingat bahwa, kecuali untuk biaya administrasi yang wajar, 
bank juga dilarang mengenakan pengembalian pinjaman 
melebihi jumlah nominal yang telah disepakati dalam akad. 
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Dalam prakteknya, pinjaman Qard seringkali terkait dengan 
transaksi lainnya. Misalnya, jika seorang nasabah dari bank 
konvensional telah mendapatkan fasilitas kredit untuk 
membeli suatu aset, kemudian mereka memutuskan untuk 
mengalihkan transaksi tersebut ke bank syariah. Dalam hal 
ini, nasabah akan mengajukan pinjaman Qard ke bank 
syariah untuk melunasi pinjaman kredit di bank 
konvensional. Setelah itu, nasabah menjual aset tersebut 
kepada bank syariah sehingga pada prinsipnya kepemilikan 
aset berpindah ke bank syariah. Hasil dari penjualan aset 
digunakan untuk melunasi pinjaman Qard. Bank syariah 
kemudian menjual kembali aset kepada pelanggan, dan 
pelanggan membayarnya dengan cicilan sesuai dengan 
perjanjian. 
 

8.2.9 Pembiayaan Akad Multi Jasa 
1. Pengertian Akad Multi Jasa 

Pembiayaan multijasa adalah ketika bank dan nasabah 
pembiayaan memberikan dana atau tagihan untuk transaksi 
multijasa melalui akad ijarah. Nasabah pembiayaan harus 
melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan yang tercantum dalam akad (Dariana & Ismanto, 
2020). 

2. Transaksi Ijarah dan Kafalah dalam Pembiayaan Multi Jasa 
a. Ijarah 
Ijara adalah transaksi antara pemilik dan penyewa yang 
memiliki hak untuk menggunakan properti sewa. Tujuan 
dari transaksi ini adalah agar penyewa dapat menggunakan 
properti dengan imbalan tertentu yang disepakati. 
b. Kafalah 
Kafalah adalah jenis transaksi di mana penjamin menjamin 
pihak ketiga atau orang yang bertanggung jawab untuk 
memenuhi kewajiban pihak ketiga. Dalam kasus ini, 
penjamin bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pihak 
ketiga memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga. 
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3. Mekanisme Akad Multi Jasa Atas Dasar Pembiayaan Ijarah 
Dalam pembiayaan multijasa, bank bertindak sebagai 
penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan klien; bank 
bertanggung jawab untuk menyediakan dana untuk memulai 
penyediaan properti sewa yang telah dipesan oleh klien. 
Bank dapat mengembalikan dana Anda dalam bentuk 
pembayaran langsung atau angsuran. Sangat penting untuk 
diingat bahwa pengembalian dana ini tidak boleh dilakukan 
melalui pembebasan hutang atau pinjaman. 

4. Mekanisme Pembiayaan Multijasa Atas Dasar Akad Kafalah 
Dalam pembiayaan multijasa berdasarkan akad kafalah, 
bank bertindak sebagai pihak ketiga yang menjamin bahwa 
kewajiban nasabah akan dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut. 
Jaminan harus berupa kewajiban yang jelas dengan nilai, 
jumlah, dan karakteristik yang jelas, dan tidak boleh 
melanggar prinsip syariah. Dalam pembiayaan ini, bank 
dapat menerima imbalan atau biaya yang telah disepakati 
sebelumnya, yang dinyatakan dalam nominal tetap. Bank 
akan menanggung kewajiban nasabah dengan memberikan 
dana sebagai talangan jika nasabah tidak dapat memenuhi 
kewajiban mereka terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, ini 
akan berubah menjadi pembiayaan yang harus dibayar oleh 
pelanggan sesuai dengan perjanjian Qard. 
 

Tabel 8.1. Produk Pembiayaan Dan Penyaluran Dana 

No 
Metode 

Pembiayaan 
Nama Produk 

Aplikasi 
Pembiayaan 

Prinsip 
Syariah 

1. Jual Beli a. Murabahah 
Modal Kerja/ 
Proyek atau 
Investasi 

Bay’ al-
Murabahah 

  b. Salam 
Modal Kerja 
atau Investasi 

Bay’ as-
Assalam 

  c. Istisna’ 

Modal kerja 
atau investasi, 
terutama 
proyek 
dengan 
pembayaran 

Bay’ al-Istisna’ 
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No 
Metode 

Pembiayaan 
Nama Produk 

Aplikasi 
Pembiayaan 

Prinsip 
Syariah 

pertermin. 

2. Sewa Beli 
Ijarah 
muntahiya 
bitamlik 

Modal kerja 
atau investasi 

Ijarah 

3. Bagi Hasil a. Musyarakah 
Modal kerja 
atau investasi 

Musyarakah 

  b. Mudharabah 
Modal kerja 
atau investasi 

Mudharabah 

  
c. Mudharabah 

muqayyadah 
Modal Kerja 
atau Investasi 

Mudharabah 

Sumber: (Sari, 2015) 
 

8.3 Kontrak syariah 
Tetapi syariah dan aqidah juga mengandung prinsip-prinsip 

umum (al-ushul al-kulliyah) dan ketentuan-ketentuan perkara-
perkara cabang (al-ahkam al-far'iyyah) yang diperlukan untuk 
memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar ini. Untuk 
mengkonkretkan nilai-nilai ini dalam peraturan hukum tertentu, 
diperlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam (al-
qawa'id al-fiqhiyyah) yang termasuk dalam ilmu ushul fiqh. Subekti 
menyatakan bahwa perjanjian adalah peristiwa ketika satu atau 
lebih orang berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian atau 
saling berjanji untuk melakukannya (Burhanuddin, 2009). 

"Kontrak" adalah istilah lain untuk "perjanjian". Istilah-istilah 
ini memiliki arti yang serupa, yaitu persetujuan antara pihak-pihak 
yang terlibat untuk memenuhi tanggung jawab yang telah 
ditetapkan. Karena kontrak yang disepakati menghasilkan 
kewajiban dan hak kepada para pihak yang membuatnya itu 
menjadi sumber hukum yang sah (Subekti, 1991). 

 

8.4 Asas Perjanjian (Kontrak) Dalam Hukum Islam 
8.4.1 Asas Ibahah (Mabda alIbahah) 

Prinsip hukum Islam dalam konteks muamalat dikenal 
sebagai asas ibahah, yang secara umum menyatakan bahwa "Segala 
sesuatu dianggap boleh dilakukan kecuali ada larangan yang tegas." 
Dalam konteks muamalat, asas ini berarti bahwa tindakan hukum 
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dan perjanjian dapat dilakukan selama tidak ada larangan khusus 
yang mengaturnya. 

 
8.4.2 Asas Kebebasan Berakad (Mabda’ Hurriyah at- Ta’aqud) 

Hukum Islam mengakui prinsip kebebasan berakad, yang 
memungkinkan orang untuk membuat perjanjian tanpa banyak 
batasan yang ditetapkan oleh hukum syariah. Mereka dapat 
menambahkan klausal tambahan ke dalam perjanjian jika 
diperlukan. Mereka berhak melakukannya selama hal ini tidak 
merugikan orang lain secara tidak sah. Hukum Islam 
membenarkannya. 

Sumber-sumber utama Islam, seperti al-Quran dan Sunnah 
Nabi Saw., serta prinsip-prinsip hukum Islam, menunjukkan bahwa 
hukum Islam mendukung kebebasan berakad dalam hal muamalat, 
meskipun ada perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab 
Islam mengenai batas-batas penerapan kebebasan berakad ini. 
Prinsip ini merupakan penjelasan lebih mendalam tentang dasar 
muamalat. 

 
8.4.3 Asas Konsesualisme (Mabda’ ar-Radha’iyyah) 

Menurut prinsip konsensualisme, suatu perjanjian dianggap 
sah jika pihak-pihak yang terlibat mencapai kesepakatan verbal 
tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, 
perjanjian biasanya dianggap konsensual, yang berarti kesepakatan 
antara para pihak sudah cukup untuk membuat perjanjian sah. 

 
8.4.4 Asas Janji itu Mengikat 

Banyak perintah yang mendorong untuk memenuhi janji 
ditemukan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam hukum Islam, kaidah 
usul fiqh yang mengatakan, "Perintah pada dasarnya 
mengindikasikan kewajiban" menunjukkan bahwa janji adalah 
suatu kewajiban yang mengikat yang harus dipenuhi. 

 
8.4.5 Asas Keseimbangan (Mabda’ at-Tawazun fi al- Mu’ 

awdhah) 
Meskipun keseimbangan ideal dalam transaksi jarang 

terjadi, hukum perjanjian Islam tetap menekankan pentingnya 
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keseimbangan dalam menghadapi risiko. Pembatalan perjanjian 
adalah contoh dari prinsip keseimbangan dalam menanggung risiko 
jika terjadi ketidakseimbangan yang signifikan dalam prestasi yang 
diberikan dan diterima oleh para pihak. Kreditor tidak berbagi 
risiko dalam larangan transaksi riba dan tetap berhak atas 
persentase tertentu, bahkan jika perusahaan tidak menghasilkan 
keuntungan. 

 
8.4.6 Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) 

Menurut prinsip kemaslahatan, perjanjian yang dibuat, 
semua pihak harus memiliki tujuan yang sama untuk membantu 
semua pihak tanpa menyebabkan mereka rugi atau kesulitan. Jika 
perubahan yang tidak terduga terjadi selama pelaksanaan 
perjanjian dan berdampak serius pada semua pihak yang terlibat, 
maka kewajiban dalam perjanjian dapat diubah dan disesuaikan 
dengan pertimbangan yang bijaksana. 

 
8.4.7 Asas Amanah 

Menurut prinsip amanah dalam transaksi, setiap orang harus 
berperilaku baik ketika berinteraksi dengan orang lain; tegas 
dilarang untuk memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Banyak hal 
yang diperdagangkan di zaman sekarang yang hanya diketahui oleh 
beberapa orang yang ahli. Masyarakat umum seringkali tidak 
memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut. 
Misalnya, orang awam biasanya tidak tahu banyak tentang 
spesialisasi dalam bidang kedokteran, terutama dokter spesialis. 
Oleh karena itu, seorang pasien sangat bergantung pada dokternya 
untuk memberikan informasi yang jelas ketika dia harus membuat 
keputusan tentang pengobatan atau perawatan. Hal yang senada 
berlaku untuk barang berteknologi tinggi, jika tidak digunakan 
dengan benar dapat berbahaya. Orang yang membeli sesuatu dalam 
situasi seperti itu sangat bergantung pada informasi yang diberikan 
oleh penjual. Oleh karena itu, hukum perjanjian Islam menekankan 
betapa pentingnya menjadi jujur dan amanah saat memberikan 
informasi kepada orang yang mungkin tidak tahu (Saliman, 2011). 
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BAB 9 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
BANK SYARIAH 
 
Oleh Setyoadi Pambudi 
 
9.1 Pengertian Pengawasan Syariah 

Dalam konsep syariah, ada monitoring dan evaluasi terhadap 
pengawasan syariah berdasar hukum syariah yang termuat pada 
sistem operasionalnya.  Pengawasan Bank Syariah adalah suatu 
sistem yang mengawasi kinerja pada Lembaga keuangan syariah 
(LKS) berdasarkan pada instrument penyesuaian sistem 
operasional pada bank syariah yang disesuaikan dengan sistem 
keuangan syariah. Sedangkan terkait kewajiban dan hak setiap ada 
produk serta jasa di bank syariah diperlukan fatwa keabsahannya 
lebih dulu bisa melalui Dewan syariah nasional – Majelis Ulama 
Indonesia (DSN – MUI) dan fungsi pada pengawasan dan kontrol 
oleh Bank Sentral serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Dasar pemahaman yang kompleks dan himbauan atas 
pentingnya pengendalian serta pengawasan secara langsung 
terhadap aktivitas di bank syariah ini telah tercantum dalam ayat Al 
Quran QS: Al – Ma’idah ayat 8 sebagai berikut: 

Hai tiap orang yang bertaqwa dan beriman, hendaknya 
kamulah yang menjadi muslim yang selalu menegakkan kebenaran 
amar maruf nahi munkar karena Allah SWT, menjadi saksi dengan 
seadil adilnya.  

Ayat di atas mampu menjelaskan bahwasanya setiap 
manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini hendaknya selalu taat 
terhadap aturan Allah SWT, sehingga ia mampu menjalan peran 
sebagai pemimpin yang menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
karena Allah SWT. Untuk mengetahui apakah yang dijalankan telah 
sesuai dengan aturan Allah SWT, maka diperlukan controller dari 
pihak yang ahli dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks system 
operasional bank syariah, maka yang berperan sebagai controller 
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adalah Dewan Pengawas Syariah. DPS ini memiliki fungsi sebagai 
auditor, baik internal maupun eksternal terhadap lembaga 
keuangan syariah.  

 Selain QS: Al – Ma’idah ayat 8, firman Allah SWT dalam QS At 
– Tiin ayat 4 – 8 juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
menjalankan system pengawasan terhadap kinerja bisnis. Ayat 
tersebut berbunyi,  

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan 
sebaik-baiknya bentuk. Kemudian Kami kembalikanya manusia 
menjadi serendah-rendah manusia yang sangat rendah. Kecuali bagi 
manusia - manusia yang beriman, taqwa serta mampu mengerjakan 
amal baik yang disyaratkan oleh agama Islam, maka untuk itullah 
mereka akan mendapatkan pahala yang tiada henti putus amal 
kebajikanya. Oleh karena itu, apakah engkau bisa mendustakan 
agama Islam sebagai agama yang rohmatan lil alamin? Bukannya 
Tuhan seadil-adil penilai. 

Ayat di atas dapat dimaknai bahwa setiap manusia 
hendaklah berlaku di bumi ini berdasar tuntunan Allah SWT supaya 
ia tidak terjatuh dalam kejahiliyahan dan menjadi umat manusia 
yang hina. 

 Apabila dalam bertindak didasarkan atas nilai – nilai yang 
baik, maka kebaikan serta pahala juga akan ikut serta. Oleh karena 
itu, tuntunan serta pedoman syariah Islam harus senantiasa ditaati 
dan dihormati dalam kehidupan manusia. Dalam pemahaman 
menjalankan kegiatan aktivitas berekonomi, agar terhindar menjadi 
umat manusia yang hina di hadapan Allah SWT, maka ketaatan 
terhadap prinsip syariah, yakni kepatuhan terhadap hukum 
ekonomi Islam harus dijalankan secara tepat. Lebih jauh, ayat dalam 
QS At – Tiin ayat 4 – 8 juga memerintahkan umat manusia agar 
segala aktivitasnya mempunyai arah dan akuntabilitas secara 
horinzontal dan vertikal, yakni kepada Allah SWT sebagai wujud 
ketaqwaan dan rasa syukur karena manusia telah diciptakan sesuai 
dengan segala bentuk kesempurnaan.  

 Pedoman lain dalam kitab suci Al Qur’an yang mampu 
memaparkan akan pentingnya salah satu fungsi pada pengawasan 
dan kontrol yang akurat dalam setiap kegiatan manusia, khususnya 
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dalam konteks kegiatan berekonomi, juga tercantum pada QS: Al – 
Hujarat ayat 6 yang berbunyi, 

“Hai kepada manusia yang beriman dan bertaqwa, jika aka 
nada yang datang kepadamu orang yang fasik sedang membawa 
berita buruk, periksalah dengan teliti akan kebenaran informasi 
tersebut dengan sebaik mungkin agar engkau tidak menghakimi 
suatu musibah kepada suatu kaum tertentu tanpa mengenali terlebih 
dahulu keadaan yang mampu menyebabkanya manusia menyesali 
atas perbuatan tersebut” 

Ayat di atas dapat dimaknai dalam berbagai konteks bahwa 
laporan pengawasan terhadap kinerja aktivitas berekonomi, seperti 
yang telah diketahui oleh berbagai sumber berita, hasilnya 
merupakan informasi yang valid.  

 Informasi tersebut antara lain laporan keuangan atau suatu 
laporan lain yang ditujukan kepada penggunaan informasi 
(stakeholder) sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 
Untuk menghindari resiko informasi yang tidak akurat, informasi 
dan berita yang disampaikan wajib diverifikasi terlebih dahulu oleh 
pihak yang berkompeten, yakni dewan pengawas dan auditor 
internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap lembaga 
keuangan syari’ah muncul dari diskusi yang berkembang mengenai 
regulasi dari masing – masing lembaga keuangan syariah yang 
kemudian menerapkannya dalam berbagai jenis pengajaran, 
membahas akad-akad yang lazim digunakan di lembaga-lembaga 
keuangan syariah, dan secara lisan menyesuaikannya dengan 
konsep syariah, serta mencocokannya dengan konsep fiqh Islami.  

 Dalam skala global, fenomena ini terkadang berkurang 
dengan munculnya aliran pemikiran tertentu. Kemudian akan 
tercipta konsep halal satu mazhab dan respon yang sesuai dengan 
mazhab lainya, setelah itu akan lahirnya fatwa tertentu. Begitu pula 
ketika menghadapi problematika di lingkungan syariah, maka 
permasalahan akan muncul dan mampu menjelaskan system 
kelembagaan pengawas yang syariah yang baik dan mampu 
menjawab tantangan yang sudah muncul yang begitu kompleks.  
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9.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Islam  
 Untuk menjamin diterapkannya prinsip dan kaidah syariah 

dalam berbagai kegiatan lembaga keuangan syariah, maka 
dibentuknya lembaga pengawas syariah yang independen. 
Eksistensi pada lembaga pengawas bank syariah ini  adalah salah 
satu bentuk transfer keilmuan tentang ajaran agama Islam sebagai 
agama yang Rohmatan Lil  Alamiin. Dalam ajaran agama Islam, 
apabila mendapatkan sesuatu yang halal dengan cara yang haram, 
maka hukumnya menjadi haram. Begitu pula dengan ekonomi 
berbasis syariah sebagai suatu hal yang baik hanya akan berdampak 
positif apabila dijalankan secara halal dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Praktik kehalalan ekonomi 
syariah ini harus diatur dan diawasi agar sesuai dengan kaidah 
syariat islam. Dalil syara’ mengatakan, “apa yang dilarang 
mengambil, dilarang memberi” ataupun “apa yang dilarang 
dilakukan, dilarang pula untuk mencarinya”.   

 Alqoud dan Lewis (2003) mengungkapkan bahwa menurut 
seorang penasehat senior berkebangsaan Amerika, pada tahun 
1934, lembaga keuangan, meskipun memainkan peran penting 
dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terlibat dalam kegiatan 
keuangan, apabila operasionalnya tidak diawasi oleh dewan 
pengawas yang independen dan tidak memenuhi standar 
operasional prosedur yang baik terhadap kinerja suatu organisasi, 
maka akan menimbulkan problematika yang cukup rumit dan sulit 
terurai. Oleh karena itu, Amerika Serikat kemudian menetapkan 
bahwa bank wajib tunduk pada pengawasan pemerintah setelah 
memenuhi persyaratan tersebut.  

 Firman Allah SWT yang mendasari system pengawasan 
telah tercantum dalam kitab suci QS: At – Taubah ayat 105 yang 
artinya, 

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang mu’min akan melihat kinerjamu itu, dan kamu 
akan dikembalikan-Nya kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan 
sesuatu yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

Berdasar ayat di atas, maka dapat dimaknai bahwa Allah 
SWT memberi karunia terhadap manusia berupa kesempatan yang 



 

      159 

layak untuk melaksanakan suatu usaha dalam bekerja, termasuk 
kegiatan berekonomi sebagai salah satu upaya memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Namun, perlu disadari bahwa seluruh 
perbuatan manusia tersebut diketahui dan diawasi  oleh Dzat Yang 
Maha Melihat dan Mengetahui. 

 Seperti yang telah dijelaskan pada ayat di atas, pengawasan 
Allah SWT bersifat secara langsung dan menyeluruh, termasuk 
dalam konteks kegiatan berekonomi. Berpegang teguh pada prinsip 
syariah, seluruh kegiatan berekonomi umat manusia pasti diawasi 
secara absolut oleh Allah SWT karena berbagai perilaku dan 
tindakan manusia ini tidak akan pernah lepas dari jangkauan-Nya. 
Tidak hanya apa yang sedang terjadi maupun yang telah terjadi, 
Allah SWT juga Maha Pengawas atas apa yang akan terjadi di masa 
depan. Pengawasan Allah SWT bersifat permanen, yang artinya 
pengawasan-Nya berlangsung setiap saat tanpa mengenal batas 
ruang dan waktu yang jelas. maka, hendaknya manusia senantiasa 
bertindak dalam kegiatan berekonomi dengan kesadaran dan 
ketaatan sebagai makhluk. 

 Selain pengawasan oleh Allah SWT, pengawasan secara 
langsung juga dapat dilakukan oleh dua kompenen lain, yaitu: 1) 
Pengawasan oleh Baginda Rasulullah yang bergelar Khatamul 
Anbiya wal Mursalin, sebagai penutup dari segala nabi dan rasul. 
Pengawasan oleh Baginda Rasulullah bisa terwujud dalam 
pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemimpin dari seluruh umat 
manusia ataupun ulil amri sebagaimana disebutkan dalam QS: An – 
Nisa ayat 59 dan 83 bahwa Ulil amri adalah seseorang atau orang – 
orang pemegang kekuasaan dan atau wewenang. Apabila Ulil Amri 
telah sepakat atas suatu hal, maka umat Islam wajib mematuhinya 
selama kesepakatan tersebut sejalan dengan Al – Qur’an dan hadist. 
2) Pengawasan umum, yakni pengawasan yang dilakukan saudara 
sesama muslim dengan berpegang teguh pada Al – Qur’an, As – 
sunah, dan empat Mazhab Imam Besar dalam agama Islam (Hanafi, 
Maliki, Syafi’I, dan Hambali). Pengawasan umum ini dapat dilakukan 
secara langsung oleh manusia dan pengawasan secara tidak 
langsung kedalam wujud peraturan, pedoman, ketentuan, serta 
norma yang mengatur, melekat, dan membatasi suatu kegiatan 
tertentu. 
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 Sejalan dengan penjelasan di atas, Sistem Pengawasan 

Syariah juga meyakini bahwa setiap amal perbuatan manusia 
memiliki konsekuensi berupa reward (pahala) dan punishment 
(sanksi). Reward (pahala) tentu akan mengikuti amal perbuatan 
baik manusia, dan sebaliknya, amal perbuatan buruk akan 
mengakibatkan adanya punishment (sanksi) sesuai dengan 
perbuatannya.  Oleh karena itu, setiap suatu kegiatan yang pernah 
dilakukan dan dilaksanakan oleh manusia, bisa baik maupun 
buruknya, selalu diawasi dan dicatat yang kelak akan diperlihatkan 
kepada setiap pelakunya atas apa yang sudah diperbuat selama ini.  

Dalam firman Allah SWT QS: Al – Zalzalah ayat  dijelaskan 
secara rinci bahwa,  “Barang siapa yang mengerjakan sesuatu 
kebaikan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) 
nya di hari akhir. Namun, barang siapa yang mengerjakan suatu 
kejahatan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat 
(balasan) nya pula di hari akhir”. 

Dari penggalan ayat di atas, bisa dipahami bahwasanya 
kegiatan berekonomi yang dilakukan dalam kehidupan manusia 
harus mempunyai prinsip syariah yang tegas dan mengikat demi 
terwujudnya konsep sistem syariah.  

 System Pengawasan Syariah dalam dunia Perbankan 
Syariah idealnya dilaksanakan dari berbagai arah dan tujuan 
sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS: Al – Qaaf 
ayat 17-18 sebagai berikut:  

“Ketika ada dua orang malaikat yang mencatat amal 
perbuatannya, maka seseorang yang duduk di sebelah kanan maupun 
yang duduk di sebelah kiri dengan tanpa tiada suatu ucapan pun 
yang mampu diucapkannya melainkan ada di dekat malaikat 
pengawas hampir selalu ada”.  

Dalam pengaplikasiannya, salah satu lembaga yang 
melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi syariah 
masyarakat adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan 
pengawas syariah ini dapat melakukan klasifikasi tupoksinya yaitu 
dengan: 1) Dewan Pengawas Syariah yang telah berada dalam suatu 
Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah itu sendiri, 2) Dewan 
Pengawas Syariah merupakan organisasi setingkat nasional 
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ataupun organisasi Komisi Pengawas Syariah yang berada di Dewan 
Fatwa Nasional, serta 3) Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang 
berfungsi mengeluarkan fatwa untuk kemaslahatan umat.  
 

9.3 Dewan Pengawas Syariah 
1. Seputar Dewan Pengawas Syariah 

Kehidupan manusia erat kaitannya dengan 
bermuamalah. Muamalah dalam KBBI diartikan sebagai hal – 
hal atau urusan kemasyarakatan termasuk di dalamnya 
pergaulan, perdata, dan sebagainya.  Oleh karena itu, umat 
Islam diperintahkan untuk memegang suatu tuntunan dan 
system pedoman muamalah yang mampu meregulasi dengan 
baik tata cara bermuamalah dalam segala bidang kehidupan riil 
manusia. Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam sub – 
topik sebelumnya, bahwa beberapa ayat Al – Qur’an secara 
nyata memberi petunjuk bermuamalah manusia, khususnya 
dalam muamalah terkait berekonomi. Akibatnya, pada tahun 
1990-an, ekonomi syariah semakin berkembang pesat sehingga 
mampu memberikan rasa aman manusia terhadap investasi di 
masa mendatang. 

Berdasarkan berbagai kondisi di atas, maka dibentuklah 
lembaga independen yang bernama Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pusat sebagai wadah musyawarah para alim ulama dan 
cendikiawan muslim dalam persiapan antisipasi perkembangan 
lembaga – lembaga keuangan syariah (DSN, MUI, Dan BI, 
2001:4). Demi tercapainya kehidupan berekonomi yang 
Rahmatan Lil Alamiin, maka peran Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) menjadi sangat krusial di tengah muncul dan tumbuhnya 
lembaga – lembaga keuangan syariah secara massif. Maka dari 
itu, setiap pekerjaan di lembaga keuangan syariah seringkali 
dikaitkan dengan apa yang sudah dimaktubkan oleh para 
fuqaha (ahli fiqih) klasik yang diantaranya terdapat berbagai 
kegiatan ekonomi syariah yang masuk ke dalam beberapa 
kategori di wilayah al – ijtihad (tafsiran atau pendapat atau 
simpulan para ahli agama mengenai kasus yang 
penyelesaiannya tidak tertera dalam Al – Qur’an dan Hadist) 
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Oleh sebab itu, dalam proses ijtihad untuk menemukan 
sebuah konsep yang cukup ideal dan terukur tentang system 
pengawasan pada Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah, 
diperlukan analisis dari para akademisi yang ahli dalam bidang 
Lembaga Keuangan Syariah secara lebih komprehensif.   

Terbentuknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
dilatarbelakangi oleh banyak proses ijtihad yang menghasilkan 
berbagai lokakarya para alim ulama tentang Asuransi Syariah. 
Hasil lokakarya ini membahas sudut pandang syariah tentang 
asuransi dan berbagai macam rekomendasi termasuk di 
antaranya pengajuan usul  dibentuknya Dewan Syariah 
Nasional (DSN) yang diharapkan bisa berfungsi sebagai 
pengawas, pengarah, serta pemeriksa Lembaga Keuangan 
Syariah. Setelah itu, terbentuklah salah satu Dewan Pengawas 
yang  berbasis Syariah untuk memudahkan pemberian hasil 
rekomendasi pada Departemen Keuangan untuk dilegalkan 
eksistensinya. Pada lembaga keuangan syariah, proses 
pengawasannya harus dilakukan secara menyeluruh dan 
mendalam. Oleh karena itu, para fuqaha (ahli fiqih) 
mengisyaratkan bahwa para pengawas syariah wajib 
mempunyai sifat berikut: beragama Islam, baligh, berakal sehat, 
dan memahami hukum syariah Islam terkait larangan dan 
kewajiban sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. 
Selain itu, anggota Dewan Pengawas Syariah juga dituntut 
mempunyai sifat yang adil dan memiliki kemampuan yang baik 
pada jasmani dan rohaninya sebagai sarana pengembanan 
tugas yang mulia ini.  

2. Pengawasan Dalam Konteks Sejarah 
Unsur pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi 

konvensional ialah adanya penerapan dan penegasan akad 
berdasarkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan 
berekonomi.  

Untuk itu, dapat dipastikan keberlangsungan prinsip 
dari ekonomi syariah ini, maka bisa dibentuklah berbagai 
lembaga pengawasan syariah. Dalam berbagai kegiatan 
ekonomi syariah terdapat Eksistensi lembaga pengawas 
syariah ini yang secara langsung dapat diakui sebagai 
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bentuk pengamalan ajaran agama khususnya agama islam 
dalam menjalankan rahmatan lil alamin.  

 
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah suatu lembaga 
independen perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional 
(DSN) yang anggotanya terdiri atas para ahli fiqih 
muamalah yang juga menguasai pengetahuan di bidang 
perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain 
itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga mempunyai tugas 
sebagai pengawas pelaksanaan keputusan Dewan Syariah 
Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah tsb. Sultoni 
(2019) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
juga memiliki peran dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang 
difinalisasi oleh dewan Syariah Nasional (DSN). Peran 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas untuk 
lembaga keuangan syariah adalah mengawasi seluruh 
kegiatan produk dan jasa perbankan syariah, antara lain: 
bank syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan 
sebagainya sehingga seluruh operasional kegiatannya dapat 
berjalan sesuai dengan pedoman syariat Islam.  

Lebih jauh, Sultoni menambahkan bahwa 
pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah sudah 
menjadi tanggungjawab langsung di bawah wewenang 
Direksi suatu lembaga keuangan syariah, sehingga Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) tidak dapat terlibat secara 
langsung di dalamnya. Sebagai badan independen, Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) juga harus memperhatikan 
beberapa poin berikut agar dapat mengeluarkan pendapat: 
1) DPS bukan staf bank, artinya mereka tidak tunduk di 
bawah kekuasaan administratif, 2) DPS dipilih melalui 
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 3) Honorariun DPS 
ditentukan oleh RUPS, dan 4) DPS memiliki sistem kerja dan 
tugas tertentu layaknya badan pengawas lainnya (Ilyas, 
2021) 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penanggung 
jawab penerapan prinsip syariah di perbankan syariah, 
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berkewajiban memastikan semua produk dan prosedur 
bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena 
pentingnya fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka 
Indonesia menerapkan peraturan keharusan adanya Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) di setiap perusahaan syariah dan 
lembaga perbankan syariah, peraturan tersebut tekmaktub 
dalam dua undang-undang, yaitu UU nomor 40 tahun 2007 
tentang perseroan terbatas dan UU nomor 21 tahun 2008 
tentang perbankan syariah. Oleh karena itu, posisi Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah 
secara yuridis cukup kuat karena perannya yang sangat 
krusial dan strategis (Ilyas 2019). 

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam struktur 
Dewan Pengawas Syariah adalah dengan mengawasi dan 
memonitoring jalanya sistem operasional prosedur bank 
syariah agar sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku 
dalam bank syariah. Prinsip bank syariah menjadi kunci 
utama bagi DSN dalam proses penyusunan fatwa yang 
terakit dengan aktivitas keuangan bank yang berbasis 
syariah yang diarahkan bagi industri keuangan syariah baik 
bank maupun non Bank. Adanya prinsip akad syariah yang 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan DPS dalam proses 
pengawasan ke industri perbankan syariah maupun non 
bank. Setiap industri keuangan syariah bank maupun non 
syariah diharuskan memilik dewan pengawas syariah yang 
terikat dengan aturan, norma dan kaidah yang telah 
ditetapkan oleh regulator.  
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BAB 10 
MANAJEMEN ASET DAN LIABILITAS 
BANK SYARIAH 
 

Oleh Siti Patimah 
 

10.1 Pendahuluan 
Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan 

memiliki tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana 
kepada masyarakat. Liabilitas dalam bank syariah dicatat dalam 
kolom pasiva yang berasal dari dana masyarakat. Sumber dana bank 
yang diterima bank disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK 
berfungsi sebagai sumber investasi yang diwujudkan dalam 
berbagai jenis aset. Jenis aset yang akan dipilih harus melalui 
koordinasi secara seksama. Bank syariah sebagai lembaga 
intermediasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana sebagai 
sumber investasi. Dengan begitu diperlukan sistem yang mengatur 
arus sumber dana yang masuk dan keluar dengan baik melalui 
Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA). 

ALMA menjadi sistem yang dapat menyeimbangkan 
pengelolaan neraca keuangan perbankan berupa pengelolaan 
sumber dana masyarakat berbentuk DPK dan pengelolaan investasi 
ke dalam bentuk aset untuk mengoptimumkan struktur neraca bank 
guna memaksimalkan laba dan pengelolaan risiko-risiko yang 
mungkin terjadi terhadap sumber dana tersebut. 

ALMA memiliki tugas untuk memaksimumkan laba, 
meminimumkan risiko, dan menjamin ketersediaan likuiditas. 
Selain itu, dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam 
pendanaan maupun pembiayaan menjadi fungsi dan kebijakan dari 
manajemen aset dan liabilitas. ALMA berfungsi untuk melakukan 
koordinasi portofolio asset-liabilitas bank dalam rangka 
memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada 
para pemegang saham dalam jangka panjang dengan 
memperhatikan kebutuhan likuiditas. 



 

168 

Bank syariah mendirikan Asset and Liability Committee 
(ALCO) sebagai dewan khusus yang menggerakan dan bertanggung 
jawab terhadap sistem ALMA. ALCO berfungsi untuk melakukan 
identifikasi terkait risiko pasar dan manajemen permodalan, 
keuntungan dari sisi pembiayaan, dan strategi dalam menetapkan 
ekspektasi DPK. ALCO juga bertugas untuk menganalisis isu dalam 
neraca perdagangan yang memengaruhi kerja bank syariah serta 
melakukan review terhadap kontingensi bank syariah. 

Dalam aktivitas pembiayaan dan pendanaan, ALMA memiliki 
beberapa pendekatan seperti Doktrin Real Bills yang menekankan 
pada penyaluran dana pembiayaan yang dilakukan hanya pada 
jangka pendek untuk menjaga tingkat liabilitas. Kemudian 
pendekatan Teori Shiftability yang menekankan pada perubahan 
aset kepada surat-surat berharga yang likuid sehingga mudah dijual. 
Kemudian pendekatan Pool Funds yang menekankan pada skala 
prioritas terhadap sumber DPK. Kemudian Teori Anticipated 
Income yang menkankan pembiayaan sebagai asal muasal likuiditas 
yang tersedia dan menginginkan adanya kesamaan antara 
pembiayaan yang jatuh tempo dengan pinjaman jangka singkat. 
Pendekatan yang terakhir adalah Conversion of Fund Approach yang 
menjadikan sumber pembiayaan secara individu karena terdapat 
perbedaan perilaku pada masing-masing sumber dana sehingga 
setiap utang yang ada akan disesuaikan dengan aset yang sesuai. 

Pada akhirnya konsep Manajemen Aset dan Liabilitas pada 
bank syariah sangat berperan penting untuk mengoptimalkan 
pengelolaan dana sehingga fungsi intermediasi bank dapat berjalan 
dengan baik. Penerapan ALMA selain memaksimalkan keuntungan 
dari sisi pembiayaan dan pendanaan juga sangat berperan dalam 
mengelola risiko yang dihadapi oleh bank syariah yang ada di 
Indonesia. 

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga 
berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang bertugas 
menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam 
menjalankan fungsinya untuk menghimpun dan menyalurkan dana, 
bank syariah harus mengelola dana yang berhasil dihimpun dan 
mengelola dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Pada 
neraca keuangan bank syariah, dana masyarakat yang berhasil 



 

      169 

dihimpun berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh bank dicatat pada 
sisi pasiva dalam bentuk liabilitas. DPK tersebut kemudian akan 
disalurkan pada investasi dalam bentuk berbagai asset. Bentuk-
bentuk investasi yang telah dipilih bank syariah tersebut tercatat 
pada sisi aset dalam neraca bank syariah. Pada kegiatan 
penghimpunan dana, bank syariah memegang suatu amanah untuk 
dapat mengelola simpanan nasabah dengan baik. Dana yang 
berhasil dihimpun tersebut diinvestasikan ke dalam berbagai 
bentuk aset. Pemilihan bentuk-bentuk investasi tersebut haruslah 
dilakukan dengan seksama. Apabila dana nasabah tersebut tidak 
dikelola dan diinvestasikan dengan baik, maka akan berdampak 
kepada permasalahan kemampuan bank dalam memenuhi 
kewajibannya kepada nasabah penyimpan dana. Berkaitan dengan 
hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang dapat 
memformulasikan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana 
tersebut dalam bentuk Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA). 

ALMA merupakan suatu pengelolaan neraca keuangan 
perbankan berupa pengelolaan sumber dana masyarakat berbentuk 
DPK dan pengelolaan investasi ke dalam bentuk aset untuk 
mengoptimumkan struktur neraca bank guna perolah maksimasi 
laba sekaligus pengelolaan risiko-risiko yang mungkin terjadi. 
Pengelolaan neraca keuangan secara sistematis dan terstruktur 
sangat penting bagi bank syariah. 

Fungsi ALMA adalah mengkoordinasikan portofolio asset-
liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan 
hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka 
panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-
hatian. Adapun Tugas ALMA adalah memaksimumkan laba, 
meminimumkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang 
cukup. Selain itu, manajemen asset dan liabilitas mempunyai fungsi 
dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik 
dalam bidang funding maupun financing. memaksimalkan profit 
dan meminimalkan resiko. Bank membentuk suatu komite yang 
bernama Asset and Liability Committee (ALCO) untuk melaksanakan 
manajemen asset dan liabitas tersebut.  
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Adapun fungsi ALCO adalah sebagai berikut : 
1. Mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar dan 

manajemen permodalan. 
2. Mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat 

mempengaruhi kinerja   bank. 
3. Untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi 

DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. 
4. Untuk melakukan review atas rencana kontijensi bank. 

 
Fungsi pengelolaan aset dan liabilitas pada bank syariah 

dilakukan oleh Divisi Treasury. Perencanaan dan pengaturan dana 
yang baik harus dirumuskan pada divisi tersebut. Treasury akan 
menjadi sebuah fungsi yang memastikan berjalannya proses 
intermediasi dan menjaga likuiditas bank syariah. 
 

10.2 Pendekatan ALMA 
Pada kegiatan funding dan financing, bank perlu 

menetapkan tingkat imbal hasil yang tepat dengan tetap 
memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas dan risiko. Terdapat 
beberapa pendekatan ALMA yang dapat diterapkan pada bank 
syariah, diantaranya adalah: 
1. Commercial Loan Theory atau Real Bills Doctrine 

Dikarenakan dana yang berhasil dihimpun masyarakat dalam 
bentuk DPK pada  umunya berjangka pendek, pendekatan ini 
menekankan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 
dilakukan hanya dalam jangka pendek saja guna menjaga 
tingkat likuiditas. 

2. The Shiftability Theory 
Pendekatan ini menekankan aset-aset yang dimiliki 
ditransformasikan ke pasar  sekunder dalam bentuk surat-
surat berharga yang sangat likuid. Bila likuiditas diperlukan, 
maka asset-asset ini dengan mudah dapat dijual. 

3. The Pool of Funds Approach 
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keuntungan 
meskipun dalam jangka pendek.  Pendekatan ini menekankan 
agar berbagai jenis DPK yang masuk dikumpulkan terlebih 
dahulu. Kemudian dialokasikan ke dalam pos-pos menurut, 
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urutan tingkat kepentingannya sepereti memenuhi cadangan 
wajib, memperkuat basis cadangan sekunder atau investasi 
jangka pendek yang tingkat likuiditasnya cukup tinggi. Jika 
kebutuhan dana jangka pendek sudah terpenuhi, maka dana 
digunakan untuk membeli surat-surat berharga jangka 
panjang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

4. The Anticipated Income Theory 
Pendekatan ini melihat bagaimana memperlakukan 
pembiayaan sebagai sumber likuiditas  yang tersedia. Jadi, 
dengan melihat kapan si peminjam akan mengembalikan 
pinjamannya, merupakan basis likuiditas pada saat yang 
sama. Dengan metode seperti ini akan terjadi aliran dana 
secara kontinu yang dapat menjamin likuiditas. Bila terjadi 
krisis likuiditas, bank dapat menjual pembiayaan untuk 
memperoleh cash di pasar sekunder. Cara ini menghendaki  
kesamaan antara pembiayaan yang jatuh tempo dan 
pinjaman-pinjaman jangka pendek yang membiayai 
inventory. 

5. Conversion of Fund Approach 
Pendekatan ini memperlakukan setiap sumber pembiayaan 
secara individual dikarenakan adanya perbedaan 
karakteristik perilaku, biaya pada masing-masing sumber 
dana dan cadangan resminya. Dana-dana jangka panjang 
akan dialokasikan ke pinjaman jangka panjang. Demikian 
juga dengan sumber-sumber jangka pendek akan disalurkan 
ke pembiayaan jangka pendek. Jadi, setiap utang dicocokkan 
dengan asset yang sesuai perilaku, biaya, dan cadangan 
resminya. 

 

10.3 Risiko-Risiko yang Dihadapi Bank Syariah 
Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas bank 

syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko 
pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. 
1. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat 
adanya gagal bayar yang dialami oleh nasabah dalam 
memenuhi kewajibannya. Pada bank syariah, risiko 
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pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko 
terkait pembiayaan korporasi (Karim, 2008). 
a. Risiko Terkait Produk 

Risiko terkait produk terbagi kedalam dua bentuk 
yaitu risiko terkait produk berbasis Natural Certainty 
Contracts (NCC) dan risiko terkait produk berbasis 
Natural Uncertainty Contracts (NUC). NCC adalah akad 
yang memberikan kepastian dalam pembayaran baik dari 
segi jumlah maupun waktu. Konsep ini menawarkan 
return yang tetap dan pasti, sehingga objek 
pertukarannya baik berupa barang ataupun jasa harus 
ditetapkan secara pasti pada saat akad. Hal yang 
ditetapkan secara pasti diantaranya adalah jenis barang 
ataupun jasa, jumlah, kualitas, harga, waktu penyerahan 
dan lain sebagainya. Yang termasuk kedalam kategori 
NCC adalah akad jual beli, sewa menyewa dan lain 
sebagainya. Sedangkan NUC adalah akad yang tidak 
memberikan kepastian dalam pendapatan baik dari segi 
jumlah maupun waktu. Tingkat return yang dihasilkan 
dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Yang termasuk ke 
dalam akad NUC adalah akad-akad investasi mudharabah 
dan musyarakah. Dalam hal ini kontrak tersebut tidak 
menawarkan return yang tetap dan pasti. 

b. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NCC 
Analisis risiko terkait pembiayaan berbasis NCC 

merupakan identifikasi dan analisis dampak dari seluruh 
risiko nasabah sehingga keputusan pembayaran yang 
diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari 
pembiayaan berbasis NCC. 
 

Adapun risiko berdasarkan produk dengan kontrak NCC 
tersebut diantaranya adalah : 

a. Risiko Terkait Pembiayaan Murabahah : Risiko tidak 
bersaingnya bagi hasil kepada DPK pada pembiayaan 
murabahah,jangka panjang. 

b. Risiko Terkait Pembiayaan Ijarah : Jika barang objek 
sewa milik bank à timbul risiko tidak produktifnya aset 
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ijarah karena tidak adan nasabah.  Jika barang objek 
sewa bukan milik bank à timbul risiko rusaknya barang 
oleh nasabah diluar pemakaian normal.  Jika objek sewa 
adalah jasa tenaga kerja yang disewa bank untuk 
disewakan kepada nasabah à timbul risiko penyedia 
jasa tidak berkerja dengan baik. 

c. Risiko Terkait Pembiayaan IMBT : Risiko 
ketidakmampuan nasabah dalam pembayaran jika 
metode pembayaran menggunakan metode balloon 
payment. 

d. Risiko terkait pembiayaan Salam dan Ishtishna : Risiko 
gagal serah barang, Risiko jatuhnya harga barang. 

 
2. Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis NUC 

Analisis risiko pembiayaan berbasis NUC adalah identifikasi 
dan analisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga 
keputusan pembiayaan yang diambil sudah 
memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis 
NUC seperti mudharabah dan musyarakah. Adapun risiko 
terkait pembiayaan berbasis NUC diantaranya adalah: 
a. Business Risk 

Risiko bisnis mencakup risiko bisnis yang dibiayai. Risiko 
ini dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing jenis 
usaha yang bersangkutan dan kinerja keuangan jenis 
usaha yang bersangkutan. 

b. Shrinking Risk 
Shrinking risk merupakan risiko yang timbul dari 
berkurangnya nilai pembiayaan 
mudharabah/musyarakah. Risiko ini dipengaruhi oleh 
kondisi tak biasa yang ditimbulkan akibat penurunan 
drastis tingkat penjualan dari bisnis yang dibiayai, 
penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis 
yang dibiayai serta penurunan drastis harga barang/jasa 
dari bisnis yang dibiayai. Selain itu shrinking risk timbul 
apabila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh 
bank, apabila nasabah tidak mampu menanggung biaya 
yang menjadi beban nasabah pada bisnisnya sehingga 
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nasabah tersebut tidak mampu melanjutkan usahanya 
serta risiko apabila terdapat kejadian bencana alam yang 
tak terduga yang menyebabkan kerugian. 

c. Character Risk 
Character Risk merupakan risiko yang timbul akibat 
karakter buruk mudharib. Biasanya timbulnya character 
risk dipengaruhi oleh kelalaian nasabah dalam 
menjalankan bisnis yang dibiayai, pelanggaran ketentuan 
yang telah disepakati sehingga nasabah dalam 
menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai 
dengan kesepakatan, serta pengelolaan internal 
perusahaan yang tidak dilakukan secara professional 
sesuai standar pengelolaan yang disepakati bank dan 
nasabah. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi 
Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi 
menimbulkan risiko tambahan selain risiko yang terkait 
dengan produk. Adapun risiko-risiko tersebut 
diantaranya adalah: 
1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis 

nasabah 
Risiko tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi 
nasabah diantaranya apabila nasabah 
mengembangkan volume bisnis yang besar dengan 
modal yang kecil maka akan menimbulkan kesulitan 
arus kas, atau kondisi dimana perusahaan 
mengambil kebijakan bermain dipasar pada tingkat 
penjualan yang tidak stabil, dan atau ketika nasabah 
mengalami kesulitan likuiditas akibat kehilangan 
sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran 
yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.  
ondisikondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi 
kemampuan nasabah dalam menyelesaikan 
kewajibannya kepada bank. 

2) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank 
Risiko tersebut dapat dipengaruhi oleh analisis 
pembiayaan yang keliru dimana bank mengalami 
kesalahan pengambilan keputusan pembiayaan 
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akibat ketersediaan informasi yang tidak valid, 
adanya creative accounting yaitu penggunaan 
kebijakan akuntansi perusahaan yang akan 
memberikan keterangan menyesatkan tentang posisi 
laporan keuangan perusahaan, serta adanya karakter 
buruk nasabah yang sengaja menciptakan 
pembiayaan macet sehingga memancing bank untuk 
membuat suatu keputusan terhadap informasi 

 

10.4 Risiko Pasar 
Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang terjadi pada 

portfolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel 
pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar mencakup 
risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko harga dan risiko 
likuiditas. 
1. Risiko Tingkat Suku Bunga 

Risiko tingkat suku bunga merupakan risiko yang timbul 
sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank 
syariah tidak menetapkan tingkat bunga baik pada aktivitas 
funding maupun financing, namun bank syariah tidak akan 
dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan 
pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk 
nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Bila 
terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat 
suku bunga maka nasabah dapat pindah ke bank 
konvensional. Sebaliknya pada sisi financing, bila marjin 
yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga, maka 
nasabah dapat beralih ke bank konvensional. 

2. Risiko Nilai Tukar 
Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul 
sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar 
terhadap rugi laba bank. Walaupun bank syariah tidak 
diperkenankan untuk melakukan transaksi spekulatif, 
namun bank syariah tetap dihadapkan dengan risiko nilai 
tukar akibat mata uang asing yang disediakan untuk 
kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga.  
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3. Risiko Harga  
Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat 
perubahan harga instrumeninstrumen keuangan. Untuk 
perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrument 
keuangan syariah yang masih sangat terbatas, juga terkait 
risiko harga komoditas baik dalam transaksi ijarah, 
murabahah, salam, istishna, maupun IMBT. Risiko tersebut 
terjadi apabila harga barang yang dibeli/dipesan turun, 
sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli meskipun 
pada awalnya telah setuju untuk membeli, dan begitupun 
sebaliknya. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank 
syariah untuk memiliki stock barang dagangan, maka sangat 
rentan terhadap risiko naik turunnya harga.  

4. Risiko Likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh 
ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya 
pada saat jatuh tempo. Hal ini kemungkinan disebabkan 
oleh turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem 
perbankan syariah, turunnya kepercayaan nasabah 
terhadap bank syariah bersangkutan, ketergantungan 
kepada sekelompok deposan, penarikan dana nasabah tak 
terduga secara besarbesaran, ketidakselarasan pendanaan 
jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang, 
keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas, 
dan bagi hasil antar bank yang kurang menarik. 
 

10.5 Risiko Operasional 
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak 

berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau 
adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi operasional 
perusahaan. Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab utama 
timbulnya risiko operasional diantaranya adalah sumber daya, 
proses dan infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, 
perselisihan dan lain sebagainya.  
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10.6 Indikator Dalam Mengukur ALMA 
Terdapat berberapa indikator dalam mengukur ALMA bank 

syariah, diantaranya :  
1. Financing To Deposit Ratio  

Rasio FDR merupakan rasio total pembiayaan yang 
disalurkan kepada nasabah terhadap jumlah dana nasabah 
yang terkumpul. FDR dapat digunakan sebagai tolak ukur 
kinerja sebuah bank syariah dalam mengkaji penerapan 
konsep ALMA. Sumber dana masyarakat dalam bentuk DPK 
tercatat pada neraca keuangan bank pada sisi liabilitas, 
sementara pembiayaan tercatat pada sisi aset pada neraca 
keuangan bank. Rasio tersebut mencerminkan seberapa 
besar dana nasabah pada bank syariah disalurkan untuk 
kegiatan pembiayaan sektor riil baik untuk pembiayaan 
investasi, modal kerja ataupun konsumsi.  

2. Rasio Kecukupan Modal 
Rasio Kecukupan Modal (CAR) merupakan rasio yang 
digunakan untuk meperhitungkan modal minimum yang 
harus dimiliki bank syariah dalam menjalankan aktivitas 
usahanya. Pertumbuhan pembiayaan suatu bank syariah 
dari sisi aktiva harus juga dikaitkan dengan rasio CAR. 
Artinya, penambahan modal juga dapat meningkatkan 
pertumbuhan dari sisi aktiva bank syariah. Berdasarkan PBI 
No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 
dijelaskan bahwa bank syariah harus memenuhi ketentuan 
kecukupan modalnya sebesar ratio minimum 8% 
permodalan terhadap aktiva berisiko.  

3. GiroWajib Minimum (GWM)  
GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh 
bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan adanya 
GWM adalah untuk mempermudah arus lalu lintas transaksi 
antar bank. Ketentuan GWM bagi bank yang melaksanakan 
usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam PBI No. 
10/23/PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 
6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam 
Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang 
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Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam 
peraturan tersebut diatur bahwa bank wajib memelihara 
GWM dalam Rupiah. Bagi Bank Devisa, selain wajib 
memelihara GWM dalam Rupiah, juga wajib memelihara 
GWM dalam valuta asing. GWM dalam rupiah yang wajib 
dipelihara oleh bank yang melaksanakan usaha berdasarkan 
prinsip syariah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam 
rupiah. Namun, selain memenuhi ketentuan tersebut 
terdapat ketentuan lain yaitu :  
a. Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah 

terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan 
memiliki DPK lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah) sampai dengan 
Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib 
memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% 
dari DPK dalam rupiah.  

b. Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah 
terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan 
memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 
Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) 
sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh 
triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam 
rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.  

c. Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam Rupiah 
terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80%, dan 
memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 
Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) 
wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 
3% dari DPK dalam rupiah.  

d. Sementara bagi yang memiliki rasio Pembiayaan dalam 
rupiah terhadap DPK dalam rupiah sebesar 80% atau 
lebih; dan/atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai 
dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) 
tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM. Besarnya 
GWM dalam valuta asing yang harus dipelihara bank 
ditentukan sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing 
menurut PBI No. 10/23/PBI/2008 Tentang Perubahan 
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Kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib 
Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank 
Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip 
Syariah. 

4. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan 
Pembiayaan merupakan salah satu bentuk investasi dana 
yang akan tercatat sebagai aktiva pada neraca. Kebijakan 
penyaluran pembiayaan bagi bank syariah diatur dalam PBI 
No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian 
Kredit Bank Umum. Pada peraturan tersebut terdapat batas 
maksimum jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan 
kepada nasabah baik secara individu maupun korporasi. 
Berdasarkan hal tersebut, bank syariah diharuskan untuk 
menerapkan kebijakan penyebaran risiko dalam 
pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada satu atau 
beberapa nasabah tertentu saja.  

 

10.7 Kesimpulan  
Konsep manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah 

sangat penting untuk diterapkan guna optimalisasi pengelolaan 
dana sehingga fungsi intermediasi bank syariah dapat terus 
dilaksanakan dan dipertahankan. Tujuan ALMA tersebut tidak 
hanya untuk memaksimalkan keuntungan dari pengelolaan dana 
funding dan financing yang terkelola dengan baik dan terstruktur, 
namun juga menghasilkan pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi 
bank syariah secara optimal. 
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BAB 11 
KEPATUHAN SYARIAH SERTA AUDIT 
PADA PERBANKAN SYARIAH 
 
Oleh Nur Chamidah Saliq 
 
11.1 Pendahuluan 

Industri keuangan syariah di zaman modern ini harus 
dituntut sesuai dengan perkembangan zaman. Memberikan dampak 
finansial global atau yang biasa disebut menggunakan dampak dari 
globalisasi keuangan juga menggunakan adanya pasar bebas 
menjadikan usaha keuangan syariah harus tetap menjaga aspek 
kepatuhan syariah, yang mana hal ini untuk mencegah resiko yang 
kemungkinan dapat terjadi.  

Hal yang sama pula perlu dilakukan harus adanya inovasi 
produk pada aspek keuangan wajib bisa diadaptasi dengan 
dinamika masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat secara global 
juga kegunaannya. Ini pula mampu diterapkan pada menerapkan 
nilai Islami yang mampu pada bisa diterapkan di persaingan usaha 
di era globalisasi modern untuk pengembangan perbankan islam. 
Meskipun wajib pula dipahami bahwa industri keuangan erat 
kaitannya menggunakan aspek konseptual serta praktis yang 
berasal dari semua kegiatan bisnis pada prinsip-prinsip syariah. 
terdapat perbedaan antara industri keuangan secara syariah pada 
juga konvensional terdapat di kepatuhan syariah serta auditnya.  

Terlebih untuk sistem manajemen pada operasionalnya di 
mengharuskan adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau 
yang biasa disebut menggunakan DPS yang memiliki tugas sebagai 
pengawas penerapan akad juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan 
syariah. Salah satu penerapan prinsip pada aspek Lembaga 
keuangan pengawan pada audit, yang bertujuan memastikan 
bahwasanya kepatuhan sudah berdasarkan prinsip- prinsip syariah 
serta memiliki standar menajemen keuangan yang relevan. 
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Pada industri keuangan Syariah, kepatuhan pada 
kontrak juga prinsip-prinsip Syariah adalah suatu kewajiban, 
pada dewan pengawas Syariah adalah elemen yang tak 
terpisahkan pada menjaga kepatuhan tersebut. Dari pengertian 
yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa 
kepatuhan syariah mencakup upaya lembaga keuangan syariah 
untuk memenuhi nilai-nilai syariah, sehingga prinsip-prinsip 
syariah yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI juga regulasi 
perbankan terwujud pada produk pada transaksi mereka. 

Kepatuhan telah menetapkan norma juga standar 
hukum dengan jelas, biasanya dikeluarkan oleh lembaga atau 
organisasi yang mempunyai kewenangan di bidang tertentu. 
Sementara itu, pada perbankan syariah, kepatuhan syariah 
dapat diartikan sebagai peningkatan pengetahuan syariah 
pelaku usaha sehingga mengurangi peluang terjadinya 
pelanggaran syariah. Anda juga dapat menciptakan produk 
juga layanan yang inovatif juga kreatif yang sesuai dengan 
peraturan DSN-MUI. Hal ini sangat penting, jika bank syariah 
tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam pada bisnis juga persaingan 
keuangan dunia, maka nilai-nilai Islam di sini sudah tidak 
sesuai lagi juga bank syariah perlu diaudit. 

Audit bank syariah adalah proses penilaian buat memilih 
bukti serta laporan taraf kesesuaian antara kriteria serta informasi 
disesuaikan dengan tujuan berasal kepatuhan syariah. Audit ini 
wajib dijalankan oleh orang yang lebih independent juga juga sangat 
kompeten. Orang yang mengaudit disebut dengan auditor. Auditor 
ini wajib mampu menerima informasi yang valid menggunakan 
standar kriteria juga informasi harus dihasilkan yang sesuai dengan 
informasi syariah untuk memastikan kepatuhan syariah. 

 

11.2 Perbankan Syariah 
11.2.1 Konsep Perbankan Syariah 

Menurut Pasal 1 pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 
2/8/PBI/2000, Bank Syariah merujuk kepada bank umum yang 
diatur oleh UU No.7/1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah 
oleh UU No.10/1998, juga menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini mengacu pada 
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landasan nilai-nilai Islam, juga mencakup unit usaha syariah serta 
cabang bank asing yang juga menjalankan operasinya sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini juga sebagai aturan dasar atau 
landasan bagi perbankan pada menghimpun serta menyalurkan 
dana, serta aktivitas dari perbankan lainnya. Pada bank tradisional, 
sistem pembiayaannya didasarkan pada prinsip bunga atau riba. 
Sementara itu, bank syariah juga menerapkan prinsip bagi hasil 
pada struktur pembiayaannya. Selain itu, bank syariah memiliki 
kewajiban untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 
memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan juga produk 
perbankan agar sesuai dengan ketentuan syariah (Azizah Surury & 
Hamdan Ainulyaqin, 2022).  

Bank syariah memiliki dua peran utama, yaitu sebagai badan 
komersial (tamwil) juga badan sosial (maal). Sebagai badan 
komersial, bank syariah memiliki fungsi ganda, yang mencakup 
peran sebagai manajer investasi, investor, juga penyedia jasa. 
Sebagai manajer investasi, bank syariah menerima dana dari 
investor atau nasabah dengan menggunakan prinsip wadi'ah yad 
dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). 
Sebagai investor, bank syariah mengalokasikan dananya melalui 
kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil, jual beli, atau sewa guna 
usaha. Selain itu, sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah 
menawarkan layanan keuangan, layanan non-keuangan, dan 
layanan agen, yang mencakup penggunaan wakalah (kuasa), kafalah 
(bank garansi), hiwalah (pengalihan utang), rahn (jaminan utang 
atau gadai), qardh (pinjaman dana talangan yang bonafide), Sharf 
(pembelian juga penjualan mata uang asing), juga lain sebagainya. 
Layanan keuangan mencakup beragam aspek, termasuk 
penggunaan wakalah (kuasa), kafalah (bank garansi), hiwalah 
(pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), qardh 
(pinjaman dana talangan yang bonafide), Sharf (pembelian juga 
penjualan mata uang asing), juga banyak layanan lainnya. Layanan 
non-keuangan yang ditawarkan mencakup wadi'ah yad amanah 
(kotak penyimpanan aman) juga jasa keagenan yang didasarkan 
pada prinsip mudharabah muqayyadah. Selain itu, sebagai lembaga 
sosial, bank syariah memiliki tanggung jawab pada mengelola dana 
sosial. 
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Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjadikan 
prinsip bagi hasil sebagai dasar pada semua aktivitasnya, baik pada 
mengumpulkan dana maupun pada menyalurkan dana (pada 
konteks perbankan syariah, penyaluran dana sering disebut sebagai 
pembiayaan). Oleh karena itu, bank syariah utamanya berorientasi 
pada prinsip bagi hasil saat menghimpun dana juga menyediakan 
pembiayaan. Selain prinsip bagi hasil, bank syariah juga harus 
memiliki opsi untuk menghimpun dana juga pembiayaan tanpa 
keuntungan. Pada mengumpulkan dana, bank syariah dapat 
menggunakan prinsip-prinsip seperti wadi'ah, qardh, juga ijarah. 
Pada hal pembiayaannya, bank syariah bisa menerapkan prinsip-
prinsip jual beli juga sewa guna usaha. Di samping itu, bank syariah 
juga menawarkan berbagai layanan keuangan, seperti wakalah, 
kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf, juga ujr. (Diana Yumanita 
Ascakarya, 2005). 

Mengingat keberagaman perbankan syariah juga komitmen 
untuk mematuhi hukum syariah, maka terdapat kebutuhan 
mendesak akan proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga 
independen. Pada konteks Indonesia, kewenangan mengawasi 
aspek syariah dimulai dari peran bank syariah sebagai entitas 
Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah badan yang didirikan 
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan untuk 
membantu MUI pada menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan 
lembaga keuangan syariah. Salah satu peran utama DSN adalah 
melakukan penelitian, analisa, juga perumusan prinsip-prinsip juga 
nilai-nilai hukum Islam (Syariah) pada bentuk fatwa yang menjadi 
panduan pada transaksi keuangan Syariah. DSN adalah satu-satunya 
pihak yang memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa Syariah 
berkaitan aktivitas, produk, juga layanan keuangan yang melibatkan 
Syariah, serta memonitor implementasi fatwa tersebut oleh 
lembaga keuangan di Indonesia. 

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional yang berkaitan 
dengan Keputusan DSN no. 01/2000 MUI mengenai Panduan Dasar 
Dewan Syariah Nasional, termasuk : (Minarni, 2013): 
1. Pengembangan nilai-nilai syariah pada aktivitas ekonomi 

secara umum, juga khususnya pada sektor keuangan. 
2. Pemberian fatwa mengenai berbagai jenis bisnis. 
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3. Merilis fatwa berkaitan produk juga layanan keuangan syariah. 
4. Melakukan pemantauan pada pelaksanaan fatwa yang telah 

diberikan. 
 

11.2.2 Konsep dan Prinsip Manajemen Keuangan Perbankan 
Syariah 
Berikut pemaparan konsep juga prinsip pengelolaan 

keuangan perbankan syariah (Risa Wahyuni et al., 2023) : 
1. Prinsip Syariah, pengelolaan keuangan perbankan syariah 

didasarkan pada prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini 
mencakup keadilan, transparansi, kepatuhan pada hukum 
Islam, juga keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan 
halal juga beretika. 

2. Pengelolaan Dana, bank syariah menghimpun dana dari 
nasabah melalui berbagai instrumen seperti tabungan juga 
sertifikat investasi. Dana tersebut kemudian dikelola 
dengan prinsip bagi hasil juga akad lainnya yang sesuai 
dengan prinsip syariah. 

3. Pembiayaan, bank syariah memberikan pembiayaan kepada 
nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil, seperti 
mudharabah (kerja sama antara pemodal juga pengusaha), 
musyarakah (kerja sama antara dua pihak atau lebih), serta 
murabahah (pembiayaan melalui skema jual beli barang ). 

4. Investasi, bank syariah dapat berinvestasi pada instrumen 
keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk 
(obligasi syariah), saham syariah, juga aset riil halal. 

5. Manajemen risiko adalah aspek penting pada perbankan 
syariah. Bank syariah harus mengevaluasi risiko yang 
berkaitan dengan pembiayaan, investasi juga operasi. 
Prinsip syariah juga mengedepankan manajemen risiko 
yang adil juga tidak melanggar prinsip Islam. 

6. Pengawasan juga Audit, bank syariah tunduk pada 
pengawasan juga audit oleh badan pengawas syariah seperti 
Dewan Pengawas Syariah. Tujuan dari pemantauan juga 
audit ini adalah untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-
prinsip syariah juga standar pengelolaan keuangan yang 
relevan. 
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7. Pelaporan keuangan, pelaporan keuangan suatu bank 
syariah harus memenuhi standar akuntansi syariah yang 
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, laporan keuangan 
ini harus memberikan informasi yang transparan mengenai 
kinerja keuangan bank tersebut, termasuk aspek-aspek 
yang berkaitan dengan prinsip syariah. 

 

11.3 Kepatuhan Syariah 
11.3.1 Definisi  dan Fungsi Kepatuhan Syariah 

Isu kepatuhan syariah, yang seringkali disebut sebagai 
masalah kepatuhan syariah, selalu berkaitan dengan standar yang 
ditetapkan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic 
Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI adalah sebuah entitas 
internasional yang bertujuan merumuskan pedoman serta berita 
berkaitan bidang akuntansi, audit, manajemen, etika, juga norma-
norma syariah Islam yang diterapkan oleh lembaga keuangan Islam, 
termasuk perbankan syariah juga lembaga keuangan Islam lainnya. 
Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI ini diterima secara meluas 
juga diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah untuk 
memverifikasi tingkat kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip 
syariah. 

Pada dunia perbankan, seiring dengan berkembangnya 
konsep ekonomi syariah, muncullah konsep mengikuti hukum 
syariah. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk 
urusan keuangan juga peraturan keuangan, oleh karena itu Islam 
disebut Rahmaan Lil'alamin. Untuk dapat melaksanakan Rahmatan 
Lil'alamin, dianjurkan bagi setiap umat Islam untuk mewajibkan 
adanya hubungan syariah. 

Secara definisi, kepatuhan pada hukum Syariah pada 
perbankan Syariah berarti penerapan prinsip-prinsip Islam, prinsip-
prinsip juga tradisi Syariah pada transaksi keuangan juga perbankan 
serta transaksi berkaitan lainnya. Definisi lain menyebutkan kondisi 
dimana prinsip syariah diterapkan sepenuhnya pada aktivitas atau 
operasional perbankan syariah. Artinya apabila ada perbankan 
syariah yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka 
maksudnya tidak memenuhi asas eliminasi, yaitu kesepakatan 
berkaitan penyajian sebenarnya laporan keuangan mengenai 
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peristiwa yang terjadi. Dengan menggunakan elemen-elemen ini, 
proses kepatuhan pada syariah selesai (Muhammad & Lanaula. 
2019). 

Fungsi kepatuhan merujuk pada serangkaian tindakan juga 
langkah yang proaktif guna memastikan bahwa praktek-praktek, 
peraturan, sistem, juga prosedur pada aktivitas perbankan juga 
operasional bisnis telah sesuai dengan hukum juga regulasi yang 
diberlakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini mencakup perbankan 
konvensional, perbankan syariah, serta unit usaha syariah. Selain 
itu, fungsi kepatuhan juga bertujuan memastikan bahwa semua 
perbankan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku pada 
perbankan Indonesia juga/atau lembaga pengawas lain yang 
memiliki kewenangan berkaitan hal ini (Ikatan Bankir Indonesia, 
2015). 

 
11.3.2 Kepatuhan Bank Syariah pada Fatwa DSN dan 

Perundang undangan 
Pembentukan fungsi penindakan bank, undang-undang 

berkaitan PBI dan DSN, serta regulasi berkaitan perbankan syariah 
akan mendukung penguatan kelembagaan juga pengawasan pada 
pemberian pelayanan juga pemberian bank syariah kepada 
masyarakat. Menurut Wakil Komisioner OJK Mulya E. Siregar, “fatwa 
DSN menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan, 
pengembangan juga inovasi produk perbankan syariah, selain 
mendukung terus sosialisasi pentingnya prinsip keuangan syariah 
di masyarakat.”  

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk menjawab 
kebutuhan masyarakat Muslim pada memperkenalkan ajaran Islam 
secara mendalam, termasuk prinsip bagi hasil. Kepercayaan 
masyarakat pada bank syariah sangat bergantung pada bagaimana 
bank tersebut menerapkan prinsip-prinsip Islam pada 
operasionalnya, oleh karena itu, penting untuk menjaga kepatuhan 
pada prinsip-prinsip syariah. Kegagalan pada mematuhi prinsip-
prinsip syariah dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk 
menggunakan layanan perbankan syariah. Dari perspektif ini, 
kepatuhan pada aturan syariah adalah inti dari integritas juga 
kredibilitas bank syariah. 
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Pada upaya proaktif untuk memastikan bahwa bank syariah 
mematuhi peraturan juga undang-undang yang berlaku, Satuan 
Kerja Kepatuhan (SKK) telah melakukan serangkaian langkah. 
Pertama, mereka melakukan pemeriksaan kepatuhan. Setiap aturan 
perbankan yang dikeluarkan oleh badan pengatur dimasukkan ke 
pada kerangka kerja perbankan syariah. SKK memberikan 
gambaran kepada direktur eksekutif tentang pelaksanaan peraturan 
tersebut, yang kemudian disampaikan kepada unit-unit kerja di 
bank untuk bersama-sama mengembangkan atau menyesuaikan 
sistem juga mekanisme operasional bank sesuai dengan pedoman 
baru atau perubahan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia. 

Kedua, pengujian melalui Sistem Pengambilan juga 
Mekanisme Komite (KSS). Untuk mengontrol penilaian kepatuhan, 
bank syariah akan memperkenalkan ketentuan baru melalui 
prosedur KKS yang akan diterapkan pada aturan internal bank 
syariah. Segala kebijakan, peraturan juga pedoman internal harus 
disetujui oleh KKS sebelum diambil keputusan oleh pengurus, yang 
kemudian dipublikasikan melalui media internal berbagai bank. 
Ketiga, opini kepatuhan. Menginformasikan pemberitahuan atau 
pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan melalui SKK 
kepada pimpinan perihal peluncuran produk baru atau 
perencanaan pengembangan produk yang akan dilaksanakan, 
bersama dengan kebijakan strategis tertentu yang memerlukan 
masukan atau kontribusi pada kaitannya dengan aspek kepatuhan 
pada prinsip kehati-hatian. 

Keempat, periksa kepatuhan. Bank syariah telah menetapkan 
bahwa semua pembiayaan, investasi dana, serta akuisisi barang juga 
jasa harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan 
peraturan yang berlaku menggunakan alat juga sistem pemeriksaan 
yang disusun oleh SKK. Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan 
sebagai sertifikat kepatuhan kepada seluruh unit keuangan. 
Langkah kelima adalah melibatkan pelaksanaan program anti 
pencucian uang juga pencegahan pendanaan teroris. (Waluyo, 
2016). 

Salah satu elemen peraturan di bidang keuangan syariah 
adalah aspek kepatuhan syariah, yang menjadi bagian integral pada 
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manajemen juga operasional sektor keuangan syariah. Hal ini 
ditegaskan dengan adanya persyaratan bahwa setiap lembaga 
keuangan syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Meningkatkan kerangka peraturan untuk memastikan 
kepatuhan syariah adalah tantangan hukum yang dihadapi oleh 
negara mana pun yang berusaha mengembangkan sektor keuangan 
berbasis Islam (Syariah). Negara-negara tersebut dihadapkan pada 
tugas untuk memodernisasi kembali kerangka peraturan mereka 
agar sesuai dengan karakteristik keuangan Islam (Syariah) 
(Nurhisam et al., 2016). 

Industri keuangan syariah memiliki dua konsep penting pada 
hal manajemen juga operasional. Ini diperkuat oleh kewajiban bagi 
setiap lembaga keuangan syariah untuk membentuk Dewan 
Pengawas Syariah (DPS). Industri keuangan syariah mencakup dua 
konsep kunci pada hal manajemen juga operasional. Di samping itu, 
peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk melakukan 
pemantauan pada pelaksanaan kontrak juga perjanjian guna 
memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip hukum Syariah. 
Penggunaan instrumen peraturan yang dirancang khusus untuk 
mengatur kepatuhan syariah kini menjadi suatu keharusan yang tak 
dapat dihindari lagi. Upaya untuk memperkuat kerangka peraturan 
guna mencapai kepatuhan syariah adalah tantangan hukum yang 
dihadapi di seluruh negara. 

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk 
mengawasi eksekusi akad atau perjanjian guna memastikan 
kepatuhannya pada prinsip-prinsip syariah. Penggunaan instrumen 
peraturan yang dirancang khusus untuk menegakkan kepatuhan 
syariah kini menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari 
lagi. Persyaratan untuk memperkuat kerangka peraturan demi 
memastikan kepatuhan syariah adalah tantangan hukum yang 
dihadapi oleh setiap negara yang berkeinginan mengembangkan 
bisnis keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Syariah). 
Negara-negara tersebut dihadapkan pada tugas merumuskan ulang 
kerangka peraturan mereka agar sesuai sepenuhnya dengan 
karakteristik keuangan Islam (Syariah). 

Untuk bank syariah, suatu tuntutan adalah memiliki lembaga 
internal yang berdiri sendiri untuk mengawasi dengan independen 
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pada kepatuhan syariah, yang dikenal sebagai Dewan Pengawas 
Syariah (DPS). DPS adalah entitas independen yang dibentuk oleh 
Dewan Syariah Nasional (DSN) di bank syariah, juga anggotanya 
terdiri dari para ahli yang memiliki latar belakang pada Fiqih 
Muamalah juga pengalaman di bidang perbankan konvensional. 
Proses pemeriksaan di bank syariah memiliki aspek khusus karena 
melibatkan penilaian kepatuhan syariah yang berdiri di luar 
aktivitas operasionalnya. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab 
pengawasan pada sektor keuangan juga operasional secara umum, 
sementara kepatuhan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas 
Syariah (DPS). BI telah menetapkan beberapa aspek yang harus 
dipertimbangkan pada manajemen risiko kepatuhan, seperti 
menilai efektivitas juga kemandirian fungsi audit, unit pengendalian 
mutu (jika ada), juga unit manajemen risiko (Ekonomi et al., 2018). 

  
11.3.3 Permasalahan dalam Kepatuhan Syariah 

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan 
syariah, seperti pengawasan pada perbankan syariah, masih sangat 
kurang, terutama berkaitan dengan produk perbankan syariah. 
Sementara itu, Dewan Penasihat Syariah (DPS), yang bertugas 
mengawasi aktivitas yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, 
mengalami keterbatasan yang signifikan, juga banyak DPS yang 
bekerja di lembaga keuangan syariah jarang mendapat perhatian 
karena tingkat fleksibilitasnya. Bahkan, terdapat ketidaksetaraan 
pada kualitas DPS di berbagai jenis lembaga keuangan syariah, 
termasuk bank syariah, asuransi, pasar modal, pegadaian, serta 
lembaga keuangan syariah non-bank.  

Hal lain yang menyimpang dari kualitas juga kemampuan 
perbankan syariah juga mengarah pada kepatuhan syariah adalah 
adanya kepentingan komersial yang dimunculkan oleh pemerintah 
sehubungan dengan keuntungan (profit) perusahaan, karena pada 
RUPS, bunga adalah yang utama. indikator aktivitas bisnis. 
kemajuan juga perbaikan. Akibatnya, orientasi perusahaan atau 
lembaga mengutamakan kepentingan pemegang saham, juga tidak 
memanfaatkan peran lembaga sebagai perantara keuangan juga 
kepentingan pemangku kepentingan (pemasok, pelanggan, 
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karyawan, karyawan, produsen, mitra kerja, regulator, juga 
sebagainya) (Sukardi, 2012). 

Peraturan perbankan syariah harus selaras dengan prinsip-
prinsip syariah juga harus menjadikan tujuan sosial Islam atau 
maqasid syariah sebagai pedoman. Namun, pada praktek 
operasional keuangan bank syariah, ada produk yang sulit untuk 
dijalankan sesuai prinsip syariah, contohnya pada pembiayaan 
Mudharabah juga Musyarakah.  

Akad Mudharabah juga Akad Musyarakah sulit diterapkan 
pada pembiayaan perbankan. Pada hal ini bank syariah menghadapi 
banyak kesulitan antara lain: 
1. Kehalalan bisnis pada bidang akuntansi seringkali 

diabaikan, dimana para pengusaha cenderung tidak 
memelihara akuntansi dengan benar atau mengambil 
langkah-langkah manipulatif. 

2. Penggunaan dana yang disalurkan oleh bank sering tidak 
sesuai dengan tujuan awalnya yang adalah untuk 
meningkatkan produktivitas, melainkan sering digunakan 
untuk konsumsi pribadi. 

3. Bank syariah sering menghadapi tantangan pada 
menentukan margin keuntungan. Ini terjadi karena bank 
harus menciptakan keuntungan pada operasinya dengan 
mempertimbangkan berbagai point, seperti biaya 
operasional, biaya umum, inflasi, juga point lain yang 
memengaruhi margin keuntungan. Karena point inflasi, 
bank sering menggunakan perkiraan untuk menentukan 
margin keuntungan mereka agar sejalan dengan suku bunga 
bank konvensional. 

4. Pembiayaan jangka panjang pada bank syariah terikat untuk 
jangka waktu yang sangat lama juga ini berdampak pada 
pengembalian modal yang memerlukan waktu lama. 
Pengembalian modal pada jangka waktu yang panjang ini 
dikaitkan dengan tingkat ketidakpastian juga risiko yang 
tinggi. Ini berbeda dengan kredit yang biasanya diberikan 
oleh bank konvensional, di mana pembayaran bisa dimulai 
sejak awal pada angsuran. Hal ini mengurangi tingkat 
ketidakpastian juga risiko pada pembiayaan mudharabah. 
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Semakin lama proyek berlangsung, semakin lama waktu 
yang diperlukan untuk mencapai keuntungan, sehingga 
bank syariah tidak dapat memberikan pengembalian 
deposito secepat bank konvensional. (Ghufron Az, 2020) 
 

11.3.4 Sistem Pengawasan Kepatuhan Syariah 
Fungsi kepatuhan bank merujuk pada peran yang mandiri 

pada mengidentifikasi, mengukur, memberikan nasihat, memonitor, 
juga melaporkan risiko kepatuhan bank. Risiko kepatuhan bank 
mencakup risiko berkaitan pelanggaran regulasi atau peraturan, 
potensi kerugian finansial, atau ancaman pada reputasi bank akibat 
ketidakpatuhan pada praktik-praktik terbaik, regulasi, kode etik, 
serta standar juga prosedur yang berlaku. Tingkat permintaan akan 
fungsi kepatuhan berkaitan langsung dengan tingkat risiko, yang 
dikenal sebagai risiko kepatuhan. Untuk mengurangi risiko 
kepatuhan, penting menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang 
berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.  

Pada hal pengelolaan risiko, DPS mempunyai wewenang 
juga tanggung jawab antara lain (Putri, 2023):  
1. Melakukan penilaian pada kebijakan Manajemen Risiko 

yang berkaitan dengan mematuhi Prinsip Syariah;  
2. Melakukan penilaian pada akuntabilitas Direksi pada 

melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko yang berkaitan 
dengan pematuhan Prinsip Syariah sesuai dengan yang 
dijelaskan pada poin sebelumnya. 

 
Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu 

elemen utama yang membedakan bank konvensional dengan bank 
syariah. DPS memiliki peran pokok untuk memantau pelaksanaan 
operasional perbankan juga produk-produknya agar selaras dengan 
prinsip-prinsip hukum syariah. Menurut standar AAOIFI, anggota 
DPS harus terdiri dari paling sedikit tiga ulama Syariah, yang 
ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga pada 
situasi di mana DPS mencakup seluruh Bank Umum Syariah juga 
Unit Usaha Syariah secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa DPS sebagai badan independen dapat 
beroperasi secara terpisah dari pihak yang memiliki kepentingan. 
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Ketentuan pelaksanaan tugas DPS diatur pada Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Pasal 46 No. 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Bagi Bank 
Umum Syariah juga Badan Usaha Syariah. 

Berikut adalah tugas serta tanggung jawab dari DPS (Ade 
Sofyan Mulazid, 2016): 
1. DPS harus menjalankan kewajiban juga tanggung jawabnya 

sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance). 

2. Fungsi juga tanggung jawab DPS adalah memberikan 
konsultasi juga rekomendasi kepada Dewan juga 
mengawasi kegiatan operasional Bank untuk memastikan 
bahwa aktivitas tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah. 

3. Tanggung jawab juga tugas DPS meliputi :  
a. Melakukan evaluasi juga memastikan bahwa kode etik 

juga produk yang diterbitkan oleh bank mematuhi 
prinsip-prinsip syariah. 

b. Mengawasi proses pengembangan produk perbankan 
baru sehingga sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 

c. Meminta fatwa dari DSN-MUI untuk produk perbankan 
baru yang belum memiliki fatwa. 

d. Melaksanakan rencana pengendalian kepatuhan pada 
prinsip-prinsip syariah pada pengumpulan juga 
pengalokasian dana, serta pada layanan perbankan. 

e. Meminta informasi juga data berkaitan penggunaan 
aspek syariah dari unit-unit bank pada rangka 
melaksanakan tugasnya. DPS tidak memiliki 
kewenangan untuk menghentikan produk perbankan 
yang tidak sesuai dengan prinsip syariah; kewenangan 
ini tetap menjadi wewenang Bank Indonesia sebagai 
bank sentral untuk menghentikan produk semacam itu.  

4. DPS harus secara berkala menyusun laporan hasil 
pemantauan setiap semester yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia pada waktu paling lambat 2 bulan setelah 
berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan ini harus 
mencerminkan bahwa bank yang diawasinya menjalankan 
operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Kesimpulan ini kemudian dimasukkan pada laporan 
keuangan bank. 

5. Dari segi tugas juga aktivitas, peran DPS dapat menjadi lebih 
berat daripada tugas yang diemban oleh komisaris. Hal ini 
dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah pertemuan 
yang diadakan oleh DPS juga Dewan Komisaris. 
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 
tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah juga 
Badan Usaha Syariah, DPS diwajibkan untuk mengadakan 
pertemuan setidaknya satu kali pada sebulan. Sementara 
itu, Dewan Komisaris diharuskan untuk mengadakan 
pertemuan minimal dua bulan sekali.  

 

11.4 Audit Perbankan Syariah 
11.4.1 Pengertian Audit Syariah  

Konsep bank syariah adalah lembaga yang digunakan 
sebagai perantara jasa keuangan, tidak bergantung pada 
pendapatan bunga, juga menyediakan uang juga membiayai usaha 
juga kegiatan lain menurut hukum Islam. Auditing juga perbankan 
syariah sebagai forum penelitian yang mengkaji secara sistematis 
proses pengumpulan bukti-bukti tentang aktivitas lembaga 
keuangan juga badan usaha yang menghimpun dana sesuai prinsip 
syariah Islam (Abdul Nasser Hasibuan et al., 2020). 

Audit syariah merujuk pada proses penilaian juga verifikasi 
independen yang secara berkala dilakukan untuk meningkatkan 
nilai tambah juga keakuratan operasional lembaga keuangan 
syariah. Tujuan dari audit syariah adalah memastikan bahwa sistem 
pengendalian internal yang diterapkan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Pada audit syariah pada layanan keuangan Islam, 
proses ini melibatkan pengumpulan juga penilaian bukti-bukti guna 
menentukan sejauh mana informasi juga kepatuhan syariah telah 
dipenuhi. Inspeksi ini harus dijalankan oleh individu yang memiliki 
kualifikasi yang sesuai serta bersifat independen.  

Untuk menjalankan audit, tersedia informasi yang 
bersertifikat serta sejumlah standar (kriteria) yang digunakan oleh 
auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Data yang 
digunakan berasal dari berbagai tingkatan. Auditor syariah 
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melakukan audit pada data yang bersifat obyektif, seperti data 
keuangan bagi hasil, juga data yang bersifat subjektif, yaitu 
pengetahuan syariah, guna memastikan kepatuhan bank syariah. 
Pedoman atau bukti audit syariah digunakan sebagai landasan 
pelaksanaan audit syariah untuk memverifikasi bukti yang ada. 
Pedoman atau bukti audit syariah bisa diartikan sebagai segala 
informasi yang digunakan oleh auditor untuk menilai apakah 
informasi yang sedang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang 
ditentukan oleh prinsip syariah. Kriteria evaluasi data dapat 
bervariasi tergantung pada jenis data yang sedang diaudit. Misalnya, 
pada audit laporan keuangan masa lalu oleh seorang auditor, 
kriteria yang digunakan biasanya mengacu pada standar pelaporan 
keuangan (FRS) (Maria Wardayati et al., 2016). 

Audit yang dilakukan secara berkala penting untuk 
meningkatkan tingkat kepercayaan para pengguna laporan 
keuangan berkaitan apakah laporan keuangan tersebut telah 
disusun sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hal yang 
sama berlaku untuk lembaga keuangan syariah, dengan 
pertimbangan bahwa pada perkembangan audit syariah yang 
mencakup cakupan serupa dengan audit konvensional, pengguna 
laporan keuangan menghadapi tantangan pada menemukan 
lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah harus 
berpegang pada prinsip syariah. Auditor juga memberikan 
keyakinan bahwa mereka akan mengkomunikasikan kepada 
pengguna bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip 
Syariah (Rumanintya Lisaria Putri et al., 2023). 

Audit konvensional berkaitan dengan laporan keuangan juga 
aktivitas keuangan manajemen. Namun ruang lingkup audit syariah 
tidak hanya sebatas itu saja, namun juga memastikan bahwa 
manajemen memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam juga memastikan bahwa manajemen memenuhi 
tujuan syariah (maqashid syariah). Dapat disimpulkan bahwa audit 
syariah memadukan konsep audit dengan maqashid syariah.  

Mengembangkan keseluruhan ruang lingkup perikatan 
audit: 
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1. Untuk menentukan ruang lingkup perikatan audit, 
dokumen, sistem, juga aset fisik yang relevan, termasuk 
yang dikelola oleh pihak ketiga, akan diidentifikasi. 

2. Ketersediaan pemeriksa ditentukan pada saat menentukan 
ruang lingkup tugas pemeriksaan (Ikatan Bankir Indonesia, 
2019). 
 

11.4.2 Kerangka Audit Syariah 
Kerangka Audit Syariah dapat disebut dengan kerangka 

kegiatan pengendalian bank syariah, sebagaimana dikemukakan 
oleh (Abdul Nasser Hasibuan et al., 2020) bahwa kegiatan audit 
bank syariah terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
1. Audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal bank 

syariah telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku saat 
ini juga tidak mengandung kelemahan yang signifikan. 

2. Audit eksternal, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia 
(BI) atau auditor eksternal yang bertugas memverifikasi 
ulang hasil audit internal. 

3. Audit syariah yang diselenggarakan oleh auditor syariah 
yang telah memegang Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS), 
berperan pada memeriksa kesesuaian produk juga transaksi 
bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. 
 

11.4.3 Praktik Audit dalam Perbankan Syariah 
Audit syariah merujuk pada proses yang menentukan 

kepatuhan lembaga keuangan Islam pada prinsip syariah pada 
semua aspek operasionalnya. Audit ini bertujuan untuk 
memverifikasi bahwa seluruh kegiatan perbankan dilakukan sesuai 
dengan pedoman juga hukum syariah yang digunakan pada 
pengelolaan bank Islam. Pemeriksaan syariah memiliki peran yang 
sangat penting pada perbankan syariah, juga tujuannya adalah 
memastikan bahwa bank ini tidak hanya beroperasi seperti lembaga 
keuangan konvensional, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip juga 
aturan syariah pada semua aspek operasionalnya.  

Auditor syariah memainkan peran kunci pada 
menumbuhkan kesadaran perbankan syariah juga pemangku 
kepentingannya bahwa setiap operasional perbankan syariah harus 
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membantu mencapai tujuan hukum Islam (maqashid syariah), yaitu 
kepentingan kemanusiaan. Dilihat dari tugas juga tanggung 
jawabnya, maka dapat dikatakan bahwa audit internal syariah 
adalah peran muhtasib pada perbankan syariah. Lembaga audit 
syariah menghadapi banyak tantangan pada memenuhi tugasnya 
seperti ruang lingkup audit, sertifikasi audit, kualifikasi auditor juga 
independensi auditor (Baehaqi & Suyanto, 2019).  
Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah antara lain:  
1. Pengungkapan aspek keadilan juga kepatuhan syariah pada 

pelaporan keuangan, 
2. Penyelidikan aspek produk, akuntansi juga asal muasal 

pembiayaan juga pembiayaan, 
3. Tinjauan Alokasi Manfaat, 
4. Pengakuan pendapatan berbasis tunai pada nilai riil, 
5. Pelaporkan biaya tersebut berdasarkan basis akrual, 
6. Saat Anda menggunakan bank koresponden penyimpanan, 

distribusi pendapatan digunakan untuk mencatat 
pendapatan, 

7. Menyelidiki sumber juga penggunaan zakat, 
8. Ada atau tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur 

yang bertentangan dengan aturan syariah. Unsur-unsur di 
atas harus ada pada audit syariah, namun mekanisme audit 
yang ada tetap berperan pada audit bank syariah. 

 
Mekanisme pengendalian biasanya meliputi: 
1. Mekanisme analitis/memeriksa juga membandingkan data 

dengan hubungan,  
2. Memeriksa dokumen, dokumen juga pengendalian fisik 

sumber material, 
3. engkonfirmasi/mengirimkan pertanyaan kepada pihak 

internal atau eksternal untuk mendapatkan informasi, 
4. Penomoran juga pelacakan dokumen,  
5. Sesuai dengan dokumen 1. 

 
Pasal 42(1) dari Peraturan Bank Indonesia No. 

11/33/PBI/2009 menetapkan tugas utama komite audit adalah 
menilai kinerja audit internal untuk menilai sejauh mana 
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pengendalian internal juga proses pelaporan keuangan sudah 
memadai. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa komite audit 
juga wajib mengevaluasi bagaimana pihak berwenang telah 
menindaklanjuti pengamatan juga/atau rekomendasi yang muncul 
sebagai hasil pemantauan Dewan Pengawas Syariah. Ini 
menandakan bahwa komite audit memiliki kewenangan tidak 
langsung pada memantau ketaatan bank syariah pada prinsip-
prinsip syariah Islam.  

Komite audit juga memonitor pengendalian internal 
perusahaan juga memberikan informasi yang dapat diandalkan 
kepada para pemangku kepentingan. Keterpercayaan pelaporan 
juga keterbukaan pada laporan keuangan menjadi sangat penting, 
sebab hal ini adalah bagian dari upaya mencapai tujuan keadilan 
yang adalah salah satu dari tujuan utama pada maqasid syariah. 
Oleh sebab itu, pemanfaatan komite audit diperlukan untuk 
meningkatkan tingkat transparansi juga kepercayaan pada laporan 
keuangan, serta membantu menciptakan keadilan, yang pada 
gilirannya akan meningkatkan kinerja bank syariah sesuai dengan 
prinsip-prinsip maqasid syariah (Kholid & Bachtiar, 2015).  

Tidak hanya itu, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu 
lembaga independen yang terpisah dari lembaga perbankan 
Syariah, yang memiliki peran mengawasi kepatuhan pada hukum 
Syariah pada operasi perbankan. Karakteristik khusus DPS, yakni 
ukuran juga tingkat keahliannya pada bidang syariah, akuntansi, 
juga keuangan, mendorong DPS untuk menjamin stabilitas bank 
syariah dengan tujuan mengurangi risiko juga meningkatkan 
efisiensi pada kegiatan perbankan syariah. Frekuensi pertemuan 
DPS juga adalah salah satu karakteristik yang berkaitan dengan 
penggunaan operasi DPS pada peran pengawasannya. 
Meningkatkan frekuensi pertemuan DPS, memperkuat pengawasan 
pada seluruh aktivitas perbankan syariah, yang selanjutnya dapat 
meningkatkan kinerja bank syariah.  

Selain komite audit juga DPS, efektivitas bank syariah juga 
bergantung pada hasil kerja auditor eksternal, yaitu kualitas audit. 
Auditor eksternal dari departemen terstruktur Big 4 cenderung 
memberikan hasil audit dengan kualitas lebih tinggi dibandingkan 
KAP yang menggunakan departemen terstruktur selain Big 4 karena 
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keterampilan juga reputasi mereka. kualitas pengendalian 
mengurangi terjadinya penipuan, sehingga profitabilitas dapat 
dipengaruhi oleh pemantauan aktivitas operasional. 

 
Tabel 11.1. Perbedaan Audit Syariah dengan Audit Konvensional 

No Audit Syariah Audit Konvensional 
1 Lembaga Keuangan, entah 

itu bank atau lembaga 
keuangan syariah yang 
bukan bank, yang 
menjalankan operasinya 
sesuai prinsip syariah. 

Lembaga Keuangan, baik itu 
bank maupun lembaga 
keuangan non-bank, yang tidak 
beroperasi dengan prinsip 
syariah. 

2 Diperlukan keterlibatan 
Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). 

Tidak ada kontribusi dari 
Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). 

3 Audit dijalankan oleh 
seorang auditor yang 
memiliki sertifikasi SAS 
(Sertifikat Akuntansi 
Syariah). 

Pemeriksaan dilakukan oleh 
auditor umum yang tidak 
memiliki persyaratan sertifikasi 
SAS. 

4 Standar Audit AAOIFI Standar Auditing IAI 
5 Opini tentang Sharia 

Compliance atau tidaknya 
(LKS) 

Opini mencakup pertimbangan 
apakah penyajian laporan 
keuangan perusahaan adalah 
wajar atau tidak. 

Sumber: (Minarni, 2013) 
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BAB 12 
INOVASI DALAM PRODUK  
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH 
 
Oleh Arief Yanto Rukmana 
 
12.1 Pendahuluan 

Inovasi dalam produk pembiayaan bank Islam memainkan 
peran penting dalam evolusi keuangan Islam yang sedang 
berlangsung (Rizal et al., 2023). Inovasi ini didorong oleh kebutuhan 
untuk mengimbangi perubahan lanskap keuangan dan beragamnya 
kebutuhan nasabah sambil tetap berpegang pada landasan etika 
perbankan syariah (Ghofur, 2020). 

Salah satu aspek penting dari inovasi dalam keuangan Islam 
adalah pengembangan produk keuangan baru. Misalnya, 
pembiayaan rumah hibrida berbasis Musyarakah merupakan solusi 
inovatif yang menggabungkan prinsip Musyarakah (kemitraan) dan 
Ijarah (sewa). Hal ini memungkinkan individu untuk membeli 
rumah tanpa menggunakan pinjaman konvensional berbasis bunga, 
menekankan kepemilikan bersama dan pembagian risiko antara 
bank dan nasabah (Prasetyo, 2018). 

Pembiayaan mikro dengan menggunakan struktur 
Mudharabah adalah pendekatan inovatif lainnya. Bank Islam 
memberikan pinjaman mikro kepada usaha kecil dan pengusaha 
melalui Mudarabah, mempromosikan kewirausahaan dan 
pemberdayaan ekonomi dalam batasan hukum Syariah. Hal ini tidak 
hanya menawarkan pilihan pembiayaan yang etis namun juga 
mendorong distribusi kekayaan (Purnama & Yuliafitri, 2019). 

Munculnya teknologi digital telah menghasilkan solusi 
perbankan digital yang inovatif dalam keuangan Islam. Perbankan 
seluler, platform online, dan aplikasi seluler menjadikan layanan 
perbankan Islam lebih mudah diakses dan nyaman bagi nasabah 
sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah. 
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Teknologi ini telah membuka jalan baru untuk mengelola keuangan, 
mentransfer dana, dan memantau investasi. 

Produk pembiayaan yang etis dan berkelanjutan juga 
menjadi fokus inovasi. Bank syariah berinvestasi dalam proyek 
ramah lingkungan dan beretika yang sejalan dengan prinsip-prinsip 
Syariah dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan 
masyarakat. Usaha-usaha ini, seperti pembiayaan proyek-proyek 
energi terbarukan, mencerminkan konvergensi prinsip-prinsip etika 
dan inovasi keuangan (Agustin, 2017). 

Selain itu, pengembangan Sukuk (obligasi syariah) 
merupakan cara inovatif untuk meningkatkan modal untuk 
berbagai proyek. Sukuk, yang mewakili kepemilikan aset atau 
proyek, memberikan alternatif sesuai syariah dibandingkan obligasi 
konvensional. Dana tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah dan 
perusahaan untuk penggalangan dana, memperluas jangkauan dan 
daya tarik keuangan Islam ke basis investor yang lebih luas (Atabik, 
2016). 

Inovasi produk pembiayaan bank syariah merupakan proses 
dinamis yang memastikan industri tetap kompetitif dan selaras 
dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Inovasi-inovasi ini 
memfasilitasi terciptanya solusi keuangan yang terdiversifikasi, etis, 
dan mudah diakses oleh nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi 
terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan relevansi keuangan Islam 
dalam lanskap keuangan global (Mufraini, 2006). 
 

12.2 Pengertian Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah 
Menyelami prinsip-prinsip perbankan islam, perbankan 

islam didirikan berdasarkan serangkaian prinsip inti yang berakar 
pada hukum syariah, yang membedakannya dari sistem perbankan 
konvensional. Pada intinya, perbankan Islam melarang pembayaran 
atau penerimaan bunga, atau “Riba.” Larangan ini didasarkan pada 
ayat Al-Quran yang mengecam Riba sebagai sesuatu yang 
eksploitatif dan tidak adil. Alih-alih memperoleh bunga, bank 
syariah menganut prinsip bagi hasil, sesuai dengan prinsip 
“Musharakah” dan “Mudharabah”. Prinsip-prinsip ini melibatkan 
pembagian risiko antara bank dan nasabah, menyelaraskan 
kepentingan kedua belah pihak (Feliyani, 2021). 
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Prinsip mendasar lainnya dalam perbankan Islam adalah 
larangan “Gharar”, yang berarti ketidakpastian atau ambiguitas. 
Prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi bersifat transparan 
dan terdefinisi dengan baik untuk menghindari segala bentuk 
penipuan atau ketidakpastian. Konsekuensinya, produk keuangan 
Islam menekankan kejelasan dan tidak adanya syarat atau 
ketentuan tersembunyi (Suadi & SH, 2017). 

Selain prinsip-prinsip ini, perbankan Islam mendorong 
pembiayaan yang beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Ia 
menganut "Maqasid al-Syariah," yang berfokus pada kebaikan yang 
lebih besar, dan penghindaran kerugian bagi masyarakat. Kerangka 
kerja ini memandu pengembangan produk keuangan Islam, 
memastikan produk tersebut mematuhi tujuan etika dan moral 
hukum Syariah yang lebih luas (Soemitra, 2020). 

Bank syariah sering kali memiliki dewan pengawas atau 
komite syariah yang terdiri dari ulama Islam yang memberikan 
bimbingan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 
Islam. Peran mereka sangat penting dalam menilai kebolehan 
agama atas produk dan transaksi keuangan. Kepatuhan terhadap 
syariah adalah aspek perbankan syariah yang berkesinambungan 
dan tidak dapat dinegosiasikan, menekankan pentingnya mematuhi 
prinsip-prinsip Islam dalam semua operasi. 

Pada akhirnya prinsip-prinsip dasar perbankan Islam 
berpusat pada keuangan etis, pembagian keuntungan dan kerugian, 
transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum 
syariah. Prinsip-prinsip ini membedakan perbankan Islam dari 
sistem konvensional dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk 
mengembangkan produk keuangan yang tidak hanya layak secara 
finansial namun juga sehat secara etika yang berdampak kepada 
kemaslahatan (Rukmana, Astuti, et al., 2023). 
 

12.3 Perlunya Inovasi dalam Perbankan Syariah 
Perlunya inovasi dalam perbankan syariah didorong oleh 

beberapa faktor utama yang mendasari pertumbuhan dan 
keberlanjutan sistem keuangan ini (Harto et al., 2023). Yang 
pertama dan terpenting, inovasi sangat penting untuk memastikan 
bank syariah tetap kompetitif dalam lanskap keuangan global yang 
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berkembang pesat (Wakil et al., 2022). Dengan menjamurnya 
produk perbankan konvensional, bank syariah harus 
mengembangkan alternatif inovatif untuk menarik basis nasabah 
yang lebih luas dan mempertahankan keunggulan kompetitif. 
Tekanan persaingan ini telah mendorong bank syariah untuk 
mencari pendekatan segar dan kreatif untuk memenuhi beragam 
kebutuhan keuangan nasabahnya (Soemitra, 2020). 

Selain persaingan, kebutuhan finansial pelanggan yang 
beragam dan dinamis memerlukan inovasi. Perbankan Islam, 
seperti perbankan konvensional, melayani berbagai klien, mulai dari 
individu hingga bisnis. Para nasabah ini sering kali membutuhkan 
solusi keuangan yang disesuaikan, dan inovasi adalah cara untuk 
memberikan solusi tersebut secara efisien dan efektif. Dengan 
demikian, inovasi memungkinkan bank syariah untuk memenuhi 
kebutuhan spesifik berbagai segmen pasar (Feliyani, 2021). 

Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam, seperti pelarangan 
bunga (Riba) dan penekanan pada pembagian risiko, memberikan 
alasan kuat lainnya untuk melakukan inovasi. Prinsip-prinsip ini 
memandu perbankan Islam menuju transaksi keuangan yang lebih 
etis dan adil. Untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, 
bank syariah harus terus berinovasi untuk menciptakan produk dan 
layanan keuangan yang mematuhi hukum Syariah sekaligus 
memberikan nilai ekonomi (Nuriana & Achmad, 2020). 

Bukan hanya itu, inovasi dalam perbankan syariah dapat 
meningkatkan inklusi keuangan (Anizira et al., 2023). Dengan 
mengembangkan produk-produk inovatif yang diperuntukkan bagi 
segmen masyarakat unbanked dan underbanked, bank syariah 
dapat membantu memperluas akses terhadap layanan keuangan 
(Hartatik et al., 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan sosial keuangan 
Islam yang lebih luas, yang mencakup pengentasan kemiskinan dan 
distribusi kekayaan yang adil (Nathaniela et al., 2022). 

Kebutuhan akan inovasi dalam perbankan syariah beragam 
(Purnomo, 2019). Hal ini berasal dari persaingan, beragamnya 
kebutuhan keuangan nasabah, prinsip keuangan Islam, dan 
komitmen terhadap inklusi keuangan (Rahadi, 2017). Dengan 
merangkul inovasi, bank syariah dapat menavigasi lanskap 
keuangan yang kompleks, tetap setia pada landasan etika, dan 
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melayani nasabah dengan lebih baik sambil berkontribusi terhadap 
tujuan masyarakat yang lebih luas (Al Aidhi et al., 2023). 

 

12.4 Jenis Produk Pembiayaan di Perbankan 
Syariah 

Perbankan Islam menawarkan beragam produk pembiayaan 
yang mematuhi prinsip-prinsip hukum Syariah, yang 
membedakannya dari perbankan konvensional (Fauzan et al., 
2023). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan keuangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap 
pedoman etika Islam (Siregar et al., 2023). 
12.4.1 Musyarakah (Kemitraan) 

Musyarakah mewakili pengaturan pembiayaan berbasis 
kemitraan di mana dua pihak atau lebih bersama-sama berinvestasi 
dalam suatu usaha bisnis. Dalam perbankan syariah, mekanisme 
bagi hasil ini biasa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti 
pembiayaan usaha, real estat, dan pengembangan proyek. Hal ini 
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan risiko bersama di antara 
para mitra. 

 
12.4.2 Mudarabah (Bagi Hasil dan Kerugian) 

Mudarabah adalah konsep penting lainnya dalam keuangan 
Islam. Hal ini melibatkan satu pihak yang memberikan modal 
(investor) sedangkan pihak lainnya (pengusaha) menyumbangkan 
keahlian dan keterampilan manajemen. Keuntungan dibagi menurut 
nisbah yang telah ditentukan, namun kerugian terutama ditanggung 
oleh pemberi modal. Pengaturan ini mendorong alokasi sumber 
daya yang efisien dan pembagian risiko. 

 
12.4.3 Ijarah (Leasing) 

Ijarah adalah bentuk sewa Islam, di mana bank memiliki aset 
dan menyewakannya kepada klien dengan biaya sewa tetap. Biaya 
sewa ini telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Penyewa 
dapat menggunakan aset tersebut tanpa komponen bunga apa pun, 
sehingga sesuai dengan hukum Syariah. Ijarah umumnya digunakan 
untuk pembiayaan real estat, kendaraan, dan peralatan. 
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12.4.4 Murabahah (Cost Plus Financing) 
Murabahah adalah produk pembiayaan syariah yang banyak 

digunakan untuk akuisisi aset. Dalam transaksi Murabahah, bank 
membeli suatu barang dengan harga perolehan dan kemudian 
menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga markup. 
Markup ini mewakili keuntungan bank, dan nasabah setuju untuk 
membayarnya secara mencicil. Hal ini memungkinkan pelanggan 
untuk memperoleh aset tanpa bunga. 

 
12.4.5 Takaful (Asuransi Islam) 

Takaful adalah bentuk asuransi unik yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi tradisional yang 
melibatkan bunga dan ketidakpastian, Takaful didasarkan pada 
model kooperatif. Pemegang polis menyumbangkan premi ke dana 
bersama, dan dana ini digunakan untuk memberikan kompensasi 
kepada anggota jika terjadi kerugian. Menjunjung tinggi prinsip 
tanggung jawab bersama dan saling mendukung. 

 
12.4.6 Sukuk (Obligasi Islami) 

Sukuk adalah obligasi syariah yang berfungsi sebagai 
alternatif obligasi berbunga konvensional. Sukuk mewakili 
kepemilikan atas aset atau proyek yang mendasarinya, sehingga 
mematuhi hukum Syariah. Investor menerima bagian dari 
keuntungan yang dihasilkan oleh aset atau proyek daripada 
pembayaran bunga. Sukuk mendapatkan popularitas di bidang 
keuangan Islam karena meningkatkan modal untuk proyek 
infrastruktur, pembiayaan pemerintah, dan usaha korporasi. 

Jenis produk pembiayaan dalam perbankan Islam ini 
menunjukkan komitmen industri terhadap praktik keuangan yang 
etis, pembagian risiko, dan distribusi keuntungan yang adil. 
Memberi nasabah beragam pilihan yang sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum Syariah, menawarkan alternatif yang layak 
dibandingkan produk perbankan konvensional. 
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12.5 Pendekatan Inovatif Produk Pembiayaan 
Syariah 

Pendekatan inovatif dalam produk pembiayaan syariah 
sangat penting untuk kelanjutan pertumbuhan dan relevansi 
perbankan syariah dalam lanskap keuangan global yang dinamis 
(Iqbal, 2012). Pendekatan ini melibatkan pengembangan solusi 
keuangan kreatif yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip 
Syariah tetapi juga memenuhi kebutuhan nasabah yang terus 
berkembang (Rachmawati, 2020). Mewakili perpaduan keuangan 
Islam tradisional dengan teknik keuangan modern, memfasilitasi 
inovasi di berbagai bidang (Mudhiiah, 2016). 

Salah satu bidang inovasi yang menonjol dalam pembiayaan 
Islam adalah pengembangan produk keuangan hibrida. Misalnya, 
terdapat skema pembiayaan rumah hibrida berbasis Musyarakah 
yang memadukan prinsip Musyarakah (kemitraan) dan Ijarah 
(sewa). Solusi inovatif ini memungkinkan individu untuk membeli 
rumah tanpa melibatkan pinjaman tradisional berbasis bunga. 
Model hibrida seperti ini mendorong kepemilikan bersama dan 
pembagian risiko antara bank dan nasabah, sejalan dengan prinsip 
keuangan Islam (A. A. Bakar, 2021). 

Pembiayaan mikro dengan menggunakan struktur 
Mudharabah adalah pendekatan inovatif lainnya. Dengan 
menerapkan Mudharabah, bank syariah dapat menawarkan 
pinjaman mikro kepada pengusaha dan usaha kecil (Waluyo et al., 
2023). Pendekatan ini tidak hanya membantu distribusi kekayaan 
tetapi juga mendorong kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi, 
yang merupakan tujuan sosial utama keuangan Islam (Permana et 
al., 2023). Hal ini memastikan bahwa keuntungan dan kerugian 
dibagi secara adil, sehingga meningkatkan inklusi keuangan bagi 
masyarakat yang kurang mampu (A. Bakar, 2020). 

Munculnya teknologi digital juga telah memunculkan solusi 
perbankan digital yang inovatif dalam keuangan Islam . Mobile 
banking, platform online, dan aplikasi seluler telah memudahkan 
nasabah mengakses layanan perbankan syariah sekaligus 
memastikan kepatuhan syariah (Baali et al., 2023). Teknologi ini 
telah membuka jalan baru untuk mengelola keuangan, mentransfer 
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dana, dan memantau investasi, menjadikan keuangan Islam lebih 
mudah diakses dan nyaman (Istiqomah, 2019). 

Produk pembiayaan yang berkelanjutan dan beretika juga 
mendapatkan daya tarik. Bank-bank syariah semakin banyak 
berinvestasi pada proyek-proyek ramah lingkungan dan beretika 
yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mempunyai 
dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Misalnya, 
bank syariah mungkin menawarkan pembiayaan untuk proyek 
energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian 
lingkungan sekaligus mematuhi etika keuangan Islam. 

Pendekatan inovatif dalam produk pembiayaan syariah tidak 
hanya berfungsi untuk memenuhi beragam kebutuhan keuangan 
nasabah namun juga untuk beradaptasi terhadap perubahan 
lanskap ekonomi dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini 
mencerminkan komitmen industri terhadap inklusi keuangan, 
keuangan etis, dan prinsip-prinsip inti hukum Syariah, menjadikan 
perbankan syariah menjadi pemain yang semakin relevan dan 
kompetitif di arena keuangan global. Melalui inovasi yang 
berkelanjutan, bank syariah mampu berkembang dan menawarkan 
solusi keuangan yang lebih terdiversifikasi, efisien, dan etis kepada 
nasabahnya (Adam, 2020). 

 

12.6 Kepatuhan dan Inovasi Syariah 
Kepatuhan dan inovasi syariah adalah dua aspek mendasar 

yang berjalan seiring dalam dunia keuangan Islam. Kepatuhan 
syariah adalah landasan perbankan Islam, memastikan bahwa 
semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
hukum Islam, atau Syariah. Prinsip-prinsip ini melarang 
pembayaran atau penerimaan bunga, dan transaksi harus bebas 
dari ambiguitas atau ketidakpastian (Gharar). Mempertahankan 
kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip ini tidak dapat 
ditawar lagi dalam keuangan Islam (Ghofur, 2020). 

Namun, mencapai kepatuhan syariah tidak berarti stagnasi 
atau kurangnya inovasi. Faktanya, inovasi di bidang keuangan 
syariah tidak hanya diperbolehkan, namun juga dianjurkan selama 
tetap berpegang pada prinsip syariah. Peran ulama Islam dan dewan 
syariah sangat penting dalam menilai kebolehan agama atas produk 
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dan transaksi keuangan. Memberikan panduan apakah suatu 
inovasi sejalan dengan prinsip etika dan moral Syariah. 

Proses untuk memastikan kepatuhan syariah dalam inovasi 
melibatkan pengawasan cermat terhadap produk atau layanan yang 
diusulkan. Para cendekiawan Islam menilai apakah hal tersebut 
sesuai dengan prinsip-prinsip utama Islam, yang mencakup 
menghindari Riba (riba), Gharar (ketidakpastian), dan mematuhi 
tujuan etika dan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa 
inovasi tersebut tidak membahayakan landasan etika keuangan 
Islam (Prasetyo, 2018). 

Pertimbangan etis adalah bagian penting dari kepatuhan dan 
inovasi Syariah. Lembaga keuangan Islam tidak hanya diharapkan 
mampu bertahan secara finansial tetapi juga memberikan 
kontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini termasuk mendukung 
investasi dan proyek etis yang bermanfaat bagi masyarakat, selaras 
dengan tujuan keuangan Islam yang lebih luas. 

Urgensi kepatuhan dan inovasi syariah memastikan bahwa 
bank syariah terus menawarkan produk keuangan yang kompetitif 
dan beragam. Inovasi memungkinkan pengembangan instrumen 
dan layanan keuangan baru yang memenuhi kebutuhan nasabah 
yang terus berkembang dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-
prinsip Syariah. Misalnya, produk pembiayaan yang berkelanjutan 
dan beretika, seperti produk yang ditujukan untuk energi 
terbarukan atau pembangunan sosial, merupakan bukti perpaduan 
prinsip-prinsip etika dan solusi keuangan yang inovatif (Agustin, 
2017).  

Kepatuhan syariah adalah fondasi keuangan Islam, yang 
membedakannya dari perbankan konvensional (Rukmana, 
Meltareza, et al., 2023). Ini adalah kerangka kerja ketat yang 
memandu transaksi keuangan dengan cara yang etis, adil, dan 
selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi dalam keuangan Islam 
tidak diperbolehkan begitu saja; hal itu dianjurkan, selama sesuai 
dengan hukum syariah. Inovasi ini memastikan bahwa lembaga 
keuangan Islam dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan 
nasabah, tetap kompetitif, dan menjaga komitmen etika dan moral 
terhadap Masyarakat (Khuan et al., 2023). 
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12.7 Tantangan dan Resiko 
Tantangan dan risiko merupakan aspek integral dari lanskap 

perbankan dan keuangan Islam yang terus berkembang. Tantangan-
tantangan ini timbul dari beberapa sumber dan harus dikelola 
secara hati-hati untuk menjamin kesinambungan pertumbuhan dan 
stabilitas industry (Misra et al., 2020). 

Salah satu tantangan paling signifikan dalam perbankan 
Islam adalah peraturan dan hukum. Memastikan kepatuhan 
terhadap hukum Syariah dan peraturan keuangan daerah dapat 
menjadi tugas yang rumit dan rumit (Sari et al., 2023). Bank syariah 
harus menavigasi jaringan kerangka peraturan yang beragam di 
berbagai wilayah dan negara, yang masing-masing memiliki 
interpretasi tersendiri terhadap prinsip-prinsip syariah (Razali et al., 
2023). Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan inkonsistensi 
kepatuhan yang harus diselesaikan untuk menjaga integritas 
produk dan layanan keuangan (Harto et al., 2022). 

Manajemen risiko adalah aspek penting lainnya dari 
perbankan Islam. Meskipun sifat pembagian keuntungan dan 
kerugian dalam keuangan Islam mengurangi beberapa risiko, hal ini 
juga menimbulkan tantangan unik (Harinie et al., 2023). Misalnya, 
dalam kontrak Musyarakah dan Mudarabah, dimana keuntungan 
dan kerugian dibagi, terdapat risiko kegagalan bisnis atau kerugian 
finansial. Bank harus menerapkan penilaian risiko dan strategi 
mitigasi yang kuat untuk mengatasi ketidakpastian ini dan menjaga 
stabilitas keuangan (Feliyani, 2021). 

Tantangan budaya dan sosial juga dapat menimbulkan 
hambatan bagi bank syariah. Di beberapa daerah, mungkin terdapat 
kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang keuangan Islam, 
yang dapat menghambat penerimaan dan pertumbuhannya. Sikap 
budaya dan tradisi juga dapat mempengaruhi adopsi produk 
perbankan Islam. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya 
pendidikan dan sosialisasi untuk mempromosikan manfaat dan 
landasan etika keuangan Islam (Soemitra, 2020). 

Persaingan dengan bank konvensional dan industri 
keuangan yang lebih luas dapat menghadirkan tantangan. Bank 
syariah harus berupaya mengembangkan produk dan layanan 
inovatif yang tidak hanya berpegang pada prinsip syariah namun 
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juga kompetitif dalam hal imbal hasil, pengalaman nasabah, dan 
kenyamanan. Hal ini memerlukan investasi besar dalam penelitian 
dan pengembangan agar tetap relevan dan menarik basis pelanggan 
yang luas (Wahana & Rukmana, 2023). 

Fluktuasi dalam lingkungan ekonomi global juga membawa 
risiko pada perbankan syariah, seperti halnya pada keuangan 
konvensional. Kemerosotan ekonomi, perubahan dinamika pasar, 
dan peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas dan 
profitabilitas bank syariah, sehingga mengharuskan untuk 
beradaptasi dan mendiversifikasi strategi (Munte et al., 2023). 

Tantangan dan risiko dalam perbankan syariah mencakup 
kompleksitas peraturan, manajemen risiko, pertimbangan budaya, 
persaingan, dan ketidakpastian ekonomi (Bakri et al., 2023). 
Keberhasilan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini sangat 
penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dan keberlanjutan 
keuangan Islam, serta memastikan bahwa keuangan Islam tetap 
menjadi alternatif yang layak dan etis dibandingkan perbankan 
konvensional (Sutaguna et al., 2023). 
 

12.8 Tren Masa Depan dan Inovasi  
 

 
Gambar 12.1. Tren Masa Depan dan Inovasi Bank Syariah 

(Sumber : https://www.hukumonline.com/) 
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Tren masa depan dan inovasi yang muncul di bidang 
perbankan syariah siap untuk membentuk kembali industri ini 
secara mendalam (Fkun et al., 2023). Seiring dengan terus 
berkembangnya banklanskap keuangan global, bank syariah 
mencari cara baru untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan 
nasabah yang dinamis sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip 
syariah (Rachmat et al., 2023). 

Salah satu tren yang menonjol adalah meningkatnya 
integrasi teknologi dan solusi digital dalam perbankan syariah. 
Platform perbankan digital, aplikasi seluler, dan layanan online telah 
memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses dan 
mengelola produk keuangan syariah (Rachmawati, 2020). 
Pergeseran digital ini meningkatkan pengalaman pelanggan, 
menyederhanakan transaksi, dan memfasilitasi layanan yang lebih 
cepat dan efisien. Selain itu, bank syariah juga mengadopsi inovasi 
blockchain dan fintech untuk meningkatkan transparansi, 
keamanan, dan efisiensi dalam operasi (Huda, 2013). 

Keuangan yang berkelanjutan dan beretika kini menjadi tren 
yang signifikan. Bank-bank Islam berinvestasi dalam proyek-proyek 
ramah lingkungan dan usaha-usaha yang etis, sejalan dengan 
prinsip-prinsip hukum Syariah yang menekankan keuangan yang 
bertanggung jawab. Investasi pada energi terbarukan, 
pembangunan sosial, dan bisnis yang beretika menjadi lebih umum, 
yang mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan kelestarian lingkungan (Marlinah, 2019). 

Inklusi keuangan adalah tren penting lainnya. Bank syariah 
semakin fokus untuk menjangkau segmen masyarakat yang kurang 
terlayani, memperluas layanannya kepada masyarakat yang tidak 
mempunyai rekening bank (Rukmana, 2023). Produk-produk 
keuangan mikro dan inisiatif perbankan inklusif sedang 
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan keuangan kelompok-
kelompok ini, mendorong pemberdayaan ekonomi dan distribusi 
kekayaan yang adil (Marthon, 2004). 

Bank syariah juga menjajaki ranah pembiayaan syariah 
digital, yang memungkinkan nasabah terlibat dalam perdagangan 
dan transaksi online sambil memastikan kepatuhan syariah. Inovasi 
ini membuka jalan baru bagi e-commerce, investasi, dan 
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perdagangan internasional, memperluas jangkauan dan 
kemampuan keuangan Islam dalam skala global (Prasetyo, 2018). 

Bukan hanya itu, penerbitan Sukuk (obligasi syariah) 
diperkirakan akan tumbuh signifikan di tahun-tahun mendatang. 
Instrumen-instrumen ini, yang mewakili kepemilikan aset atau 
proyek, menawarkan alternatif sesuai syariah dibandingkan obligasi 
konvensional (Rukmana, Priyana, et al., 2023). Dana ini semakin 
banyak digunakan untuk penggalangan dana oleh pemerintah dan 
perusahaan, menjadikan keuangan Islam lebih mudah diakses dan 
menarik bagi basis investor yang lebih luas (Ghofur, 2020). 

Masa depan perbankan syariah akan dibentuk oleh integrasi 
teknologi, keuangan berkelanjutan dan beretika, inklusi keuangan, 
pembiayaan syariah digital, dan pertumbuhan Sukuk. Tren dan 
inovasi yang muncul ini tidak hanya meningkatkan daya saing 
industri namun juga sejalan dengan prinsip-prinsip inti Syariah, 
menjadikan perbankan syariah sebagai kekuatan yang dinamis dan 
relevan dalam lanskap keuangan global (Muhtadi et al., 2023). 
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